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WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 merupakan wujud pelaksanaan nilai-
nilai Pancasila yang mencerminkan perencanaan
pembangunan  berdasarkan prinsip keterpaduan,
konsistensi, partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan,
guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang
efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada
peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar;

b. bahwa dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di Kota
Makassar menuntut perencanaan pembangunan yang
adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat dan adanya arah kebijakan pembangunan
yang terencana, terpadu, konsisten, dan
berkesinambungan  maka dibutuhkan  dokumen
perencanaan turunan Dberupa Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Janglsa Panjang Dacrali dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana
Strategis Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;




Mengingat

1

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota
Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7071);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);




10.

11,

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kera
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016
Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota
Makassar Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Tahun 2024-2043 {Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun
2024 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3);




Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029,

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

9
2.
3.

10.

¥

12.

Daerah adalah Kota Makassar.

WaliKota adalah Wali Kota Makassar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RKFPD adalah rencanan
pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
Pembangunan Daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah/Panjang dan menentukan pencapaian
tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa
yang akan datang.

Kehijakan adalah arah yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan

penggunaan sumber daya pembangunan.
Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai

alat ukur pencapaian keluaran, hasil, dan dampak.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan




pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan
keuangan untuk memastikan tercapainya target
secara ekonomis, efisien, dan efektif.

13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah
Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
otonom.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan
Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.
Pasal3

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam
menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai
bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam
penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 bertujuan untuk:

a. menjamian kesesuaian antara program, kegiatan, suh
kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta
prakiraan maju yang disusun pada rancangan awal
renja perangkat daerah,;

b. membangun sistem penilaian kinerja yang terukur,
transparan, dan akuntabcl; dan

c. menciptakan mekanisme perencanaan, pengendalian
dan evaluasi Pembangunan yang efektif dan efisien.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) meliputi:

a. Dinas Kebudayaan;

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. Dinas Kesehatan;

d. Dinas Ketahanan Pangan;




Dinas Kearsipan;
Dinas Ketenagakerjaan;
Dinas Komunikasi dan Informatika;
. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,;
Dinas Lingkungan Hidup;
Dinas Pariwisata;
. Dinas Pekerjaan Umum,;
. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;
n. Dinas Pemuda dan Olahraga,
0. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintuy;
. Dinas Penataan Ruang;
Dinas Pendidikan;
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;
Dinas Perdagangan;
Dinas Perhubungan;
. Dinas Perikanan dan Pertanian;
Dinas Perpustakaan;
.Dinas Pertanahan;
. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,;
Dinas Sosial;
Inspektorat Daerah;
aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Makassar;
bb. Sekretariat Daerah Kota Makassar;
cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
ff. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
gg. Badan Pendapatan Daerah;
hh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ii. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
ji. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah;
kk. Kecamatan Biringkanaya;
Il. Kecamatan Bontoala;
mm. Kecamatan Makassar;

nn. Kecamatan Mamajang;
00. Kecamatan Manggala;

pp. Kecamatan Mariso;
qq- Kecamatan Panakkukang;
rr. Kecamatan Rappocini;
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ss. Kecamatan Sangkarrang;

tt. Kecamatan Tallo;

uu. Kecamatan Tamalanrea;

vv. Kecamatan Tamalate;

ww. Kecamatan Ujung Pandang;
xx. Kecamatan Ujung Tanah; dan
yy. Kecamatan Wajo.

Pasal 5

(1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a. babi : pendahuluan;

b. babii : gambaran pelayanan, permasalahan dan
isu strategis perangkat daerah;

c. babii : tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan perangkat daerah;

d. babiv : program, kegiatan, subkegiatan dan
kinerja penyelenggara bidang urusan;

e. babv : penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 6

Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
penyusunan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi Renstra
Perangkat Daerab.

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah dapat diubah apabila:

a.

hasil pengendalian dan evaluasi menun jukkan
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan
kondisi eksiting;

. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya

kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian
kinerja sampai dengan tahun berjalan;

. perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan

tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional,
keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari
perundang-undangan yang lebih tinggi;




d. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
e. perubahan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2021 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 35)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

P kan di Makassar
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat
dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota
Makassar Tahun 2025 — 2029 ini dapat tersusun. Rencana Strategis ini merupakan
dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan bagi perencanaan Kkegiatan,
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Makassar

selama kurun waktu lima tahun mendatang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini merupakan penjabaran
visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dana akan dijadikan sebagai acuan
dalam pelaksanaan program kerja tahunan secara bertahap di bidang kesehatan.
Rencana Strategis ini merupakan gambaran mengenai kondisi riil kesehatan
masyarakat serta gambaran kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan yang
secara keseluruhan telah merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025 - 2029, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, Rencana Induk Bidang
Kesehatan (RIBK) Tahun 2025 - 2029 serta Standar Pelayanan Minimal (SPM)

bidang Kesehatan.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
berperan serta dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Kritik dan saran demi
kesempurnaan Rencana Strategis ini senantiasa kami harap. Semoga semua upaya

yang kita kerjakan selalu mendapat rahmat, hidayah dan ridho Allah SWT, Aamiin

YRA.
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama setiap individu,
keluarga, masyarakat, baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan
amanat UUD 1945 Pasal 28H (1) bahwa Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan. Dengan demikian untuk mewujudkan kehidupan
yang sejahtera, setiap warga negara Indonesia harus memperoleh
pelayanan kesehatan yang baik.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat
terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan
pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata,
serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk
rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Perkembangan kesehatan secara makro dapat di lihat melalui
indikator kesehatan seperti Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian
Ibu (AKI), Prevalensi Stunting serta terkait program penurunan penyakit
menular. Sampai 'dengan tahun 2024 angka Usia Harapan Hidup di
Indonesia adalah 72,29, sedangkan terkait Angka Kematian Ibu dan adalah
4.151 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan Prevalensi Stunting untuk
tahun 2024 adalah 25,6%. Terkait upaya penanggulangan penyakit
diantaranya Prevalensi Tuberculosis (TBC) dan Prevalensi HIV. Untuk
Prevalensi TB adalah sebesar 0,38 sedangkan Prevalensi HIV adalah
sebesar 0,18.

Perkembangan kesehatan pada tingkat propinsi Sulawesi Selatan
terkait indikator — indikator Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu,
Prevalensi Stunting dan upaya penurunan penyakit menular adalah sebagai
berikut : angka Usia Harapan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan adalah
sebesar 75,18 tahun, Angka Kematian Ibu sebesar adalah sanyak 96 per
100.000 kelahiran hidup, tekait prevalensi stunting adalah sebesar 27,14%,

prevalensi tuberculosis sampai dengan bulan mei tahun 2024 adalah
12.280 kasus.
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Kota Makassar sendiri sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan
dan merupakan pintu gerbang ke wilayah timur Indonesia juga melakukan
berbagai upaya terkait pembangunan kesehatan di Kota Makassar. Upaya
— upaya seperti peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
kesehatan, peningkatan skrining penyakit menular, pengelolaan pelayanan
kesehatan gizi masyarakat, peningkatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat,
serta peningkatan peningkatan pada upaya penyediaan telemedicine di
fasilitas kesehata guna meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat.

Berbagai upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan
dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan
lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi
dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektor
dan pemberdayaan masyarakat. Penekanan diberikan pada perubahan
perilaku dan kemandirian masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.

Upaya pemerintah untuk terus memperluas cakupan dan
peningkatan kualitas pembangunan kesehatan harus disertai upaya
mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat untuk sehat.
Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah adalah menjamin
tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau
oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat, dan pelayanan tersebut
diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan swasta.

Pemerintah Kota Makassar dalam kebijakannya mengacu kepada
tujuh misi pemerintah Kota Makassar yaitu :

1) Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan

Lapangan Kerja.

2) Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan dasar bidang

pendidikan dan kesehatan.

3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota

uang berkeadilan.

4) Mengembangkan pusat inovasi, seni budaya, serta pariwisata.

5) Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan

berdaya saing, serta menegakkan ketertiban umum.

6) Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan,

anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan

kepemudaan dan olahraga.
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7) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta mitigasi bencana.

Dari ketujuh misi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Makassar
sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan
akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan misi kedua yaitu
Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan dasar bidang pendidikan
dan kesehatan. Penjabaran dari misi kedua akan terkait pada bagaimana
meningkatkan kualitas dan aksesibiltas kesehatan serta meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Makassar merupakan
dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan
kesehatan yang bersifat indikatif dilaksanakan untuk kurun waktu 5 (lima)
tahun yaitu tahun 2025 - 2029. Dokumen RENSTRA ini merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Makassar tahun 2025 - 2029, dengan tetap mengacu
kepada RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan serta
RENSTRA Kementerian Kesehatan RI.

RENSTRA yang telah disusun berfungsi sebagai dokumen
perencanaan jangka menengah yang berperan sangat penting dalam
penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, dan menjadi rujukan
dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2025 — 2029, serta
menjadi dasar penilaian kinerja Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Dinas Kesehatan) yang dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Evaluasi Rencana Kerja setiap tahunnya.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan

pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan

sebagai berikut:
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Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Makassar disusun dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 sesuai
dengan tahapannya. Hal ini telah sesuai dengan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014/ Undang — undang Nomor 9 Tahun 2015. Selain itu,
dokumen RPJMD juga disusun dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memperhatikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sulawesi Selatan serta dokumen perencanaan spasial lainnya seperti
Rencana Tata Ruang Wllayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota.

Selanjutnya RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan
Renstra Perangkat Daerah. Secara umum, Renstra Perangkat Daerah
berisi rancangan kebijakan dan program perangkat daerah yang disertai
target dan pagu indikatif yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima (5)
tahun. Kemudian dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan
dengan Peraturan Walikota, prioritas dan sasaran pembangunan daerah

secara tahunan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah yang

telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah/ RPJMD.




1.2Landasan Hukum
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Makassar merupakan

Pedoman dalam penyusunan Program Kerja Dinas Kesehatan Kota

Makassar selama kurun waktu 2025 - 2029 yang diterbitkan lima tahun

sekali. Penyusunannya berlandaskan pada dikeluarkannya beberapa

Peraturan Perundangan, serta Peraturan perundangan Kesehatan antara

lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang — undang No 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang — Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
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7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-
batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa,
Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama
Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 193);

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);




16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang - undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang
Kesehatan;

18.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang
Percepatan Penurunan Stunting;

20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);




26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan;

28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang
Penyelenggaraan Pusat kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

29.Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1
Tahun 2017 Tentang Pemerataan Peserta Di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (Berita Negara Republik Inidonesia Tahun 2017 Nomor
556);

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;

31.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022 - 2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 322);

32.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 304);

33.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024 - 2043
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 4 ) ;

34.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;

35.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang
perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);




36.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun
2025 — 2045 ( Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);

37.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Makassar Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun
2025 Nomor 3);

38.Peraturan Walikota Makassar Nomor 70 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan;

39.Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Daya Pada Dinas Kesehatan (Berita
Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 48);

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan adalah
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesehatan untuk
mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Makassar
Tahun 2025 - 2029 juga dimaksudkan agar tersedia dokumen rencana
jangka menengah (5 tahunan) yang memuat tujuan dan sasaran strategis
yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai pedoman
perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan tahunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi
pemerintah kota sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.3.2. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan dokumen renstra antara lain :
1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran pada urusan kesehatan.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Kesehatan serta pihak terkait
dalam upaya pembangunan bidang kesehatan

3. Menjadi acuan resmi untuk penilain kinerja Dinas Kesehatan.




Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2025 - 2029
disusun agar terbangun konsistensi perencanaan dalam perwujudan
capaian kinerja Dinas Kesehatan melalui komitmen bersama dalam
melaksanakan program-program yang telah direncanakan dan sebagai
pedoman bagi pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait
untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan di
Kota Makassar.

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan sistematika
penulisan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025 —
2029, sebagai berikut :

Bab | : Pendahuluan
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan
Bab Il : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu-

Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dinas
kesehatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
dinas kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra dinas kesehatan periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas dinas
kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama
yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra
dinas kesehatan. Dan memuat identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas kesehatan
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan visi, misi,
dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan

renstra kementerian/lembaga dan renstra provinsi, telaahan
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Bab Il :

Bab IV :

Bab V:

rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
dan selanjutnya penentuan isu-isu strategis.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran
jangka menengah dinas kesehatan. Tujuan merupakan
pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mendukung visi dan melaksanakan misi rencana pembangunan
jangka mennegah daerah, sedangkan sasaran merupakan
rumusan kondisi yang menggambarkan tercapaianya tujuan yang
telah ditetapkan. Dan juga bagian ini dirumuskan strategi dan
kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran
jangka menengah yang menunjukkan langkah-langkah dan
tahapan yang relevan untuk mencapai target kinerja sebagai
dasar perumusan program dan kegiatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dan
juga indikator kinerja dinas kesehatan yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dinas kesehatan dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penutup

Memuat catatan penting serta hal-hal yang perlu tindak lanjut.




Permrerintah Kota Makassar

Gambaran Pelayanan, Permasalahan
dan Isu Strategis Perangkat Daerah




GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan
mempunyai tugas membantu ~ Walikota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan dalam
melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi antara
lain :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang
kesehatan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 70
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, disebutkan bahwa berdasarkan tugas
dan fungsinya, Dinas Kesehatan mempunyai uraian tugas :

a. merencanakan program kerja Dinas sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup

kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;




d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib
administrasi perkantoran;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merumuskan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

g. merumuskan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan pengembangan
sumber daya kesehatan;

h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan bidang
kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan;

i. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan teknis operasional bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan;

J. menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
sesuai dengan bidang tugasnya;

k. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian,
barang milik Daerah, perencanaan dan pelaporan kinerja serta
pengelolaan keuangan Dinas;

I.  menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Iembaga
pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan;

m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas didukung oleh

unsur organisasi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yaitu :

Sekretariat
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(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit

organisasi di lingkungan dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan,
umum dan kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan
kepegawaian;
c. pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum
dan kepegawaian;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan,
keuangan, umum dan kepegawaian;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.
(3) Berdasarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan
pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi
perkantoran;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,
penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi keuangan,
kepegawaian, dan pengelolaan barang milik Daerah;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi umum, peralatan dan
perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;

i. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data serta fasilitasi
pelayanan informasi;

j. melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

k. melaksanakan dan  mengevaluasi  penyelenggaraan  Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;
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I. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
Dinas;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan
kapasitas organisasi dan tata laksana;

n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi;

o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugasnya.

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program Kkerja,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan
kegiatan dinas.

(2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsinya, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
mempunyai uraian tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan

pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi
perkantoran;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja
Dinas;

g. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan
Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;

h. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja Dinas;

i. melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, evaluasi rencana kerja, evaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi;

j.  menyiapkan bahan pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;

I. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Perencanaan dan Pelaporan dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugasnya.

Subbagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan
akuntansi keuangan.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan
fungsi :

a. perencanaan Kkegiatan di bidang administrasi dan akuntansi

keuangan;
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b. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi
keuangan;

c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang
administrasi dan akuntansi keuangan;

(3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Subbagian Keuangan
mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib

administrasi perkantoran;

o

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

=

melakukan administrasi gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;

melakukan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara;

- @

melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;

melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi Dinas;

j. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;

k. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan
bulanan/triwulan/semesteran serta laporan keuangan akhir tahun
Dinas;

| melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi
anggaran;

m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas;

n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian

Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan;
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p. dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

terkait dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1)

(2)

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai melakukan urusan
umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik

Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Subbagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib
administrasi perkantoran;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan administrasi kepegawaian;

g. melakukan pengelolaan administrasi barang milik Daerah lingkup
Dinas;

h. melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah lingkup
Dinas;

i. melakukan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor,

kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;

j. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan fasilitasi

pelayanan informasi;

k. melakukan pelayanan ketatausahaan;

I.  melakukan administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar

sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;

m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas

organisasi dan tata laksana;

n. melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;




o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;

p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum
dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugasnya.

Bidang Kesehatan Masyarakat
(1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun,

mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang
kesehatan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
masyarakat;

d. pelaksanaan administrasi bidang kesehatan masyarakat; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsinya, Bidang Kesehatan Masyarakat
mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

tugas;




d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau
menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib
administrasi perkantoran;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui
pendekatan keluarga;

g. menyediakan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan
tingkat Daerah;

h. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu
bersalin, bayi baru lahir, balita, pada usia pendidikan dasar, usia
produktif, usia lanjut;

i. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan
gangguan jiwa berat dan kesehatan Orang dengan Masalah
Kesehatan Jiwa (ODMK);

j. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat,
kesehatan kerja dan olahraga, kesehatan lingkungan, dan promosi
kesehatan;

k. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA);

I.  melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif (NAPZA) di Fasyankes dan sekolah;

m. melaksanakan pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan, kesehatan
reproduksi;

n. melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak;

o. melaksanakan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah
makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM);

p. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut
pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah
makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM);

q. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut

penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra

makanan jajanan;
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r. melaksanakan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi,
kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;

s. melaksanakan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik
daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman;

t. melaksanakan promosi kesehatan dan gerakan hidup hidup bersih
dan sehat;

u. melaksanakan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam
peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;

v. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan
pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM);

w. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Iembaga
pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas;

x. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas

(2)

menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi

kebijakan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakitdalam melaksanakan

tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan

dan pengendalian penyakit;
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(3)

pelaksanaan administrasi bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakitmempunyai uraian tugas :

a.

menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib
administrasi perkantoran;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita
hipertensi, diabetes melitus, orang terduga tuberkulosis, orang
dengan risiko terinfeksi HIV, serta penyakit menular dan tidak
menular;

melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan penduduk terdampak
krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
melaksanakan pengelolaan surveilans kesehatan, dan upaya
pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan;
melaksanakan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit
potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional;

melaksanakan kota sehat;

melaksanakan kewaspadaan dini dan respon wabah;

melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan
tuberkulosis dan HIV (ODHIV);

melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan malaria:

melaksanakan pengelolaan kawasan tanpa rokok;




o. melaksanakan pelayanan kesehatan penderita Infeksi Menular
Seksual (IMS), malaria, campak, kusta, filariasis, kecacingan, dan
frambusia;

p. melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi;

g. melaksanakan pelayanan kesehatan orang dengan penyakit menular
lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah Daerah;

r. melaksanakan penanggulangan penyakit IMS, malaria, kusta,
filariasis, kecacingan dan frambusia;

s. melaksanakan Penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi;

t. melaksanakan Penanggulangan penyakit tidak menular serta
masalah kesehatan jiwa di wilayah Daerah;

u. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan
bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat
terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine,
dan pelayanan kesehatan lainnya;

v. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan
tuberklosis;

w. menyusun tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM
kesehatan;

X. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi;

y. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan
(1) Bidang Pelayanan Kesehatan yang mempunyai tugas menyusun,

mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang

pelayanan kesehatan.




(2)

3)

Bidang Pelayanan Kesehatan dalam  melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan
kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan

Kesehatanmempunyai uraian tugas :

a.

menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib
administrasi perkantoran;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan pembangunan rumah sakit beserta sarana dan
prasarana pendukungnya;

melaksanakan pembangunan puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya
dan rumah dinas tenaga kesehatan;

melaksanakan pengembangan rumah sakit, puskesmas dan fasilitas
kesehatan lainnya;

melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit,
puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya dan rumah dinas tenaga
kesehatan;

melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi:

melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat

penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
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CC.

melaksanakan pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan di
DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan
Kesehatan Berbasis Telemedicine);

melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional,
akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya;

melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
melaksanakan penyediaan Telemedicine di fasilitas pelayanan
kesehatan;

melaksanakan operasional pelayanan rumah sakit, puskesmas, dan
fasilitas kesehatan lainnya;

melaksanakan akreditasi fasilitas kesehatan;

melaksanakan penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);

melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut
pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya;

melaksanakan peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat Daerah;

melaksanakan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan;

merumuskan dan melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan;

. melaksanakan pengelolaan manajemen Puskesmas;

melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan
medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung
penguatan layanan unggulan;

melaksanakan pengelolaan pelayanan rujukan dan rujuk balik melalui
Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE);

melaksanakan dukungan pelayanan kesehatan lainnya;

.melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan

bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat
terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine,
dan pelayanan kesehatan lainnya;

.melaksanakan pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi

Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan;

melaksanakan pembinaan dan dukungan sumber daya yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah

sakit;
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dd.melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui
akreditasi puskesmas dan rumah sakit;

ee.melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui
budaya zero harm (insiden keselamatan pasien);

ff. melaksanakan koordinasi, konsultasi peningkatan mutu fasilitas
pelayanan kesehatan lain;

gg. melaksanakan pengelolaan sistem informasi kesehatan;

hh.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

ii. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

ji- melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh atasan terkait
dengan tugasnya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas
menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi
kebijakan bidang pengembangan sumber daya kesehatan.

(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan
tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan
sumber daya kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya
kesehatan,;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang
pengembangan sumber daya kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan sumber daya
kesehatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsinya, Bidang Pengembangan Sumber Daya

Kesehatanmempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;




mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib
administrasi perkantoran;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik
fasilitas pelayanan kesehatan;

melaksanakan pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis
habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan;
melaksanakan distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai,
bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas
kesehatan;

melaksanakan verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha
pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit diwilayah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan;
melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta
tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan;

melaksanakan perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber
daya manusia kesehatan;

. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia
kesehatan sesuai standar;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia
kesehatan;

melaksanakan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi
teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah;
melaksanakan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya
manusia kesehatan;

melaksanakan peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan

melalui pendidikan formal dan/atau non formal;




r. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut
pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan
optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

s. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut
pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan
PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;

t. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut
pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan
nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman
tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;

u. melaksanakan pemeriksaan post market pada produk makanan
minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta
tindak lanjut pengawasan;

v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas;

w. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana

(1) Dinas dapat membentuk jabatan fungsional dan pelaksana sesuai
dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana melaksanakan tugas
sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

» Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar No 83 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja




Dinas Kesehatan maka struktur organisasiDinas Kesehatan Kota Makassar

sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

a.
b.

C.
d.
e.
g.

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Makassar adalah
sebagai berikut:

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri atas :

1. SubbagianPerencanaan dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Kesehatan Masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Bidang Pelayanan Kesehatan.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Terdapat perbedaan besar pada struktur organisasi berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2023 dengan Peraturan walikota
Nomor 71 Tahun 2021, dimana pada peraturan walikota terbaru sudah
tidak adalagi seksi dibawah kepala bidang. Seluruh seksi dibawah
kepala bidang kemudian di jadikan satu untuk menjadi tugas dan fungsi
dari kepala bagian masing — masing.

Rumah Sakit Umum Daerah Daya

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Rumah sakit Umum Daerah Daya Pada Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit menyelenggarakan funsi antara lain :

a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;

b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai
kewenangannya;

c. penyelanggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi
unsur organisasi;

e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Direktur
Direktur Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Rumah Sakit sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;




. menyusun  rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna
tertib administrasi perkantoran;

. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menetapakan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit;

. menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan
kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

. menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik;
menyelenggarakan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
menyelenggarakan pelayanan rujukan;

. menyelenggarakan pelayanan non medik;

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka
peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

. menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengabdian
masyarakat dan penapisan teknologi bidang kesehatan dalam
rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan
etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan akuntasi;

. menyelenggarakan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan kinerja
dan keuangan Rumah Sakit;

. menyelenggarakan urusan kepegawaian, hukum, hubungan
masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga,
perlengkapan dan umum;

. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Direktur dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan




t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan terkait dengan tugasnya.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Dalam melaksanakan tugas, wakil Direktur, melaksanakan fungsi:

a.
b.

C.

penyelenggaraan administrasi umum;

penyelenggaraan keuangan dan akuntansi;

penyelenggaraan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan kinerja dan
keuangan Rumah Sakit; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Uraian Tugas Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

menyusun rencana kegiatan Direktur Umum dan Keuangan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan
pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi
perkantoran;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

mengoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, laporan tahunan
dan profil Rumah Sakit;

mengoordinasikan penyusunan tata Kelola Rumah Sakit dan Hospital by
laws;

mengoordinasikan perencanaan anggaran, perbendaharaan, mobilisasi
dana dan penyelenggaraan akuntansi serta pengelolaan barang;
mengoordinasikan pelaksanaan urusan ketatusahaan,

kerumahtanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran dan

kehumasan;




j. mengoordinasikan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan
pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat serta
penapisan di bidang pelayanan kesehatan;

k. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja
dan keuangan Rumah Sakit;

|. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi;

m. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Wakil Direkturdan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugasnya.

Bagian Umum
Dalam melaksanakan tugas kepala bagian, melaksanakan fungsi:
a. pengelolaan ketatausahaan;
b. pengelolaan kerumah tanggaan;
c. pengelolaan sumber daya manusia; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Uraian tugas kepala bagian, meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan
pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup

kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;




menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi
perkantoran;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

mengendalikan  pengelolaan  ketatausahaan dan  kearsipan
dokumen/naskah dinas rumah sakit;

melakukan pengendalian dokumen/naskah dinas yang masuk dan
keluar Rumah Sakit;

melaksanakan keprotokolan Rumah Sakit;

menyusun rencana kebutuhan rumah tangga;

merencanakan dan melakukan pengelolaan kerumahtanggaan dan
perlengkapan Rumah Sakit;

memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksananan pemeliharaan,
melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengabdian
masyarakat;

. melaksanakan kegiatan manajemen dan administrasi kepegawaian;
melaksanakan penerapan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
melaksanakan perencanaan jumlah dan kualifikasi sumber daya
manusia berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan;
melaksanakan penyusunan road map sumber daya manusia Rumah
Sakit;

melaksanakan pengembangan dan penjenjangan karir, mutasi dan
rotasi pegawai;

membina, mengukur dan menilai kinerja pegawai berdasarkan target
sasaran kinerja sebagai dasar pemberian remunerasi;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;




u.

V.

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Umum dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugasnya.

Bagian Keuangan

Dalam melaksanakan tugas, kepala bagian melaksanakan fungsi:

a.
b.

o

perencanaan anggaran,

perbendaharaan dan mobilisasi dana;

pengelolaan akuntansi;

pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan evaluasi kinerja dan keuangan
Rumah Sakit; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Uraian tugas kepala bagian, meliputi:

a.

menyusun rencana kegiatan Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan
pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi
perkantoran;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun rencana program, rencana strategis, rencana strategi bisnis,
dan rencana biaya anggaran Rumah Sakit;

g. menyusun anggaran pendapatan Rumah Sakit;

menyusun retribusi pelayanan, remunarasi/jasa pelayanan dan unit cost;

menyusun penetapan kinerja Rumah Sakit;

menyusun perencanaan dan pengembangan mutu Rumah Sakit;
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o

melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Rumah Sakit;

melaksanakan evaluasi perkembangan pendapatan Rumah Sakit;

. menyusun profil dan pelaporan kinerja Rumah Sakit;

melaksanakan penatausahaan pendapatan Rumah Sakit;

melaksanakan penatausahaan keuangan Rumah Sakit;

menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
berdasarkan laporan keuangan secara periodik;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian
Keuangandan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugasnya

Bagian Pelayanan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas kepala bagian pelayanan masyarakat,

melaksanakan fungsi:

a.
b.

pengelolaan kehumasan dan pemasaran;
pengelolaan pendidikan dan pelatihan;
pengelolaan rekammedik dan sistem informasi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya

Uraian tugas kepala bagian meliputi:

a.

menyusun rencana kegiatan bagian pelayanan masyarakat sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;




b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan
pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi
perkantoran;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
mengoordinasikan pengelolaan publikasi dan kehumasan Rumah Sakit;

g. memfasilitasi layanan pengaduan dan informasi kepada masyarakat
terkait pelayanan Rumah Sakit;

h. mengoordinasikan perumusan kebijakan pemasaran Rumah Sakit;

i. melaksanakan promosi dan pemasaraan layanan Rumah Sakit;

j. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, produk hukum dan
pelaksanaan kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta atau
lembaga lainnya;

k. merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan mutu layanan
dan sistem informasi manajemen Rumah Sakit;

|.  melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan Rumah
Sakit;

m. memfasilitasi dan mengoordinasikan tindak lanjut perbaikan
berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan mutu dari pelayanan Rumah
Sakit;

n. mengoordinasikan pengumpulan, pencatatan dan pengarsipan rekam

medik;

menyiapkan bahan publikasi dan kehumasan Rumah Sakit;

mengelola penanganan layanan pengaduan dan keluhan pelanggan;

£ v o

mengelola pemberian layanan informasi Rumah Sakit;

—

melaksanakanperumusan kebijakan pemasaran Rumah Sakit:
s. menyusun bahan promosi dan pemasaraan layanan Rumah Sakit;
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t. melaksanakan penghimpunan, pengolahan, menganalisis, dan
menyusun usulan rencana pengembangan pemasaran serta kebutuhan
peralatan, sarana dan prasarana serta sumber daya pemasaran;

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan pemasaran;

v. melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi
pegawai dalam lingkungan Rumah Sakit;

w. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan program pendidikan dan
pelatihan;

x. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain/non pemerintah dalam
rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
melaksanakan administrasi kegiatan pendidikan dan pelatihan;

z. mengatur kebutuhan bahan dan perlengkapan pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan;

aa. mengevaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

bb.melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Rumah Sakit lain,
instansi, perusahaan penyelenggara asuransi kesehatan dan lembaga
lainnya dan/atau perorangan dalam rangka memajukan pelayanan
Rumah Sakit;

cc. melaksanakan survei kepuasan pelanggan pelanggan secara berkala;

dd. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan tindak lanjut
perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan mutu dari pelayanan
Rumah Sakit;

ee.mengolah data dalam rangka pengembangan sistem informasi
manajemen Rumah Sakit;

ff. melaksanakansistem informasi manajemen Rumah Sakit;

gg.melaksanakan pengumpulan, pencatatan dan pengarsipan rekam
medik;

hh. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi;




ii. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Ji. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bagian pelayanan
masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

kk. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugasnya

Wakil Direktur Pelayanan
Dalam melaksanakan tugas wakil Direktur pelayanan, melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medik dan penunjang
pelayanan medik dan keperawatan, serta pelayanan keperawatan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang
pelayanan medik dan keperawatan, serta pelayanan keperawatan;

c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di
bidang pelayanan medik dan penunjang pelayanan medik dan
keperawatan, sertapelayanan keperawatan;

d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang pelayanan
medik dan keperawatan, serta pelayanan keperawatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Uraian tugas wakil Direktur, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan wakil Direktur Pelayanan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan
pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi
perkantoran;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;




mengoordinasikan perencanaan pengembangan mutu pelayanan medik
dan penunjang medik serta pelayanan keperawatan dan pelayanan non
medik;

g. mengoordinasikan kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik,
serta pelayanan keperawatan dan pelayanan non medik;

h. mengawasi, mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan
pelayanan medik dan penunjang medik, serta pelayanan keperawatan
dan pelayanan non medik;

i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi;

J. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas wakil Direktur dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

I.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugasnya.

Bidang Pelayanan Medik
Dalam melaksanakan tugas kepala bidang, melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medik;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medik;

c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di
bidang pelayanan medik;

d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medik; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Uraian tugas kepala bidang, meliputi:

a.

menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan medik sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan

pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;




c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi
perkantoran;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
menyusun rencana pengadaan alat kesehatan dari instalasi rawat inap,
rawat jalan dan rawat darurat;

g. menyusun standar pelayanan pengembangan mutu pelayanan medik;

h. melaksanakan penerimaan serta pemulangan pasien;

i. melaksanakan penyiapan data dalam rangka penyusunan laporan
monitoring dan evaluasi pelayanan medik;

j. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan keakuratan bahan/data
sebagai pedoman dalam menyusun laporan;

k. menyusun rancangan awal perumusan laporan akuntabilitasi kinerja
bidang pelayanan medik;

I.  melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan bulanan
dan berkala;

m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi;

n. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

0. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pelayanan
medik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugasnya.

Bidang Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan
Dalam melaksanakan tugas kepala bidang, melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana pemberian penunjang pelayanan medik dan

keperawatan;
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koordinasi dan pelaksanaan penunjang pelayanan medik dan
keperawatan;

pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di
bidang penunjang pelayanan medik dan keperawatan;

pemantauan dan evaluasi penunjang pelayanan medik dan
keperawatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Uraian tugas kepala bidang, meliputi:

a.

menyusun rencana kegiatan bidang penunjang pelayanan medik dan
keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan
pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi
perkantoran;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun rencana pengadaan obat medik dari instalasi rawat inap,
rencana pengadaan obat dari instalasi penunjang pelayanan medik dan
keperawatan;

menyiapkan bahan rancangan awal pelaksanaan penerapan standar
asuhan keperawatan;

membuat rencana pengadaan obat medik dari instalasi penunjang
medik dan keperawatan;

membuat standar pelayanan dalam rangka mengembangkan mutu
penunjang pelayanan medik dan keperawatan;

menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan
monitoring dan evaluasi penunjang pelayanan medik dan keperawatan;
melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan keakuratan bahan/data
sebagai pedoman dalam menyusun laporan;



menyusun rancangan awal perumusan laporan akuntabilitasi kinerja
bidang penunjang pelayanan medik dan keperawatan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan bulanan
dan berkala;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi;

menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang penunjang
pelayanan medik dan keperawatan dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugasnya.

Bidang Pelayanan Keperawatan

Dalam melaksanakan tugas kepala bidang melaksanakan tugas:

a.
b.

C.

penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;

koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;

pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya di bidang pelayanan
keperawatan;

pemantauan dan evaluasi penunjang pelayanan pelayanan
keperawatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Uraian tugas kepala bidang, meliputi:

a.

menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan keperawatan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan
pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup

kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi
perkantoran;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
mengusulkan dan menyelenggarakan rencana pendidikan dan
pengembangan tenaga keperawatan;

g. melaksanakan penyiapan bahan data dalam rangka pelaksanaan
penyuluhan kesehatan;

h. melaksanakan bimbingan pendidikan dan pengembangan di bidang
keperawatan;

i. menyusun dan mengembangkan standar pelayanan untuk
meningkatkan mutu pelayanan keperawatan;

J. memberikan bimbingan asuhan dan pelayanan keperawatan kepada
perawat;

k. melaksanakan koordinasi pengembangan pelayanan keperawatan;

I. melaksanakan penyiapan data dalam rangka penyusunan laporan
monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan;

m. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan keakuratan dan
bahan/data sebagai pedoman dalam menyusun laporan;

n. menyusun rancangan awal perumusan laporan akuntabilitas kinerja
pada bidang pelayanan keperawatan;

0. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan bulanan dan
berkala;

p. melaksanakan pengawasan terhadap mutu dan etika perawatan kepada
para pegawai;

q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi;

r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;
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Kota Makassar

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pelayanan
keperawatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugasnya
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2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Sumber daya perangkat daerah Dinas Kesehatan merupakan
salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan
yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Gambaran mengenai situasi sumber daya
kesehatan dapat dilihat melalui tiga hal yaitu Tenaga Kesehatan, Sarana
Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan
upaya kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang
mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara
adil dan merata. Sumber daya manusia kesehatan terdiri dari tenaga
medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan dan kebidanan, tenaga
kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi,
tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis dan tenaga kesehatan

lainya.
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kota Makassar

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Kesehatan Kota
Makassar menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai,
kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi organisasi. Saat ini, Dinas Kesehatan Kota Makassar memiliki 1.811
pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan
struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Dinkes PKM Rumah Sakit
Jabatan Laki- | Perem | Laki- Perem .
Laki puan gl puan Laki-Laki | Perempuan

Eselon I 1 - 1
Eselon IlI 3 2 3 3
Eselon IV 3 - -
Jabatan Fungsional Tertentu 21 78 135 1453 57 437
Jabatan Fungsional Umum 16 46 11 42 31 44
Jumlah 40 130 146 1495 91 485
Total 1811

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025




Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar
belakang pendidikan pada jenjang S2, yang mencerminkan kesiapan dalam
memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini
menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas
melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier
berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya data pegawai
berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Dinkes PKM Rumah Sakit
Pangiat :::E;' Perempuan tz:: Perempuan | Laki - laki | Perempuan
PNS
Golongan IV 15 36 33 332 12 94
Golongan Il 9 50 60 783 29 148
Golongan |l 19 169
Golongan | 1
Jumlah 43 255 93 1116 41 242
Total 1790
PPPK
Gol XII 3
Gol XI 1 1
Gol X 9 38 11 50
Gol IX 10 34 9 49 10 50
Gol VIII 1
Gol VII 2 1 11 121 12 103
Gol V 4 6 ] 1 20 20
Jumlah 16 41 34 210 54 224
Total 579
Total Keseluruhan 2369
Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan
Dinkes PKM Rumah Sakit
Jabatan Laki- Perem | Laki- Perem Laki-Laki | P
Laki puan | Laki paan | PoNr=om | Irerempuan
Eselon |l 1 - 1
Eselon Il 3 2 3 3
Eselon IV 5 = B
Jabatan Fungsional Tertentu 21 78 138 1453 57 437
Jabatan Fungsional Umum 16 46 11 42 31 44

N



Jumlah 40| 130] 146| 1495 91 | 485
Total 2387

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM

pada Dinas Kesehatan Kota Makassar berada dalam kondisi ideal. Sehingga,
ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui penataan ulang
struktur jabatan berdasarkan rencana kebutuhan dan mengakomodir aturan
kepegawaian, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian
tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat
kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator
penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis
pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Makassar
sebanyak 1.811 orang dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat
pendidikan sebagai berikut:

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam
analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan
gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi
dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih
pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang.
Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Makassar adalah sebanyak

1.811 orang yang dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
Dinkes PKM Rumah Sakit

Lak!- Perem Lak?- Perem Lal_(i - Perempuan

Laki | puan Laki puan laki
Usia <30 tahun 2 10 21 147 9 20
Usia 30 - 39 tahun 10 36 42 560 34 184
Usia 40 - 49 tahun 17 60 54 499 43 191
Usia lebih dari 50 Tahun i1 24 29 289 15 80
Jumlah 40 130 146 1495 101 475
Total 2387

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025
Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia 40-49

mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini menunjukkan regenerasi yang




baik / mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai / menuntut perhatian
dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya. Oleh karena itu, diperlukan
perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar
kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat
terjaga secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Kesehatan didukung oleh
sejumlah 2387 pegawai yang tersebar pada Dinas Kesehatan, 47 Puskesmas,
Gudang Farmasi dan Rumah Sakit, yang terdiri dari :

a. Jabatan Struktural:
Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 2 orang
Administrator sebanyak 11 orang
Pengawas 3 orang
b. Jabatan Fungsional Tertentu:
Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah
sakitn dengan jabatan fungsional tertentu yang ada di Kota
Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

Dinkes PKM Rumah Sakit

Jabatan Fungsional Tertentu IEak!- Perem Lak!- Perem Laki-Laki | Perempuan
aki puan Laki puan

Dokter Spesialis 10 37
Dokter Umum 22 149 1 9
Dokter Gigi Umum dan
Spesialis . 12
Dokter Gigi 8 73 22 156
Perawat 44 365 - 88
Bidan 338 - )
Terapis Gigi dan Mulut
sebanyak 49 orang 5 45 ) 4
Tenaga Promosi Kesehatan
dan limu Perilaku 1 9 9 60 2 28
Administrator Kesehatan g 29 3 20 1 11
Epidemiolog Kesehatan 2 9 s 43 2
Pembimbing Kesehatan
Kerja 2 S 1 7 3 6
Tenaga Sanitasi Lingkungan 1 7 56 - 19
Nutrisionis 1 2 < 66 - 18




Dinkes PKM Rumah Sakit
Jabatan Fungsional Tertentu l[:::: ;’S:ra‘m Il::t: ssgim Laki-Laki | Perempuan
Pranata Laboratorium
Kesehatan 9 19 5 9
Fisioterapis 1 1 = 3
Perekam Medis 11 51 ] 13
Apoteker 1 6 74 - 6
Asisten Apoteker 1 2 1 33 1 1
Analis SDM Aparatur 1 2 1
Arsiparis -4 1 3 10
Pengelola Barang dan Jasa 1 - 3
Perencana 3 1 -
Pranata Komputer 2 2 1 2
Jumlah 21 78 134 1454 53 443
Total 2183

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024

Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat pada pasal 21
huruf pertama disebutkan bahwa Tenaga Kesehatan yang ada di
Puskesmas minimal terdapat diantaranya jabatan Psikolog Klinis dan
Fisioterapis. Tenaga Medis Psikolog Klinis adalah merupakan tenaga
medis yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Masyarakat, terutama bagi
anak — anak yang berkebutuhan khusus dikarenakan untuk dapat
mengakses pelayanan kesehatan buat anak — anak berkebutuhan
membutuhkan biaya yang relative mahal sehingga Pemerintah Kota
Makassar melalui Dinas Kesehatan perlu untuk menyediakan tenaga
medis tersebut di Puskesmas. Jika melihat pada tabel 2.5 diatas
Puskesmas belum memiliki tenaga Psikologi Klinis di seluruh
Puskesmas yang ada di Kota Makassar.

c. Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana):

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan jabatan

fungsional umum yang ada di Kota Makassar dapat dilihat pada
tabel berikut :




Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum

Jabatan Pelaksana

Dinkes

PKM

Rumah Sakit

Laki-
Laki

Perem
puan

Laki-Laki

Perem
puan

Laki -
laki

Perempuan

Pelaksana Perawat

1

4

Pelaksana Bidan

1

Pelaksana Administrator
Kesehatan

10

Pelaksana Perekam Medis

1

Penata Layanan Kesehatan

| Pengelola Data

Analis Perencanaan SDMA

Operator Layanan
Operasional

11

Penata Kelola Obat dan
Makanan

Penata Kelola Layanan
Kesehatan

Penata Layanan Operasional

Pengadministrasi
Perkantoran

12

10

18

Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi sebanyak
5 orang

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengelola Layanan
Kesehatan

Pengelola Layanan
Operasional

A

Pengolah Data dan Informasi

13

N

Jumlah

16

46

11

42

32

Total

188

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025
Jumlah tenaga lingkup Dinas Kesehatan tersebut secara umum cukup

memadai dan jika merujuk pada standar Permenkes 75 tahun 2014, maka

jumlah ketenagaan sudah memenuhi standar pemenuhan ketenagaan pada

puskesmas, hanya pada tugas-tugas tertentu masih terdapat rangkap tugas

petugas.

Adapun rasio dokter di Kota Makassar tahun 2020 sampai dengan
tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :




Tabel. 2.7

Rasio Dokter Di Kota Makassar

Jumiah Dokter 718 1.065 3.237 3.283 3.530
Jumlah Penduduk - 1.508.154  1.526.677 1.462.422 1.463.809 1.477.861

Rasio Dokter persatuan |
penduduk (1/2 x 5000) 38 3,49 11,07 11,21 11,94

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

S

Pada tahun 2024 rasio dokter adalah 11,94 dokter per 100.000
penduduk, adapun rasio ideal dokter terhadap penduduk adalah
1:5.000 artinya satu orang dokter melayani 5.000 penduduk

Asset/ modal
Sarana Kesehatan

Ketersediaan  sarana  kesehatan  sangat  penting
untukmendukung upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan
khususnya Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan
Kelurahan,Puskesmas Keliling, Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) serta sarana kesehatan lainya.

<+ Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat,
yang dimaksud dengan Puskesmas Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan
pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,
dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki fungsi
sebagai Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Primer di wilayah
kerjanya.

Pada Tahun 2021 jumlah Puskesmas di Kota Makassar
sebanyak 47 puskesmas yang terdiri atas 12 Puskesmas rawat inap
dan 35 Puskesmas non rawat inap, adapun puskesmas pembantu
sebanyak 35 buah. Pada Tahun 2025, jumlah Puskesmas tetap 47
Puskesmas namun Puskesmas Rawat Inap hanya 1 di Puskesmas

Kepulauan (Barrang Lompo) dan Puskesmas lainnya tetap




memberikan layanan persalinan normal 24 Jam dan layanan
emergency dasar/ kegawatdaruratan, dengan mengacu Permenkes
Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan
Masyarakat. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu berfungsi
sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar yang tersebar di
seluruh Kota Makassar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,
jumlah penduduk kota makassar tahun 2024 sebanyak 1.458.725
jiwa. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat
keterjangkauan penduduk terhadap Puskesmas adalah rasio
Puskesmas per 100.000 penduduk, dengan demikian rasio
puskesmas terhadap 100.000 penduduk adalah 3,2 berarti bahwa
setiap 100.000 penduduk rata-rata dilayani oleh 3 puskesmas.
Dengan demikian jumlah puskesmas telah sesuai dengan konsep
wilayah puskesmas dimana 1 puskesmas melayani 30.000
penduduk.

Dalam upaya Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
masyarakat di Puskesmas, seluruh puskesmas di wilayah kota
Makassar telah terakreditasi meskipun dengan status akreditasi yang
tidak sama.

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat
pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan,
melaksanakan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan
pengembangan. Upaya kesehatan wajib harus diselenggarakan oleh
setiap Puskesmas dan wupaya kesehatan pengembangan
penyelenggaraannya disesuaikan dengan masalah, kondisi,
kebutuhan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah
daerah. Upaya kesehatan pengembangan di Puskesmas antara laian
Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED),
pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), upaya kesehatan kerja
dan upaya kesehatan olahraga. Jumlah Puskesmas Poned pada
tahun 2024 adalah sebanyak 27 Puskesmas yang telah ditetapkan
melalui keputusan Walikota. Selain di 47 Puskesmas, Pelayanan

Kesehatan juga dilakukan di Pustu sebagai implementasi Intergasi

Layanan Prime (ILP).




“* Rumah Sakit

Ruang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya
promotif dan preventif di dalamnya juga terdapat pembangunan
kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitatif. Rumah Sakit merupakan
pelayanan kesehatan sekunder dan tertier terutama
menyelenggarakan upaya kuratif dan rehabilitatif, selain itu Rumah
Sakit berfungsi sebagai pusat rujukan. Pada tahun 2024 jumlah
Rumah Sakit di Kota Makassar terdiri atas 52 buah dengan rincian 2
RS milik kemenkes, 10 RS milik Pemprov/Kota termasuk 1 RS milik
pemerintah kota makassar, 4 RS TNI/POLRI dan 35 RS swasta.

Sampai dengan tahun 2024 terdapat 1 buah Rumah Sakit
milik Pemerintah Kota Makassar yaitu RSUD DAYA, dan telah mulai
dikembangkan 2 Puskesmas Rawat Inap (Puskesmas Batua dan
Jumpandang baru) menjadi Rumah Sakit.

Tabel 2.8

Jumlah Aset Pemerintah Kota Makassar Bidang Kesehatan
di Kota Makassar Tahun 2023 dan 2024

ASET PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR 2023 2024
BIDANG KESEHATAN
Puskesmas 46 47
Puskesmas Pembantu 35 35
Rumah Sakit 1 1
Gudang Farmasi 1 1

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

< Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Dalam mewujudkan masyarakat sehat diperlukan kesadaran
setiap anggota masyarakat akan pentingnya perilaku sehat,
berkeinginan serta berdaya untuk hidup sehat. Masyarakat diharapkan
dapat bersinergi dengan pihak terkait membangun kondisi lingkungan
yang kondusif untuk hidup sehat. Langkah tersebut tercermin dalam
pengembangan sarana Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
(UKBM) di Kelurahan. Beberapa UKBM yang dikembangkan adalah
Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) dan Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu).




Kelurahan Siaga aktif merupakan Kelurahan yang penduduknya
dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan
UKBM yang dapat melaksanakan surveilans berbasis masyarakat
(pemantauan penyakit, KIA, gizi, lingkungan dan perilaku, kedaruratan
kesehatan dan penanggulangan bencana) sehingga masyarakatnya
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat(PHBS). Berkaitan dengan
indikator pencapaian Kelurahan Siaga Aktif dapat dijelaskan bahwa
untuk pengembangan kelurahan siaga sebagai salah satu program
utama dalam program promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat yang lebih terarah, terencana, terpadu dan
berkesinambungan, akan dikembangkan pola kerjasama dan
kemitraan secara berjenjang antar provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan/puskesmas dan kelurahan sebagai sasaran akhir program
pengembangan kelurahan siaga. Kegiatan yang dilaksanakan terkait
pencapaian indikator kelurahan siaga yang dilaksanakan di 153
kelurahan serta sudah terbentuk forum kelurahan siaga.

Pos kesehatan kelurahan (Poskeskel) merupakan upaya kesehatan
bersumberdaya masyarakat yang dibentuk di kelurahan dalam rangka
mendekatkan penyediaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat
dengan kata lain Poskeskel sebagai salah satu wujud upaya untuk
mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
dasar sesuai dengan kompetensinya. Terdapat Poskeskel sebanyak 30
buah yang tersebar di 15 Kecamatan.

Posyandu merupakan salah satu UKBM yang dilaksanakan oleh, dari
dan bersama masyarakat utuk memberdayakan dan memberikan
kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan
kesehatan terutama ibu, bayi dan anak. Dalam menjalankan fungsinya
Posyandu diharapkan dapat melaksnakan 5 program prioritas yaitu
KIA, KB, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.

Keterlibatan peran aktif masyarakat Kota Makassar dalam kegiatan
Posyandu tidak terlepas dari dukungan Dinas Kesehatan Kota
Makassar bersama instansi lintas sektor termasuk Tim Penggerak PKK
yang saling bersinergi mendorong meningkatnya kualitas Posyandu
yang sebelumnya berada pada level Pratama dan Madya, meningkat

menjadi Purnama dan Mandiri. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh

S




Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Makassar,
jumlah Posyandu yang ada di Kota Makassar pada tahun 2024
sebanyak 1013 posyandu dengan kondisi seluruhnya aktif.

Terkait kondisi dari bangunan dari Puskesmas dan Pustu dapat dilihat
pada tabel 2.9

Tabel 2.9
Kondisi Puskesmas dan Fasyankes Dinas Kesehatan
Kota Makassar
KONDIS| BANGUNAN
No | Puskesmas | pusty | FASYANK KET
TAHUN | RENO
LUAS LANTAI | pecoomi | vas | RUSAK BAIK
1 PERTIWI 114 Bertingkat 2013 v
2 DAHLIA 315 2 1983 2016 v Kurang Baik
Pustu Kurang Baik/Lahan dan
Bontorann 300 Tidak 2020 v Bangunan Pinjam
u Pakai(GMTD)
3 | PANAMBUNG 697 Tidak 2015 v
AN
MAMAJANG( !
4 Resatdalan) 520 2 2013 v
MAMAJANG( 540 2 2015 V Kurang Baik
Rawat Inap)
Pustu 5
4 . ) Rusak Berat/Lahan Milik
Maricaya o Tl 2000 N Dinas Pertanian Provinsi
Selatan
RUMAH ; f .
DINAS 90 Tidak 1982 v Kurang Baik
CENDRAWA 181/ .
5 SIH 731 Bertingkat 2019 Nt
Pustu 120 Tidak 1997 v
Parang
POSKES 27 Tidak 2008 |
6 TAMALATE 816 Bertingkat 2018 N
Pustu : Baik (Sudah Di Rehab
Hastecs 124 Tidak 1984 2022 y 2022)
MACCINI . |
7 SOMBALA Bertingkat 2016 v
8 JONGAYA 110 Bertingkat 1976 N
g9 BAROgBON 3 1996 2018 J
POSKES 78 Tidak 2007 v Kurang Baik
10 MANGASA Bertingkat 2017 v
1 MINASA UPA 1628 Tidak 2015 )
Pustu . .
Minasa 84 Tidak 1990 2023 v Rl (Sukiah O Rtk
by 2023)
Upaljipang




KONDIS| BANGUNAN
NO | PUSKESMAS | PUSTU m»uM%..a KET
TAHUN | RENO
LUAS | LANTAI | peonn | as) | RUSAK BAIK
380/
12 | KASSI-KASSI Terr 3 1979 2015 N
Pusiu 84 Tidak 1982 2022 J
Karunrung
RUMAH ]
DINAS 110 Tidak 1982 v
BALLA
13 AR MG 302 2 2013 2015 y
Pustu ! |
Biakana 138 Tidak 2013 2021 |
14 Ry 875 | Bertingkat | 2016 | 2022 J Rehab 2022
15 i 260 Tidak 1997 | 2010 v Kurang Baik
Pustu ’ J
Kesatuan 250 Tidak 2017 v
Pustu
Maccini Rehab Tahap |l tahun
i 90 Tidak 1997 2024 v e
Malam
” z>m>wmx>< Bertingkat | 2016 2022 v Rehab 2022
17 | MAKASSAU 120/ | Bertingkat | 2019 v
ncm_,.,mmrm? 65 Tidak 2007 2024 v Rehab 2024
18 ANDALAS 385 | Bertingkat | 2013 v
Pustu :
Satangrga Tidak 2015 v
19 | TARAKAN ﬂw\ Bertingkat 2024 J Rehab 2024
20 LAYANG 669 3 1990 2022 v Rehab 2022
Pustu
Layang/Pu 72 1 1990 1990 v Kurang Baik
stu 1
Pustu
Bunga >
Ejaya/Pust 72 1 1990 2024 y Rehab 2024
u2
Pustu
Gaddong/ 56 1 1999 2009 v
Pustu 3
MALIMONGA ,“
21 o 796 2 1987 2018 v
Pustu 124 : 1987 v Kurang Baik
Barayya
PATTINGALL 1377/85 _
22 OANG 1 Bertingkat 2019 J
Pustu
Pattingallo 64 Tidak 1982 N
ang
Pustu i
Pkl 57 Tidak 2007 N Rehab 2024
23 q>m>u_zm> 296 Tidak 1979 v
RUMAH .
DINAS 65 Tidak 1979 v Kurang Baik
ASRAMA 42 Tidak 1979 N Kurang Baik
24 gty 173 | Bertingkat | 1973 J Kurang Baik




KONDIS| BANGUNAN
NO | PUSKESMAS | PUSTU "’:;"" : KET
TAHUN RENO
LUAS LANTAI BERDIRI VASI RUSAK BAIK
Pustu
Barrang 0 Bertingkat 2016 v
Caddi
Pustu . .
Bonetamb 60 Tidak 1999 | 2023 N Baik (Sudah Di Rehab
G 2023)
ng
Pustu
Langkei 276 /70 | Bertingkat 2019 Y
Pustu
Lumu- 144 Tidak 1991 2024 v Rehab 2024
Lumu
KODINGARE 704/ ”
25 NG 502 Bertingkat 2019 2023 v Rehab 2023
2 Jug’;‘:;%‘“” 315 | 8Lantai | 1968 | 2023 J Bangun Tahap 12023
Pustu 4 [
lakkang 300 2 Lantai 1974 2016 v
RAPPOKALLI 351/ i
27 NG 400 Bertingkat 2019 v
Pustu .
Buloa 140 Tidak 2013 2024 vV Rehab 2024
POSKES 28 Tidak 2010 v Sudah tdk berfungsi
RUMAH )
DINAS 25 Tidak 1977 v Sudah tdk berfungsi
KALUKU
28 BODOA 384 1987 ¥
Pustu
Bunga Eja 96 2009 2024 v Rehab 2024
Beru
Pustu , s
Pannampu 85 1987 v Tidak layak pakai
RUMAH ;
DINAS 42 2009 v Kurang Baik
POSKES 14 2008 v Kurang Baik
29 BATUA 2008
30 TODDOPULI 16 Bertingkat 2017 Y
31 KARUWISI 222 2 1985 2021 v
Pustl.] ) 15 1 2011 v
Karuwisi
32 TAMA(';'AUN 444 | Bertingkat | 2016 V
33 PAMPANG Bertingkat 2016 v
Py 56 Tidak 2009 v Kurang Baik
Panaikang g
POSKES 26 Tidak 2010 v
ANTANG ) |
34 PERUMNAS 572 Bertingkat 1991 2014 N
Pustu : Baik (sudah di Rehab
Nipa-Nipa 98 Tidak 1991 2022 v 2022)
POSKES 30 Tidak 2010 2016 )
481/ )
35 | TAMANGAPA 763 Bertingkat 2019 R
Pustu TPA 180 Tidak 2005 2022 y Baik (sudah di Rehab
/ 2022)
‘ Y 60
L - .

fkas



KONDIS| BANGUNAN
NO | PUSKESMAS | PUSTU F”gs““ KET
TAHUN | RENO
LUAS LANTAI | oeoniri | vas) | RUSAK BAIK
Tamangap
a
POSKES 22 Tidak 2007 v
oy 42 Tidak 2016 N Kurang Baik
36 BANGKALA 2 2013 2016 vV
37 ANTANG 628 Bertingkat 2019 ¥
POSKES 26 Tidak 2009 \
38 SUDIANG 290 Tidak 1973 V
Pustu 78 Tidak 1987 J
Pepabri
POSKES 26 Tidak 2009 v
% BULUI;OKEN 136 1980 2014 v
Pustu | -
Untia 116 Tidak 1990 ¥ Kurang Baik
SUDIANG )
40 RAYA 235 Tidak 2003 Y
Pustu )
Batara Ugi 120 Tidak 1991 v
41 DAYA Tidak 2016 2023 v Bangun 2023
42 PAC%%RAKA 403 Tidak 2015 J
Pustu BTP . Baik (sudah di Rehab
Blok AF 42 Tidak 2008 2023 V 2023)
Pustu
Moncong 93 Tidak 1991 v
Loe
43 ANTARA 371 Tidak 1991 v
TAMALANRE 135/
44 A JAYA 273 Bertingkat 1992 2014 vV
585 / ) ;
45 BIRA 781 Bertingkat 2019 v
Pustu 48 Tidak 1990 2024 v Rehab 2024
Bontoa
46 TAMAkANRE 550 Tidak 1993 J
RUMAH ) ]
DINAS 50 tidak 1993 v Rusak Berat
47 KAPASA Bertingkat 2006 2016 v

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Kota Makassar
Ketersediaan barang sebagai alat dalam melaksanakan kegiatan

sehari — hari adalah hal yang sangat membantu aparatur sipil negara

(ASN) dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas




Kesehatan telah mengadakan dan memalihara barang yang digunakan
ASN dalam mencapai kinerja.

Berikut adalah tabel data terkait jumlah dan kondisi barang yang
di dinas kesehatan sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.10
Kondisi Barang di Dinas Kesehatan Tahun 2024
KONDISI PEMELIHARAAN
NO. JENIS BARANG JUMLAH - ,—:‘:132}:1 Félésr:t( A _—
1 E(renn;;raan Dinas Roda 19 2 14 3 19 i
2 gigdaraan Dinas Roda 8 1 1 6 i 8
3 | Komputer 147 105 14 28 74 -
4 | Laptop/Notebook 48 28 13 7 30 -
5 | Kursi 424 256 43 125 - 193
6 | Meja 127 106 10 11 - -
7 | Tablet 10 9 - 1 - 10
8 | Printer 96 66 17 13 45 -
9 |AC 52 47 1 4 50 -
10 | Genset s - 2 - 2 -
11 | Mesin Fotocopy 6 5 - 1 6 -
. JUMLAH | 931 | 620 | 13 | 198 | 218 | 211

o SUintiac : Diktan Kagetan tahim 2020
Dari tabel diatas terlihat jumlah barang yang ada di dinas
kesehatan sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 931 yang terdiri
dari 11 jenis barang. Dimana kodisi barang sendiri yang berada dalam
kondisi baik adalah sebanyak 620, rusak ringan 113 dan rusak berat
sebanyak 198. Dari semua barang tersebut yang memiliki biaya
pemeliharaan adalah sebanyak 218 sedangkan yang tidak memiliki
biaya pemeliharaan adalah sebanyak 211, barang yang tidak memiliki
biaya pemeliharaan adalah kendaraan dinas roda dua sebanyak 8, kursi
sebanyak 193 dan tablet sebanyak 10.




puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut :

Terkait jumlah kendaraan dinas operasional yang ada

Tabel 2.11

Jumlah Kendaraan Operasional Puskesmas

Tahun 2024

di

Puskesmas

Karimun

Innova

Hyundai

Total

Andalas

1

w

Antang Perumnas

Antang

Antara

Balla Para_ng

Bangkala

Bara-Baraya

Barombong

Pulau Barrang Lompo

Batua

Bira

Bulurokeng

Cendrawasih

Dahlia

Daya

Jongayya

Jumpandang Baru

Kaluku Bodoa

Kapasa

— o | |

Karuwisi

Kassi - Kassi

Layang

Maccini Sawah

Maccini Sombala

Makkasau

Malimongang Baru

Mamajang

Mangasa

Maradekayya

— | |

Minasa Upa

Paccerakkang

Pampang

Panambungang

Pattigalloang

Pertiwi
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Puskesmas Karimun Hilux Innova Wauling Hyundai Total
Pulau Kodingareng 1 ' 1 a 2
Rappokalling 1 1 1 3
Sudiang Raya 1 1 1 3
Sudiang 1 1 1 1 4
Tabaringan 1 1 1 1 4
Tamalanrea Jaya 1 1 1 3
Tamalanrea 1 1 1 1 B
Tamalate 1 1 1 3
Tamamauang 1 1 1 1 4
Tamangapa 1 1 1 3
Tarakan 1 1 1 3
Toddopuli 1 1 1 1 4
Total 161

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Gambaran pelayanan sektor kesehatan dapat dinilai

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang
telah ditetapkan sebagai ukuran minimal pelayanan kesehatan yang
harus diberikan kepada masyarakat. Standar pelayanan minimal bidang
kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
2024 terdiri dari :

Pelayanan kesehatan ibu hamil;

Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

Pelayanan kesehatan balita;

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

o o N v ok Ry

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

=
o

. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

—
=N

. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

il
N

. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency

Virus)

N ol



Pengukuran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan
dilakukan dengan mengukur pencapaian indikator Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dalam kurun waktu 2022-2024 sebagaimana tertuang
pada tabel berikut:

TABEL 2.12
CAPAIAN JENIS LAYANAN DASAR
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

TAHUN 2020 - 2024
JENIS TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN
NO LAYANAN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
DASAR 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Pelayanan
1 kesehatan ibu | 100% 92% 100% 92% 100% 94.5 100% 100.00 100% 100.00
hamil
Pelayanan
2 kesehatan ibu | 100% 100% 100% 92% 100% 93,69 100% 100.00 100% 100.00
bersalin
Pelayanan
3 kesehatan bayi | 100% 98% 100% 92% 100% 96,33 100% 100.00 100% 100.00
baru lahir
4 PSS 100% 78% 100% 80% 100% 92,12 100% 100.00 100% 100.00

kesehatan balita

Pelayanan

kesehatan pada
5 ‘ 100% 27% 100% 88% 100% 92,38 100% 100.00 100% 100.00
usia pendidikan

dasar

Pelayanan
6 kesehatan pada | 100% 36% 100% 76% 100% 80,56 100% 100.00 100% 82.88
usia produktif

Pelayanan
7 kesehatan pada | 100% 61% 100% 69% 100% 94,3 100% 100.00 100% 93,61
usia lanjut

Pelayanan
kesehatan
8 . 100% 85% 100% 68% 100% 97,68 100% 100.00 100% 83,56

penderita

hipertensi

Pelayanan
kesehatan
9 . 100% 61% 100% 100% 100% 101,94 100% 100.00 100% 100.00
penderita

Diabetes Melitus

Pelayanan
kesehatan orang
10 | dengan 100% 70% 100% 72% 100% 79,79 100% 100.00 100% 100.00
gangguan  jiwa
berat




JENIS TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN
NO LAYANAN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
DASAR 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Pelayanan
11 kesehatan orang | 100% 100% 100% 45% 100% 100.45 100% 100.00 100% 100.00
dengan TB
100%
Sumber
Pelayanan Dirias
12 | kesehatan orang | 1009 100% 100% 100% 100.04 100% 100.00 100% 100.00
dengan risiko Kesehatan
terinfeksi HIV T
2025

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

Nampak pencapaian pada semua indikator dari Tahun 2022 -
2024 berfluktuasi, namun secara umum rasio capaian indikator bidang
kesehatan di Kota Makassar Tahun 2022 - 2024 termasuk sangat baik.
Untuk tahun 2023 tingkat capaian indicator SPM adalah 100% yang
mana ini adalah pencapaian terbaik dalam kurun waktu lima tahun
terakhir. Adapun capaian yang sesuai target, hal tersebut tidak terlepas
dari dukungan seluruh tenaga kesehatan khususnya pemberi pelayanan
di tingkat Puskesmas yang tersebar di Kota Makassar juga dengan
adanya dukungan kerja sama lintas sektor dan pelibatan kader
kesehatan dalam membantu pelayanan kesehatan pada masyarakat
khususnya di seluruh posyandu yang tersebar di seluruh kelurahan.
Pengukuran pencapaian 5 Program yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Kota Makassar pada Tahun 2024 dengan 21 indikator kinerja
(18 indikator kinerja pada program strategis dan 3 indikator program
pendukung) diperoleh rata-rata capaian kinerja 86,42% atau dengan
kriteria Tinggi.
Setiap tahunnya juga disusun Profil Kesehatan Kota Makassar
yang merupakan gambaran situasi dan kondisi kesehatan, profil
kesehatan juga memuat berbagai data secara terpilah menurut jenis

kelamin.

PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pelaksanaan Program Kesehatan Tahun 2024  disusun
menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun




2024. Pengukuran Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar
Tahun 2024 didasarkan pada Pengukuran Kinerja Program dan
berdasarkan pada target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada
Rencana Kerja/Renja Tahun 2024 dan juga tertuang pada Perjanjian
Kinerja Tahun 2024. Evaluasi dan analisis yang disajikan dalam Laporan
Kinerja ini lebih terfokus pada realisasi indikator program dan target.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil capaian program Dinas Kesehatan tahun 2024, secara umum
sebagian besar indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan
dengan rata-rata pencapaian seluruh indikator pada Tahun 2024 yaitu
85,24% dengan kategori tinggi (interval 91% < 100%). Tercapainya target
indikator kinerja ini secara optimal telah memberikan implikasi pada
pencapaian sasaran. Hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis dari
masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH). UHH didefinisikan sebagai
rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat hidup oleh seseorang sejak
lahir, berdasarkan kondisi mortalitas (kematian) pada saat itu. Indikator ini
sering digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan
suatu populasi.

Peningkatan UHH dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan
program-program pemerintah di bidang kesehatan. Namun peningkatan
tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi UHH itu
sendiri, berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi. UHH dapat
dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan,
kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya.
Peningkatan harapan hidup disebabkan karena hidup yang lebih baik,
pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan
pendapatan perkapita.

Tabel 2,13
Usia Harapan Hidup

Tahun Laki - Laki Perempuan
2020 70,12 73,96
2021 70,17 73,99
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2022 70,40 74,27
2023 70,63 74,66
2024 70,82 74,85

Sumber : BPS Kota Makassar
Berdasarkan Tabel diatas rata — rata usia harapan hidup di Kota

Makassar adalah 74, 45, dimana jika kita perhatikan terjadi tren
peningkatan pada usia harapan hidup sejak tahun 2020 sampai dengan
tahun 2024. Kondisi kenaikan ini menunjukkan keberhasilan program
peningkatan pelayanan kesehatan di kota Makassar.

2. Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah indikator kesehatan yang
mengukur jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, atau
dalam 42 hari setelah melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. AKI
mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, akses ke fasilitas
kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah.

Kasus kematian ibu ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti
pendarahan pasca melahirkan, tekanan darah tinggi yang menyebabkan
eklamsi (kelainan pada masa kehamilan, saat persalinan atau setelah
persalinan), adanya infeksi dan/atau sepsis (komplikasi berbahaya akibat
respons tubuh terhadap infeksi) hingga penyakit penyerta lainnya.

Tabel 2.14
Capaian Program Penurunan Angka Kematian lbu
Dinas Kesehatan Kota Makassar

Target Jumiah Capaian
. | Jumlah Angka
Tahun Angk.a Ibu Hamil Kelahiran | Kematian Angk.a

Kematian yang Hidu B K_el_'natlan

Ibu Meninggal P  lbu
2020 44 13 12 27191 44 13 100,00
2021 4413 14 27097 51,66 77.47%
2022 42 17 21 26636 78,84 13,04%
2023 35,40 19 27782 76,67 -16,58%
2024 28,63 18 25166 79,47 -49,84%

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas jumlah ibu hamil yang meninggal selama 5
tahun cenderung meningkat, peningkatan tertinggi adalah dari tahun 2021
ke tahun 2022 yaitu dari 14 menjadi 21 kematian. Kenaikan ini juga
meningkatkan angka kematian ibu dari 51,66 menjadi 78,84, dengan
target angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2022 adalah
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42,17 maka angka realisasi tahun 2022 menjadi sangat tinggi. Hal ini juga
berlaku untuk tahun berikutnya sampai dengan tahun 2024, dimana tahun
2023 target yang di tetapkan adalah 35,40 realisasi sebesar 76,67, tahun
2024 target yang ditetapkan 28,63 realisasi sebesar 79,47. Angka
kematian ibu ini terhitung sangat tinggi jika melihat target yang telah di
tetapkan dikarenakan (Pencatatan pelaporan sudah berbasis aplikasi,
semua fasilitas kesehatan dapat melaporkan seluruh kasus kematian dari
seluruh Indonesia dan sudah berbasis NIK) yang mana berarti Dinas
Kesehatan Kota Makassar perlu untuk lebih terintegrasi dan kolaboratif
dalam upaya menurunkan angka kematian ibu.

Terkait penanganan tingginya angka kematian ibu ada bebarapa hal
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar diantaranya :

1) Memaksimalkan edukasi terhadap masyarakat khususnya kepada
perempuan (calon ibu ataupun ibu hamil) dan keluarga tentang
pentingnya memeriksakan kehamilan selama masa kehamilan.

2) Perlunya melakukan koordinasi dan klarifikasi terkait pencatatan yang
dilakukan secara online.

3) Perlunya peningkatan kapasitas petugas dalam menangani pasien
yang akan dirujuk misalnya melakukan stabilisasi sebelum dirujuk.

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada
upaya penurunan angka kematian ibu, Dinas Kesehatan Kota Makassar

telah melakukan kegiatan beserta penganggarannya sebagai berikut :

Anggaran Realisasi c:’:igal:'a:,y
Program dan Kegiatan | Perubahan Tahun Anggaran 2024 e
2024 (Rp) " (Rp) Realisasi /
anggaran)
Program Penurunan
Angka Kematian Ibu
Pengelolaan Pelayanan o
I esabats Wi Hanil Rp 1.345.736.000 Rp 945.960.500 70,29%
Pengelolaan Pelayanan 79.49%%
Kesehatan Ibu bersalin | Rp 836.728.800 Rp_665.143.050 iy
Total Rp 2.182.464.800 Rp 1.611.103.550 74,89

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Kesehatan Kota Makassar telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp 1.611.103.550,- atau 74,89% dari
alokasi anggaran sebesar Rp 2.182.464.800,-. Jika dibandingkan dengan
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rata — rata capaian Program penurunan angka kematian ibu sebesar
179,64%,

pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar 74,89% dapat

maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam

disimpulkan masih jauh dari efisien hal ini disebabkan angka capaian
program yang sebesar 179,64% yang mana sangat tinggi padahal target
program adalah menurunkan angka kematian ibu.
3. Program Penurunan Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal
sebelum berusia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB merupakan
salah satu indikator untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan dan
kesehatan reproduksi. Secara umum faktor penyebab meningkatnya
angka kematian bayi dapat dibagi menjadi 2 yaitu langsung dan tidak
langsung. Faktor langsung terdiri dari faktor kesehatan ibu, faktor kondisi
bayi dan faktor lingkungan. Sedangkan faktor tidak langsung terdiri dari
faktor pelayanan kesehatan faktor sosial ekonomi, faktor penyakit dan
infeksi.
Kasus kematian bayi juga dipengaruhi sejumlah faktor seperti
asfiksia, Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR), serta ada kelainan bayi
bawaan yang membuat bayi meninggal dunia saat baru dilahirkan.

Tabel 2.15
Capaian Program Penurunan Angka Kematian Bayi
Dinas Kesehatan Kota Makassar

Angka | Jumiah | Jumiah | Angka | GREEM
Tahun Koniatian _Ke;wt_lan Kelahiran ‘Kematian Komatian
" Bayi ayi Hidup Bayi Bayi

2020 1,66 41 26018 1,58 107,22
2021 1,29 69 27097 2,55 2,32
2022 1,29 167 26636 6,27 -286, 1
2023 1,25 181 27782 7,30 -384
2024 0,91 188 25166 7,79 -656

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat
jauh adalah dimulai di tahun 2022 dimana pada tahun 2021 Angka
Kematian Bayi adalah sebesar 2,55 dengan jumlah kematian bayi adalah
sebanyak 69, jumlah ini meningkat menjadi 167 bayi yang meninggal
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dengan angka kematian bayi meningkat menjadi 6,27 sedangkan target
angka kematian bayi 1,29 realisasi ini menjadi sangat tinggi. Selanjutnya
untuk tahun 2023 target angka kematian bayi sebesar 1,25 sedangkat
realisasi sebesar 7,3 dengan jumlah kematian bayi adalah 181, untuk
tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 0,91 dengan realisasi sebesar
7,79 sedangkan jumlah kematian bayi adalah sebanyak 188. Jika melihat
peningkatan selama 2022-2024 peningkatan angka kematian bayi sangat
tinggi sehingga Dinas Kesehatan perlu melakukan upaya — upaya yang
dapat menurunkan angka kematian bayi di kota Makassar.

Upaya — upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota Makassar

untuk menurunkan angka kematian bayi adalah :

1) Memaksimalkan edukasi terhadap masyarakat khususnya
kepada perempuan (calon ibu ataupun ibu hamil) dan keluarga
tentang pentingnya memeriksakan kehamilan selama masa
kehamilan untuk mendeteksi secara dini kelainan atau penyakit
yang mungkin ada pada janin yang bisa menyebabkan
komplikasi

2) Perlunya melakukan koordinasi dan klarifikasi terkait pencatatan
yang dilakukan secara online

3) Perlunya dukungan keluarga dan masyarakat dalam
memaksimalkan kesehatan ibu sejak sebelum hamil hingga
melahirkan, selain itu juga membantu dalam edukasi pentingnya
siap berkeluarga (hamil dan memiliki anak) untuk calon
pengantin
Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan

pada upaya penurunan Angka Kematian Bayi, Dinas Kesehatan Kota
Makassar telah melakukan kegiatan beserta penganggarannya sebagai

berikut :
Anggaran Realisasi c:l:iga':l:"/
Program dan Kegiatan | Perubahan Tahun | Anggaran 2024 Rel:llisasi I°
2024 (Rp) (Rp) anggaran)
Upaya Penurunan
Angka Kematian Bayi
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil Rp 1.345.736.000 | Rp 945.960.500 70,29%
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Anggaran Realisasi c:i:if:‘a:o/
Program dan Kegiatan | Perubahan Tahun Anggaran 2024 ] Pr - I"
2024 (Rp) (Rp) s
anggaran)
Pengelolaan Pelayanan
Kasahatn i baaalin Rp 836.728.800 | Rp 665.143.050 79,49%
Pengelolaan pelayanan
kesehatan bayi baru Rp 730.172.555 | Rp 371.903.657 50,93%
lahir
Jumlah Rp 2.912.637.355 | Rp 1.983.007.207 66,91

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Kesehatan Kota Makassar telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp 1.983.007.207,- atau 66,91% dari
alokasi anggaran sebesar Rp 2.912.637.355,-. Jika dibandingkan dengan
capaian program penurunan angka kematian bayi sebesar 565,91%,
maka capaian penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan di atas sebesar 66,91% dapat disimpulkan masih
jauh dari efisien hal ini disebabkan angka capaian program yang sebesar
565,91% yang mana sangat tinggi padahal target program adalah
menurunkan angka kematian bayi.

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan
tidak menular
Indikator kinerja program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular Tahun 2024 adalah prevalensi orang terduga TB, prevalensi HIV,
Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi dan pelayanan kesehatan
penderita diabetes melilitus. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16
Capaian Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2024

: %
INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | o ApaIAN
| 2024 2024 o

Persentase Terduga Tuberkulosis yang

0, 0 0,
Mendapat Pelayanan Kesehatan 100% || 12257 | TRRST

Persentase dengan risiko terinfeksi
virus yang melemahkan daya tahan
tubuh manusia (HIV) yang Mendapat
Pelayanan Kesehatan

100% 100% 100%




%

INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | o o 0|
IKA A 2024 2024 s

Persentase Penderita Hipertensi yang

Mendapat Pelayanan Kesehatan 100% 83,56% 83.56%

Persentase Penderita Diabetes Mellitus

yang Mendapat Pelayanan Kesehatan 100% 122,30% 122,30%

Rata-rata Capaian 107,11%

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

Rata-rata capaian program pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular dan tidak menular adalah sebesar 107,11% atau
termasuk kategori sangat tinggi.

Penjelasan masing-masing indikator pada program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular diurai sebagai berikut :

a. Persentase Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Layanan
Kesehatan

Orang terduga TB adalah seseorang yang menunjukkan gejala
batuk lebih dari 2 minggu disertai dengan gejala lainnya. Semua orang
terduga TB yang ditemukan telah mendapatkan pelayanan kesehatan
yang sesuai dengan standar.

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar meliputi : 1)
Pemeriksaan klinis; 2) Pemeriksaan penunjang; dan 3) Edukasi.
Adapun mekanisme pelayanannya adalah sebagai berikut:

1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang
yang kontak erat dengan penderita TBC dan di tetapkan oleh
Kepala Daerah.

2) Pemeriksaan klinis Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan
minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan
tanda.

3) Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau
bakteriologis dan/atau radiologis.

4) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.

5) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Penjaringan suspek/terduga TB dilakukan dengan melakukan
screening yang melibatkan kader TB dan kerjasama dengan

organisasi agama maupun organisasi kemasyarakatan, dengan
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memperhatikan kondisi dari terduga serta kontak dengan orang
serumahnya. Pola pencarian pengobatan penderita TB paru juga
dilakukan dengan meningkatan pelayanan Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang TB oleh petugas TB kepada masyarakat dan
meningkatkan pelayanan TB berbasis masyarakat, peningkatan
jumlah petugas kesehatan yang terlatih sesuai dengan kebutuhan
program dan perluasan pelathan yang berjenjang dan
berkesinambungan meliputi seluruh petugas pelayanan kesehatan
pemerintah/swasta. Selain itu juga dilakukan peningkatan monitoring,
surveilans dan pemanfaatan informasi data sesuai pola pencarian
pengobatan penderita TB.

Terkait jumlah penanganan penyakit TB, data yang didapatkan Dinas
Kesehatan Kota Makassar dari sejumlah layanan kesehatan
(puskesmas dan rumah sakit) jumlah kasus TB semua tipe sampai
dengan tahun 2024 diperoleh 8.134 kasus.

b. Persentase dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan
Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang Mendapat Pelayanan

Kesehatan

HIV adalah virus yang masuk ke dalam tubuh yang
menghancurkan sistem kekebalan dan kalau terus memburuk akan
menyebabkan kondisi AIDS, yakni hilangnya sistem pertahanan tubuh
sehingga semua jenis penyakit bisa dengan mudah masuk dan
akhirnya mengakibatkan kematian. HIV merupakan virus yang dapat
menyebabkan Acquired Immunodeficirncy Syndrome atau Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dengan cara menyerang sel
darah putih yang bernama sel Cluster of Differentiation (CD4),
sehingga dapat merusak system kekebalan tubuh manusia yang pada
akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang
sangat ringan sekalipun. AIDS merupakan dampak atau efek dari
perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup.

HIV menyebar pada cairan tubuh manusia dimana hanya ada tiga
cairan tubuh yang rawan membawa HIV yaitu darah, ASI, dan cairan
kelamin. Di seluruh dunia termasuk di Indonesia saat ini, cairan

kelamin adalah media penyebab penyebaran HIV terbesar akibat
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perilaku seks bebas, dan darah merupakan media kedua terbesar
penyebaran HIV diantara pengguna narkoba.

Kegiatan yang dilaksanakan berkaitan penanggulangan HIV-
AIDS antara lain pencegahan HIV-AIDS termasuk promosi
kesehatan, monitoring dan evaluasi program HIV-AIDS. Selain itu,
khusus untuk penanggulangan HIV-AIDS juga telah disediakan 5
(lima) Puskesmas Percontohan dengan Layanan Komprehensif
Berkelanjutan (LKB) vyaitu Puskesmas Kassi-Kassi, Jumpandang
Baru, Jongaya, Makkasau dan Andalas yang siap memberikan
pelayanan dan rujukan bagi penderita HIV-AIDS dan penyalahgunaan
narkoba (NAPZA) juga sebagai Puskesmas Percontohan Metadon
yang siap memberikan pelayanan dan rujukan bagi penderita HIV-
AIDS dan penyalahgunaan Narkoba (NAPZA).

Berdasarkan data dari sejumlah 78 fasilitas pelayanan kesehatan
(fasyankes) yang melaksanakan layanan HIV, diketahui total jumlah
orang yang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan
kesehatan ataupun testing HIV pada tahun 2024 adalah sebanyak
42.475 orang, jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan tahun
2023 yaitu sebanyak 46.655 orang yang testing. Dari keseluruhan
terduga HIV yang dilayani, didapatkan kasus baru HIV positif pada
tahun 2024 sebanyak 925 kasus menurun dibanding tahun 2023
sebanyak 1.015 kasus.

Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar :

( _ Jumlah berisiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan seeual standar % 100(%)
- Jjumlah berisiko terinfeksi HIV di fasilitas pelayanan kesehatan
42.457 orang berisiko terinfeksi HIV dilayani - ) .
(x = g £ Y2, 100%) = 100% realisasi

T 42457 orang berisiko terinfeksi HIV di Faskes

c. Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapat Layanan
Kesehatan

Indikator ini mengacu pada indikator sesuai Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai Permenkes Nomor 6 Tahun
2024. Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar dengan target 100% dan capaian tahun
2024 adalah 83,56% (sejumlah 273.452 hipertensi yang dilayani dari
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sasaran sejumlah 327.234). Adapun perhitungan pencapaian indikator

(x __ Jumlah Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar 1000/
- Jjumlah estimasi penderita hipertensi x 0)

_ 273.452 Penderita e 0, H i
(x = 327.234 estimasi Penderita 100%) = 83'56_3 %o realisasi
Atau dengan persentase capaian
(x = 83,56%

X = Toow X 100%) = 83,56°/O

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:

1) Pengukuran tekanan darah; dan 2) Edukasi. Adapun mekanisme

pelayanan pada penderita hipertensi adalah sebagai berikut:

1) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala
Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan
sesuai standar yang meliputi:

a) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum
obat
c) Melakukan rujukan jika diperlukan
Keterangan: Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg

ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

d) Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan

Jiwa (ODGJ)
Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ

adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan
perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau
perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan
penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai
manusia.

Dalam hal ODGJ menunjukkan pikiran dan/atau perilaku yang dapat
membahayakan dirinya, orang lain, atau sekitarnya, maka tenaga
kesehatan yang berwenang dapat melakukan tindakan medis atau
pemberian obat psikofarmaka terhadap ODGJ sesuai standar pelayanan
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Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku
berbahaya.

Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai
Permenkes Nomor 6 Tahun 2024. terdapat salah satu indikator
berkaitan dengan ODGJ vyaitu persentase ODGJ Berat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang dimaksud ODGJ berat adalah
psikotik akut dan skizofernia. Pelayanan kesehatan pada orang dengan
gangguan jiwa berat untuk tahun 2024 dari target sebsar 100%
capaiannya adalah 126,14%, dimana dari target sasaran sebanyak
3.374 warga yang dilayani adalah sebanyak 4.256. Jumlah ini meningkat
dari tahun 2023 dimana dar target 100% capaiannya adalah sebesar
100%.

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi
psikotik akut dan Skizofrenia meliputi: 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa;
dan 2) Edukasi. Adapun mekanisme pelayanannya adalah sebagai
berikut:

1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala
Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di
tetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputii a) Pemeriksaan status
mental; dan b) Wawancara

3) Edukasi kepatuhan minum obat.

4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

e) Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapat Layanan
Kesehatan
Indikator ini mengacu pada indikator sesuai Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai Permenkes Nomor 6 Tahun
2024. Persentase penderita DM (Diabetes Mellitus) yang mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar, dari target 100% capaian tahun
2024 adalah sebesar 122,03% (sejumlah 32.595 penderita DM yang
dilayani sesuai standar dari sejumlah 26.710 sasaran DM). Adapun

rumus pencapaian indikator sebagai berikut :

__ Jumlah Penderita DM yang mendapat pelayanan sesual standar 100%
(x - jumlah perkiraan penderita DM X °)

( __ 32.595 Penderita
26.710 sasaran

x 100%) = 122,03% realisasi
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Atau dengan persentase capaian

(x = 25552 x 100%) = 122,03%

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar
meliputi: 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi; dan 3) Terapi
farmakologi. Adapun mekanisme pelayanannya adalah sebagai
berikut:

1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh
Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2) Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan
kesehatan sesuai standar yang meliputi:

a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di
fasilitas pelayanan kesehatan
b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi

c) Melakukan rujukan jika diperlukan
Keterangan: Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl

ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.
Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada
program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak
menular, Dinas Kesehatan Kota Makassar telah melakukan kegiatan

beserta penganggarannya sebagai berikut :

Anggaran Realisasi Tingkat Capaian
Program dan Kegiatan Perubahan Anggaran 2024 (% Realisasi /

Tahun 2024 (Rp) (Rp) anggaran)

Program Pencegahan
Penyakit Menular dan
Tidak menular '

Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Orang Terduga | Rp2.314.549.800 | Rp2.204.793.000 95,26%
Tuberkulosis

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi virus yang Rp860.218.800 Rp747.960.500 86,95%
melemahkan daya tahan
tubuh manusia (HIV)
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Program dan Kegiatan

Anggaran
Perubahan
Tahun 2024 (Rp)

Realisasi
Anggaran 2024

(Rp)

Tingkat Capaian
(% Realisasi /
anggaran)

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita
Hipertensi

Rp7.812.600

Rp7.303.500

93,480/0

Persentase Penderita
Diabetes Mellitus yang
Mendapat Pelayanan
Kesehatan

Rp2.598.023.985

Rp2.555.197.547

98,35%

Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular dan Tidak
Menular

Rp10.457.250.830

Rp8.375.871.196

80,10%

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Tuberculosis

Rp471.646.500

Rp388.050.000

82,28%

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat

Rp16.756.300

Rp15.882.000

94,78%

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK)

Rp12.429.900

Rp6.760.000

54,38%

Pengelolaan Kesehatan Jiwa
dan NAPZA

Rp36.025.600

Rp28.369.000

78,75%

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan orang dengan virus
yang melemahkan daya tahan
tubuh manusia (HIV)

Rp264.450.000

Rp245.150.000

92,70%

Pengelolaan Kawasan Tanpa
Rokok

Rp99.931.850

Rp80.071.000

80,13%

Rata - rata

Rp17.139.096.165

Rp14.655.407.743

85,20%

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Kesehatan Kota Makassar telah

merealisasikan anggaran sebesar Rp14.655.407.743,- atau 85,20% dari

alokasi anggaran sebesar Rp17.139.096.165,-. Jika dibandingkan dengan

capaian program perbaikan gizi masyarakat sebesar 107,11%, maka atas

penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan di atas sebesar 85,20% dapat disimpulkan telah efisien

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program perbaikan gizi masyarakat memuat tiga Indikator kinerja

program yang terdiri dari prevalensi balita gizi kurang, prevalensi balita

gizi buruk dan prevalensi stunting atau balita pendek. Perhitungan

dilakukan melalui pengukuran berat badan balita menurut umur. Adapun

hasilnya adalah sebagai berikut :




Tabel 2.17
Capaian Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2024

INDIKATORKeERUA. | "ORSRT | REEAS | % GAPAIAN
Prevalensi Balita Gizi Kurang 5% 2,05% 162,79%
Prevalensi Balita Gizi Buruk 1,43% 0,32% 177,62%
Prevalensi Stunting 6,70% 3,37% 149,70%

Rata-rata Ca;aian Program 163,37%

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025
Rata-rata capaian program perbaikan gizi masyarakat adalah
sebesar 163,37% atau termasuk kategori sangat tinggi, seluruh capaian
indikator kinerja pada program perbaikan gizi masyarakat sangat tinggi.
Penjelasan masing-masing indikator pada program perbaikan gizi
masyarakat diurai sebagai berikut :
a. Prevalensi Gizi Kurang
Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan selama Tahun
2024 diperoleh data sebanyak 1.856 balita dengan gizi kurang dari
jumlah 90.595 balita yang diukur sehingga prevalensi diperoleh 2,05%
dari target 5%, sehingga diperoleh persentase capaian 37,21%. Angka
diatas meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 yang mana dari
target 5,79% di peroleh realisasi sebesar 1,83% sehingga diperoleh
capaian sebesar 168,39% yang artinya capaian tahun 2023 dan 2024
terkait prevalensi Gizi Kurang sangat tinggi.
Penanganan balita gizi kurang selalu menjadi perhatian setiap
tahunnya agar kemungkinan terjadinya gizi buruk karena kasus gizi
kurang yang tidak ditangani maksimal dapat dicegah, begitupun kasus
gizi buruk yang sudah beralih ke gizi kurang dapat ditangani maksimal
sehingga asupan gizi yang baik dapat diberikan sehingga berdampak
pada semakin baiknya status gizi balita. Upaya yang telah dilakukan
pada tahun 2024 antara lain: melakukan pemantauan pertumbuhan
dan perkembangan anak menggunakan buku kesehatan ibu dan anak
(KIA), skrining gizi balita, komunikasi antar pribadi (KAP) terkait
pemberian makanan bayi dan pola asuh, pemberian makanan bayi dan

anak (PMBA) yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan

N



anak sejak dini serta pembarian makanan tambahan (PMT) dalam
bentuk keanekaragama makanan local bayi dan pemberian susu.
Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan
secara umum, karena di samping sebagai faktor predisposisi yang
dapat memperparah penyakit secara langsung juga dapat
menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individual. Bahkan
status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang
sedang menyusu sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu
menyusui.

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Body Mass Index
(BMI) atau yang dikenal dengan Index Berat Badan adalah salah satu
teknik yang digunakan dalam penilaian status gizi Balita yang
dilakukan dengan pengukuran tubuh (BB, TB) atau anthropometri
untuk dibandingkan dengan umur.

Khusus untuk Gizi Kurang pada Anak Balita di Kota Makassar
prevalensinya mengalami naik turun, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita
di Kota Makassar Tahun 2016-2020

No Tahun Gizi Kurang

1 2020 6,44
2 2021 3,28
3 2022 5,64
4 2023 1,83
5 2024 2,05

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

Program perbaikan gizi merupakan program pokok yang terus
dilaksanakan di Kota Makassar dalam upaya mengurangi prevalensi
gizi kurang dan gizi buruk pada anak bayi, balita, ibu hamil, ibu
menyusui dan keluarga miskin, antara lain dengan melakukan
pembinaan terhadap Kelompok Gizi Masyarakat yang telah dibentuk.
Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi perbaikan gizi melalui
pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kader posyandu, tokoh
masyarakat dan PKK di wilayah puskesmas se Kota Makassar.
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b. Persentase Balita Gizi Buruk
Capaian Persentase balita dengan status gizi buruk tahun 2024
177,62% dengan capaian tahun 2023 diperoleh 181,17% dan capaian
tahun 2022 sebesar 81,71%, dan tahun 2021 yaitu 145,79%.
Capaian persentase balita gizi buruk telah mengalami penurunan

selama beberapa tahun terakhir seperti dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.19
Persentase Balita Gizi Buruk

di Kota Makassar Tahun 2020 - 2024

No Tahun Gizi Buruk
1 2020 96,36
2 _202_1 60,37
3 2022 81,71
4 2023 18,83
5 2024 22,38

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

Perhitungan persentase gizi buruk didasarkan pada jumlah balita
dengan status gizi buruk yang dihitung berdasarkan berat badan per
umur balita, jadi perhitungan persentase bukan berdasarkan kasus
dimana terdapat perbedaan antara kasus dan status dan dinyatakan
sebagai kasus gizi buruk adalah apabila sudah nampak gejala-gejala
klinis penyakit.

Pada tahun 2024 sejumlah 90.595 yang diukur diperoleh balita
dengan status gizi buruk sebanyak 1,43% angka tersebut lebih rendah
dari tahun 2023 dari sejumlah 81.638 yang diukur diperoleh balita
dengan status gizi buruk sebanyak 1.54% balita yang diukur. Pada
beberapa kasus, masih ditemukan adanya balita dengan status gizi
buruk yang merupakan warga pendatang atau bukan penduduk asli
Makassar, mereka merupakan penduduk musiman yang orang tuanya
bekerja sementara di Makassar seperti tukang atau buruh bangunan,
sehingga balitanya ikut diukur status gizinya dan tercatat dalam
pelaporan. Status gizi buruk berbeda dengan kasus, dimana kasus
sudah menunjukkan gejala klinis seperti marasmus/kwashiorkor dan
perhitungan kasus didasarkan pada berat badan per tinggi badan.

Upaya pencapaian cakupan balita gizi buruk terus meningkat, hal
ini dilaksanakan melalui program perbaikan gizi masyarakat dengan




beberapa kegiatan diantaranya Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
Pemulihan Gizi Kurang dan gizi buruk, peningkatan kapasitas dan
promosi ASI bapak peduli ASI dan Duta ASI, Pertemuaan koordinasi
RAD-PG untuk puskesmas dan monitoring dan evaluasi program
perbaikan gizi masyarakat, pembinaan Kelompok Gizi Masyarakat
(KGM), Pelatihan konseling ASI dan MP ASI bagi petugas kesehatan,
Pembinaan dan Pengawasan Pemberian ASI| Eksklusif di Rumah Sakit
dan Rumah Sakit Bersalin dan penguatan pemantauan wilayah
setempat dan surveilans gizi bagi petugas kesehatan, serta beberapa
kegiatan lainnya pada Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat diantaranya melalui kegiatan posyandu.
c. Prevalensi Anak Balita Pendek (Stunting)

Dalam mengukur prevalensi Anak Balita Pendek (Stunting) ada

dua metode yang bisa digunakan yaitu menggunakan aplikasi E-
PPGBM (Elektronik-Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis
Masyarakat) dan dengan menggunakan Survei Status Gizi Indonesia
(SSGI). Pengukuran menggunakan aplikasi E-PPGMB adalah
pencatatan dan pengukuran di posandu, dimana setiap yang datang di
posyandu akan diukur sedangkan bayi yang tidak datang akan
dilakukan kunjungan oleh kader. Sedangkan pengukuran melalui SSGI
adalah melalui penarikan sampel yang menggunakan teknik metode
two stages one phase stratified sampling, dimana pada tahap pertama,
sampel diambil dengan metode PPS-with replacement dan pada tahap
kedua, rumah tangga balita dipilih secara sistematik. Sampel diambil
dari rumah tanggak yang terdaftar dalam pembaharuan daftar rumah
tangga (updating ruta) pada blok sensus terpilih.

Capaian prevalensi stunting berdasarkan data E-PPBGM dan
data SSGI dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.20
Angka Prevalensi Stunting

. Prevalensi
Prevalensi
No Tahun  Stunting Stu(lét-ing -
'; (SSG)  ppgem)
1 2020 714




2 2021 18,8 5,23
3 2022 18,4 4,08
4 2023 25,6 3,14
5 2024 256 | 337

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025
Tahun 2024 prevalensi stunting di targetkan sebesar 6,70% dan

capaian menunjukkan angka 3,37% atau lebih baik dari yang
ditargetkan, sehingga persentase capaian diperoleh 149,70%.
Berdasarkan pengukuran yang dilakukan diperoleh sejumlah 3.049
balita pendek dari sejumlah 90.595 yang diukur. Begitupun pada tahun
2023, berdasarkan pengukuran yang dilakukan diperoleh sejumlah
3.333 balita pendek dari sejumlah 81.638 yang diukur. Pada Tahun
2023 ditargetkan prevalensi stunting sebesar 6,80% dan capaian
menunjukkan angka 3,14% atau lebih baik dari yang ditargetkan,
sehingga persentase capaian diperoleh 153,82%. Persentase stunting
2022 dari 74.533 balita yang diukur didapatkan sejumlah 3.902 balita
stunting, target tahun 2022 adalah sebesar 6,90% dengan capaian
sebesar 4,08% sehingga persentase capaian adalah sebesar 140,87
%.

Untuk prevalensi stunting berdasarkan data Survei Status Gizi
Indonesia (SSGI) tahun 2020, prevalensi stunting di Kota Makassar
adalah sebesar 18,8% angka ini menurun pada tahun 2021 vyaitu
sebesar 18,4%. Prevalensi di Kota Makassar meningkat sebesar 7,2%
menjadi 25,6% ditahun 2023 dan angka ini bertahan di tahun 2024.

Mengatasi masalah gizi, salah satu upaya yang dikembangkan
adalah model perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat yang
disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Adapun kegiatan yang
dilaksanakan diantaranya : pembinaan kelompok gizi masyarakat
(KGM) di kelurahan, antara lain : kelas ibu hamil, kelas Ibu Menyusui,
kelas ibu balita, kelas BGM (Bawah Garis Merah), kelas 2T ( 2 bulan
berturut-turut tidak naik berat badannya atau tetap), kelas gizi kurang
dan gizi buruk, penyuluhan dan pembinaan keluarga sadar gizi
(Kadarzi), demo masak, pos gizi, penyuluhan gizi seimbang,

pembinaan sanitasi dan hygiene di sekolah serta penyuluhan dan

pembinaan warung sekolah.
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Faktor pendorong pencapaian program perbaikan gizi antara
lain adalah sebagai berikut:

e Dukungan dari lintas program dan lintas sektor dengan adanya
respon dan dukungan para pimpinan fasilitas kesehatan dan
fasilitas umum yang baik, dukungan para petugas fasilitas
kesehatan dan fasilitas umum yang baik serta masyarakat yang
sangat kooperatif pada pelaksanaan program perbaikan gizi
bagi masyarakat

» SDM/Petugas gizi yang memiliki kompetensi dan keterampilan
yang memadai dalam melakukan pengawasan, dan tersebar di
47 Puskesmas.

e Pemberdayaan Masyarakat terutama dalam edukasi dan
penyuluhan terkait pentingnya pola asuh, pemberian ASI,
pemberian makanan pgndamping ASL.

» Keterlibatan pihak institusi dalam penyelenggaraan kegiatan
sangat mendukung

e Tersedianya jasa konsultasi dalam melengkapi dokumen PMT

e Adanya rekanan penyedia jasa barang

e Kerjasama petugas puskesmas dan lintas sektor dalam
menerima dan mendistribusikan PMT

e Adanya motivasi petugas puskesmas dalam memonitoring PMT
pada sasaran melalui stimulan dana Bantuan Operasiona
Kesehatan (BOK) Puskesmas

e Pelayanan kesehatan yang merata

Meskipun jika memperhatikan capaian dari perbaikan gizi selama

kurang lebh 3-5 tahun ini, dimana prevalensi gizi kurang, prevalensi Gizi
Buruk dan prevalensi stunting semuanya capaiannya dibawah raget yang
artinya program perbaikan gizi masyarakat berhasil menurunkan semua
indikator diatas tetap saja ada faktor yang menjadi penghambat
diantaranya kemiskinan dan pendidikan dari masyarakat.

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada

program perbaikan gizi masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Makassar telah
melakukan kegiatan beserta penganggarannya sebagai berikut :
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Program dan Anggaran Tahun 2024 | Realisasi Anggaran Tingkat Capaian (%

Kegiatan (Rp) 2024 (Rp) Realisasi / anggaran)
Program Perbaikan : : & 4s .
Gizi Masyarakat 12.520.080.460 8.978.373.345 71,71%
Pengelolaan
Kesehatan Gizi 12.520.080.460 8.978.373.345 71,71%
Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Kesehatan Kota Makassar telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp 8.978.373.345,- atau 71,71% dari
alokasi anggaran sebesar Rp 12.520.080.460,-. Jika dibandingkan dengan
capaian program perbaikan gizi masyarakat sebesar 36,63%, maka atas
penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan di atas sebesar 71,71% dapat disimpulkan telah efisien.

6. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Komplikasi kebidanan adalah kondisi berbahaya yang terjadi
selama kehamilan, persalinan, atau nifas, yang dapat mengancam jiwa
ibu dan bayi. Komplikasi kebidanan adalah penyebab utama kematian ibu
di Indonesia.
Jenis — jenis komplikasi kebidanan meliputi :

1. Komplikasi Kehamilan, diantaranya hiperemesis gravidarum atau
kondisi muntah — muntah parah yang sering terjadi pada
trisemester pertama, kehamilan ektopik, keguguran, anemia,
keguguran dan ketuban pecah dini.

2. Komplikasi persalinan, diantaranya persainan macet, pendarahan
postpartum, prolaps tali pusat dan sepsis persalinan

3. Komplikasi masa nifas, yaitu pendarahan pasca melahirkan
dimana jumlah darah yang dikeluarkan lebih dari 500 ml setelah

melahirkan.
Tabel. 2.21
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Target Jumlah komplikasi ’ :

Komplikasi | kebidanan yang :::I:: by Cakupan g:ﬁ:m‘n
Tahun | Kebidanan | mendapat K omgplikasi komplikasi k ompll?ka .l

Yang | penanganan kebidanan kebidanan kebidanan

Tangani difinitif

A BE ¢



Target Jumlah komplikasi - :
_ Korl'lgspli_kasi kebidanan y:ng ';::::: 'b_" Cakupan _g:E:': :n
Tahun | Kebidanan | mendapat komplikasi kon-tplikasi komplikasi
b 0 kebidanan | /93130 |y cbidanan
2020 97,92 6080 6209 97,92 100
2021 97,92 6010 6074 98,95 101,05
2022 97,34 5694 5698 99,93 102,66
2023 97,55 5882 5802 101,38 103,92
2024 97,76 5548 5548 100 102,29

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

Berdasarkan data diatas cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani dari tahun 2020-2024 angkanya bervariasi dimana jika kita
melihat tabel diatas angka capaian tertinggi cakupan kebidanan yang
ditangani adalah pada tahun 2023 dimana target yang ditetapkan adalah
sebesar 97,55 sedangkan realisasi sebesar 101,38 sehingga capaian
adalah sebesar 103,92%. Sedangkan capaian terendah dari cakupan
kebidanan yang ditangani adalah tahun 2020 dimana target yang
ditetapkan sebesar 97,92 dan realisasi sebesar 97,92 sehingga capaian
yang diperoleh adalah sebesar 100%. Rata — rata capaian cakupan
komplikasi kebidanan adalah 101,99%.

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan
berkompetensi kebidanan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan adalah Ibu bersalin yang mendapat
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Indikator ini dapat memperkirakan proporsi persalinan yang ditangani
oleh tenaga kesehatan dan ini

menggambarkan kemampuan

manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar.
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Tabel. 2.22

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Berkompetensi

Kebidanan
Target Cakupan | Jumlah Cakupan g:::;::
pertc_»longan ibu : Samish pertolo‘ngan pertolongan
persalinan oleh | bersalin sakaah persalinan Siiihan olsks
Tahun tenaga yang : oleh tenaga P
: ibu tenaga
kesehatan ditolong bartalin kesehatan kadahatan
berkompetensi tenaga berkompetensi .
kebidanan kesehatan kebidanan BerRompetenst
kebidanan
2020 92,14 27192 29513 92,14 100,00
2021 92,14 27090 29513 91,79 99,62
2022 93,71 26639 28434 93,69 99,98
2023 94,07 24777 24777 100,00 106,30
2024 94,43 25147 25147 100,00 105,90
Rata - rata 102,36

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

Berdasarkan data diatas cakupan pertolongan persalinan oleh
Tenaga Kesehatan Berkompetensi Kebidanan dari tahun 2020-2024
angkanya bervariasi dimana jika kita melihat tabel diatas angka capaian
tertinggi cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Berkompetensi Kebidanan adalah pada tahun 2023 dimana target yang
ditetapkan adalah sebesar 94,07 sedangkan realisasi sebesar 100
sehingga capaian adalah sebesar 106,30%. Rata — rata capaian
cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan Berkompetensi
Kebidanan adalah sebesar 102,36.

8. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Ditangani

Cakupan balita gizi buruk mengacu pada proporsi atau
persentase balita yang mengalami gizi buruk, yang dapat diukur dengan
indikator seperti berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-
score <-3 SD, atau adanya tanda-tanda klinis gizi buruk. Gizi buruk
sendiri adalah kondisi di mana berat badan anak (BB) menurut tinggi
badan (TB) berada jauh di bawah rentang normal untuk usianya, yang
ditandai dengan Z-score <-3 SD.

Tabel. 2.23
Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Ditangani
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Jumlah Balita _ ;
Target | Gii Buruk Cakupan | C2Paian
Cakupan Yan Jumiah Balita Gizi Cakupan
Balita Gizi | 8 . . |Seluruh | GRS Balita Gizi
Tahun | Buruk pat Gizi Buruk Buruk
Perawatan Di Yang
Yang Yang Yang
Sarana : Mendapat
Mendapat Ditemukan Mendapat
Perawatan B, RIE Perawatan
~ | Kesehatan
2020 100 40 40 100 100
2021 100 39 39 100 100
2022 100 20 20 100 100
2023 100 23 23 100 100
2024 100 911 911 100 100

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas capaian cakupan balita gizi buruk yang
mendapat perawatan adalah 100%, hal ini tidak terlepas dari upaya
yang dilakukan oleh kader, posyandu, puskesmas dan rumah sakit.

Kegiatan — kegiatan penanganan bayi gizi buruk diantaranya
adalah :
1) Pemantauan dan Deteksi dini
Kegiatan ini terdiri dari skrining gizi, penimbangan dan
pengukuran berat badan dan pemantauan pertumbuhan bayi.
2) Intervensi Gizi dan Kesehatan
Kegiatan ini terdiri dari pemberian makanan tambahan (PMT)
pemulihan dalam bentuk susu formula, biskuit dan makanan siap
saji untuk bayi gizi buruk. Pemberian vitamin dan suplemen serta
pengajuan rujukan jika dalam penilaian dinggap sebagai kasus
berat.
3) Edukasi dan Penyuluhan
Melakukan edukasi terhadap warga terkait ASI ekslusif,
makanan pendamping asi dan pola asuh.
9. Angka Kesakitan Diare
Diare adalah kondisi di mana seseorang mengalami buang air
besar (BAB) encer atau cair lebih dari 3 kali dalam 24 jam, yang dapat
disertai gejala seperti mual, muntah, demam, atau dehidrasi. Diare bisa
bersifat akut (kurang dari 14 hari) atau kronis (lebih dari 14 hari).

Terkait angka kesakitan diare seama 5 tahun mulai dari tahun 2020-

2024 dari target 100%, capaian dari angka kesakitan diare adalah 100.
10. Cakupan Kelurahan UCI
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Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi
secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan
anak sekolah tingkat dasar. Kelurahan UCI adalah kelurahan di mana
80% atau lebih dari total bayi yang ada telah mendapatkan imunisasi
dasar lengkap dalam kurun waktu tertentu (biasanya dalam satu tahun).
Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota
Makassar adalah kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap
bayi (di bawah umur 1 tahun) mencapai 80% atau lebih.

Angka cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
selama tahun 2020 — 2024 adalah 100% dimana target yang ditetapkan
adalah 100%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketercapaian
imunisasi secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita
subur dan anak sekolah dasar telah terpenuhi.

11. Cakupan Kelurahan Mengalamai Kejadian Luar Biasa (KLB)

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah situasi ketika suatu wilayah
melaporkan peningkatan kasus penyakit atau masalah kesehatan
tertentu yang melebihi batas normal dalam waktu singkat. Berikut adalah
cakupan kelurahan yang mungkin mengalami KLB dan langkah
penanganannya.

Dalam lima tahun terakhir Kota Makassar secara konsisten
mencapai 100% untuk cakupan kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan epidemologi < 24 jam. Untuk tahun 2024 jumlah
cakupan Kelurahan mengalami KLB vyang dilakukan penyelidikan
epidemiologi adalah 175%. Jumlah ini meningkat di sebabkan oleh
penurunan pada jumlah KLB Kelurahan yang ditangani < 24 jam yang
sebanyak 14 dari 22 tahun 2023 dan Jumlah KLB di Kelurahan yang
terjadi yang menurun dari 22 kelurahan tahun lalu menjadi 8 kelurahan
tahun 2024.

Beberapa hal yang menjadi peneyebab peningkatan Cakupan
Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <
24 jam diantaranya adalah: penguatan pada surveilans kesehatan,
kapasitas sdm yang meningkat, keberhasilan edukasi masyarakat yang
sehingga meningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya
melaporkan kejadian yang tidak biasa yang terjadi, koordinasi dan
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kolaborasi antar lebaga baik pemerintah maupun non pemerintah serta
pemanfaatan teknologi
12. Persentase Layanan Kesehatan Home Care
Program layanan kesehatan homecare adalah program
pelayanan kesehatan yang dilakukan 24 jam melalui call center 112.
Program ini menyediakan ambulance 24 jam yang diharapkan
menjangkau seluruh masyarakat di kota Makassar.
Layanan homecare ini menyediakan 3 jenis layanan yaitu :
1) Homecare follow up
2) Homecare Visit
3) Homecare emergency

Tabel 2.24
Layanan Kesehatan HomeCare
Target - < - 2
T | e | feleicosn | Resle Casks oo
Home Care
2020 100 53,90 53,90
2021 100 53,93 53,93
2022 100 73,18 73,18
2023 100 81,86 81,86
2024 100 100 100

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa selama 5 tahun ini
capaian dari program layanan kesehatan homecare 112 terus mengalami
peningkatan. Capaian layanan homecare untuk tahun 2024 adalah
sebesar 100% sedangkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 81,86% yang
artinya terjadi peningkatan sebesar 18,14%. Peningkatan tertingi adalah
tahun 2021 ke tahun 2022 yakni sebesar 19,25% yaitu dari 59,93 menjadi
73,18%.

Gambaran Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas

Kesehatan selama periode 5 tahun sebelumnya serta realisasi
pendanaan tahun 2015 — 2024, dapat dilihat pada tabel seperti pada tabel
yang disajikan di halaman berikut :
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Tabel 2.25
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kota Makassar

Targe
: . ; t Target
Indikator Kinerja sesuai NSP | Target 1ndirl?aeto Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realiasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-
No. Tugas dan Fungsi K KK i
Perangkat Daerah (SPM Lainnya
) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11 (12) (13) (14) (15) (16) | (17) (18) (19) (20)
1| Usia Harapan Hidup ; 72,00 | 7200 | 7471 | 7496 | 7515 | 7533 | 7200 | 7471 | PO | 7515 | 7533 | "0 | "% | 10000 | 10| 10000
Angka Kelangsungan o . 998,3 | 998,3 998,9 999,0 998,2 | 998,4 997,4 9925 100, | 99,9
2 Hidup Bayi (AKHB) 997 7 7 1 9 8 5 5 993,66 | 992,7 3 01 1 99,47 | 99,36 99,42
Angka Kematian Bayi 100 77 4
3 (AKB) per 1.000 Kelahiran 3 1,58 1,58 1,43 1,39 1,32 0,16 2.55 6,27 7.3 7,47 00' '7 13,04 | -16,58 | -49,84
Hidup
Angka Kematian Ibu per e : - 107,
4 100.000 kelahiran hidup - 24 . 4413 | 4413 42,17 35.40 28,63 | 44,13 | 51,66 78,84 76,67 71,53 22 2,32 -286,1 -384 -656
- L 96,3 | 60,3
5 Prevalensi Gizi Buruk 1,66 1,66 1.64 1,64 1,54 1,43 1,60 0,99 1,34 0,29 0,32 9 7 81,71 18,83 22,38
. o : 128, | 54.2
6 Prevalensi Gizi Kurang ’ 5% 5 6,05 6,05 5,79 5,51 6,44 3,28 5,64 1,83 2,05 80 1 93,22 | 31,61 37,21
Prevalensi Anak Balita - 820 [ 758
7| Pendek (Stunting) 10% - 870 | 69 690 | 680 | 670 | 7,14 | 523 | 408 | 314 | 337 - ol 5913 4618 | s030

Arrifitcani
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Tabel 2.25
Pencapalan Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kota Makassar

| Targe
" . t T t '
Indikator Kinerja sesuai  { op Target [n;;‘gatio Target Renstra Perarigkat Daerah Tahun ke- Realiasi Capalan Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-
No. Tugas dan Fungsi K KK r
Perangkat Daerah (SPM Lainnya
) 1 2 | 3 4 | 6 1 2 3 4 5 1 | 2 3 3 5
Raslo Pasyandu persatuan. ; ) . ) . 100, | 101, 1271
8 Balita . 14 . 7,19 7,18 745 7.56 | 7,63 7,19 7,28 7,95 | 9,61 10,68 00 25 106,71 5 | 13997
| Raslo Puskesmas,Pustu ) ; ' (; - T 101, | 79,6 . A
9 per Satuan penduduk 3 | -4 0,226 0,226 0,249 0,253 . 0,266 0,23 0,18 0,18 0,16 0,19 77 A 72291 63,24 71,43
Raslo rumah sakit per : ' : : . ; 93,7 | 93,7 106,0
10 Satuan penduduk 4 0,032 0,032 0,032 0,033 0,033 | 0,03 0,03 0,035 0,035 | 0,035 5 g 109,38 5 106,06 ‘
Rasio dokter umum per : ’ ) ) ! _ 159, | 165, 464,5
1 Satuan penduduk 13 . 0,44 0,44 _ 0,46 0,48 049 | 070 0,73 ) 2,?1 . 2,23 242 00 o4 480,43 8 483,88
Rasio tenaga perawat per ‘ . ‘ ' 100, | 104, 4123
12 . Satuan penduduk 34 1,3 1,31 1,336 | 1,346 | 1,355 1,31 1,37 5,30 6,55 6,50 00 58 396,71 3 | 47870
Cakupan komiplikasl o ' 9792 {1 9792 | 9734 | 9755 | 97,76 | 97,92 | 98,95 [ 99,93 101,3 o 100, | 101, 103,9
13 kebidanan yang ditangani 85% | | % % % % % ‘ "'A: 1 % | % 8% 100% 00 05 102,68 3 102,28

NSANA STRATESIS 20252025 -

 RENSTRA -
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Tabel 2.25
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kota Makassar

Targe
; 53 : t Target
Indikator Kinerja sesuai o Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realiasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-
No Tugas dan Fungsi NSP Target | Indikato
' Perangkat Da:'riah o R d
(SPM Lainnya
) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Cakupan pertolongan
o mgg"::sgf:t:fa;na‘au og% | | 9214 | 9214 | 9371 | 9407 | 0443 | 9214 | 9179 | 9369 | 4000 | sooe | 100, [ 996 | gooe | 1063 | oo
s e ’ % % %= ™ % % » % ’ | oo . ' 0 '
kebidanan
Cakupan balita gizi buruk : B . i 100, | 100, 100,0
15 mendapat perawatan . 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 00 00 100,00 0 100,00
Persentase layanan
kesehatan langsung ke 53,90 | 53,93 73,18 81,86 539 | 539
W | senaioagan Home Cand 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 y 4 b0 | 100% | 3 | 7318 8186 | 10000

Persentase penderita

17 | hipertensi yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% BaR

85,28 | 67,58 97,68 " 83,56 | 852 | 67,5
mendapatkan pelayanan o, % % 100% o 8 8 97,68 o| 8356
kesehatan sesuai standar
Persentase penderita DM
yang mendapatkan - ” v i i 4 61,39 101,94 122,0 | 61,3 | 100, 100,0
18 pelayanan kesehatan : 100% 100% 100% 100% 100% 100% % 100% o 100% 39 9 00 101,94 0 122,03

sesuai standar




Tabel 2.25
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kota Makassar

Targe
- '”d_:_kuagt:;*;g’:'gi:g:i‘-‘ai Nép Tﬁz?(et |I:5:g;:) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realiasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-
Perangkat Daerah (SPM Lainnya
) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Persentase‘ orang dengan
10 | Berst mendepatian | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | "0 | 100% | 126% | '3 | "% | 101,94 | 10| 12600

pelayanan kesehatan
sesuai standar

Angka Kesakitan Diare per 100, | 100, 100,0
21 1.000 penduduk : 185 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00 00 100,00 0 100,00
Jumiah kasus baru HIV o L 130, 181,2
22 yang ditemukan 700 : 600 600 560 520 784 1083 1015 925 67 180,50 5 177,88
o : o, o, o, 0, 0 o, o o, o 100, 100, 100,0
23 | Cakupan Kelurahan UCI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 00 00 100,00 0 100,00
Cakupan kelurahan
mengalami KLB yang Sy o " ” 100, | 100, 100,0
24 dilakukan penyelidikan 100% . .- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 175% 00 00 100,00 0 175,00

epidemiologi <24 jam

~am | 1\




Tabel 2.25
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kota Makassar

Targe
4 i p t Target i !
Indikator Kinerja sesuai NSP | Target lndiLgalo Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realiasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-
No. Tugas dan Fungsi - IK?( A
Perangkat Daerah (SPM Lainnya
) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Indikator SPM (Standar
Pelayanan Minimal)
R e i kesehatanibu | 4500, 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | %53 9%}f2 94%55 100% | 100% | %32 | %22 | 05| 100 | 100
2 E:r':ayfi':a” kesehatanibu | 4500, 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 937° | 9359 | 100% | 100% | 1,00 0% | 094 | 00| 100
Pelayanan kesehatan bayi 97,51 | 92,17 96,33 0,97 | 0,92
3 baru 1akIF 100% 100% 100% 100% 100% 100% % % % 100% 100% 51 17 0,96 1,00 1,00
0,77 0,79
4 | Pelayanan kesehatan balta 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77° | 7977% | 9212% | 100% | w00% | %7 | V| 08| 100 100
Pelayanan kesehatan pada usia ! 26,89 100,00 | 0,26 0,87
5 | endidican dasar 100% : 100% | 100% | 100% | 100% | 100% v | 8784% | 9238% | 100% o = " 092 | 1,00 1,00
g | Polmanen kesehatanpadauslt | (oo 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | >>%° | 7627% | s0,56% | 100% | s2,88% | %> | ©76 081 | 100| 083
produktif % 99 27
7 Z‘r’ﬂm“ kmghatanpadg el | e 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 515':'8 68,08% | 94,30% | 100% | 93,61% D"‘gl 0'23 094 | 1,00 0,94
g | Pelayanan keschatan penderita | 50 . 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22® | g7.58% | o7.68% | 100% | s3sexn | %5 | 067 o9 | 100| o84
hipertensi % 28 58
Pelayanan kesehatan penderita 61,39 101,94 100,00 | 0,61
i | orabokes Memtis 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% =) 100% " 100% o % | 100 1,02 | 1,00 1,00

~ o




Tabel 2.25
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kota Makassar

Targe
Indik — " t Target . 1 ’ "
ndikator Kinerja sesuai NSP Target indikato | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realiasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-
No. Tugas dan Fungsi K KK i
Perangkat Daerah (SPM Lainnya
) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Pelayanan kesehatan orang : 70,07 100,00 | 0,70 0,72
10 dengan gangguan jwa berat 100% L e - 100% 100% 100% 100% 100% o 72,04% | 79,79% 100% % o7 04 0,80 1,00 1,00
Pelayanan kesehatan orang e _. 100,45 100,00 0,44
1 dengan TB 100% ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 44,59% 9% 100% o% 1,00 59 1,00 1,00 1,00
Pelayanan kesehatan orang 100,04
12 dengan risiko terinfeksi HIV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % 100% 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025
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Tabel 2.26
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan
Tahun 2020 - 2025 Kota Makassar

1 2 3 4 5 ] 1 8 9 10 i 213 4|58 1 18
1 |Jenis Pendapatan
Relribus! Pelayanan
e Rp 4544050000 (Rp  1500000000{Rp  870.000000 | Rp 3071040000 |Rp 3071040000 [Rp 121028845044 [Rp 1124862600 (Rp 745006700 |Rp 993761750 [Re  1447030500(Rp 1761751226\ Rp - |24,75% [ 49,67% | 114 23% J47,12% [ 57.37% | 0,00% | (294602000 80504225
Pendapatan BLUD |Rp 103182387111 [Rp 74034385000 |Rp 62835316000|Rp 6939278820 |Rp  6O30278BN20 R TB2B4822256|Rp BATS63TBOI6[Rp 63184442455 |Rp 80223310550 |Rp 68711130886 |Rp g = | - - [B6.7%%|99.02%
Dana Kapitasi JKN
Ro 25195072000 Rp 23821310100 - 455% . 15.000014.400)) (5955342 525)
cada FKTP ! b Ro
Sub taipendagaan  |Rp 132920500111 [Rp 75534365000 |Rp 63705316000 |Rp 72463828320 Rp 72463828320 [Rp 121028845044 [Rp 103230954956 |Rp 6511475616 (Rp 64178204205 |Rp 61670350050 |Rp 70472885112 |Rp - [77,66%86,73% | 100,74% [85,11% [97,25% | 0,00% |  (12.091.536.158)) (10.390.451227)
2 Jenss Belanja
| Belarja Operasi |Rp 42481370837600 | Ro 53443 98384051 | RpS36.497.763190.00 | Ry 4928322195700 Ry 538.000570.26000 | Rp ST5.056.207 548,00 | R 365 166302 548.95 | Rpd21 336597 56200 | Rp 460.174 504 56800 [ Ry 444220304 482.1 |Rp 477750204 806,00 | Rp 10.873.984.410 |B5.96%  78,84% | 86.77% 100,k 8870%  1,81% | 22855300381 | 19TES635478
| BetajaModal  |Rp 3444325453600 Rp 5414578380700 (Rp 7556243317200 (Rp 126:573206,62800 |Rp 8534960334618 | Rp 71969.098.124.00 | Rp 1031227301887 (Rp 18.344 46080200 | Rp 5127071508300 (Rp %sts,ﬂastsmlnp 56.381.848.098,00 | Rp - [28.94%133,88% | 67,85% |78,15% 166.06% | 0,00% | 10.981.269.762 | 22151808474
il Belania Tak
-|Rp «|Ry |Rp . - IR - IR - |R <R | R R
T Ry p Ro b P ] o b p
sub bialbelanja  |Rp 45925696291200 |Rp  SBSBL773EST |Rp 612060266362 Rp  B19.408516485 |Rp 620440273825 |RpSAT0250BT72.00 |Rp 3754TEOTS 67,02 | Rp 439661058364 | Rp 5114521962200 (Rp S431BBAITTN [Rp  S341I2143704 [Rp 10973064410
3 |Jenis Pembiayaan
Total 725060981134 13985154657 | 739470888362 64393173125 768.367.930.266 889,082,997 060 581940985480 | 570.70400959 [  639.80162803200 566480 543477 75077513928 | 10.972.984.410 [B257% 52.28%'9115% T7.46%{8170%| 0.48% | 6875761436 [ 9010673413

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025




Dari table diatas nampak bahwa capaian realisasi pendapatan
dalam kurun waktu 2020 — 2024 berfluktuasi dengan rasio capaian
pendapatan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 100,74% dan terendah
pada tahun 2020 dengan rasio capaian 77,66%. Adapun realisasi
anggaran Dinas Kesehatan, rata-rata rasio untuk belanja tidak langsung
melampaui 91%, dan untuk belanja langsung rasio capaian tertinggi
pada Tahun 2023 sebesar 85,65% dan capaian rasio realisasi terendah
pada tahun 2021 sebesar 60,85%.
Pelaksanaan kegiatan dan program kesehatan berdasarkan
kewenangan Dinas Kesehatan Kota Makassar tidak lepas dari adanya
dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun Sumber pembiayaan
Dinas Kesehatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
¢« Pendapatan
Pada tahun 2024 pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Kesehatan
yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan ditargetkan
sebesar Rp. 72.463.828.320.00,- dengan realisasi diperoleh Rp.
61.378.902.943.00,- atau sebesar 84,90%.

¢ Belanja
Untuk tahun 2024, total alokasi belanja Dinas Kesehatan Kota
Makassar termasuk anggaran Rumah Sakit Umum Daerah sebesar
Rp 623.440.273.626,19 - dan total realisasi belanja langsung dan
tidak langsung sejumlah Rp 541.341.397.448,- (86,42%), yang
terdiri dari:
a. Belanja Operasional

Anggaran belanja operasional terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang dan belanja hibah. Total alokasi anggaran untuk
belanja operasional pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun
2024 adalah Rp 538.090.670.280,- dengan realisasi
Rp 477.750.294.606,- (88,79%)
b. Belanja Modal

Anggaran belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin,
belanja gedung dan bangunan dan belanja aset lainnya. Alokasi




anggaran untuk belanja

langsung Dinas Kesehatan Kota

Makassar sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2024 adalah Rp 85.349.603.346,19,-
dengan realisasi sejumlah Rp 56.381.849.098,- (66,06%).

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Analisa Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terait

pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada matrix

merupakan sebuah
keuntungan buat pemerintah
kota, sebab dengan jumlah
dokter yang ideal akan
sangat membantu dalam
pelaksanaan pengobatan di
semua fasilitas pelayanan
kesehatan.

. Rasio tenaga perawat tahun
2024 adalah 6,50, yang
artinya setiap 7 orang

5. Prevalensi
Gizi Buruk

6. Prevalensi
Gizi

Kurang

Ketersediaan rumah sakit
(Pemerintah dan Swasta) di kota
Makassar sampai dengan tahun
2024 adalah sebanyak 52 rumah
sakit yang mana jika dirasiokan
dengan jumlah penduduk kota
Makassar yang sebanyak 1.458.725
jiwa maka rasio yang di dapatkan
adalah 0,035. Angka rasio ini
rumah  sakit

artinya setiap 1

melayani 28.052 jiwa penduduk.

dibawah ini :
Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan
. Angka Usia Harapan Hidup 1. Masih Penduduk kota Makassar Ketersediaan Jumlah
(UHH) Kota Makassar tingginya meningkat dari tahun ke tahun, dokter yang ideal,
sampai tahun 2024 adalah angka dengan komposisi penduduk usila Jumlah perawat serta
sebesar 75,33 kematian dan usia produktif termasuk usia fasilitas kesehatan
. Rasio Ketersediaan dokter ibu (AKI) angkatan kerja akan bertambah yang ada dikota
umum untuk tahun 2024 2. Masih besar proporsinya. Sementara itu Makassar merupakan
adalah 2,42, yang artinya tingginya penduduk usia muda (bayi dan sebuah  keuntungan
setiap 2 dokter umum angka anak) jumlahnya juga meningkat. Di dan peluang akan
melayani 1000 orang kematian samping itu posisi kota Makassar tetapi jika sumber
penduduk. Jumlah ini diatas bayi sebagai ibu kota provinsi Sulawesi daya tenaga dokter
dari jumlah ideal dimana 3. Prevalensi Selatan menimbulkan urbanisasi dan perawat tidak di
setiap 1 dokter melayani stunting yang tidak terkendali. Demikian pula tingkatkan kualitasnya
1000 orang penduduk. 4. Prevalensi kemiskinan dan  pengangguran maka hasil yabg
Ketersediaan Jumlah dokter Tuberculo dengan segala akibatnya akan tetap didapatkan  menjadi
yang ideal di Kota Makassar sis ada kurang maksimal.

Peningkatan kualitas
suber daya kesehatan
merupakan tantangan
yang harus di hadapi
dan di selesaikan oleh
dinas kesehatan agar
nantinya

permasalahan bidang
kesehatan dapat di
tangani secara

maksimal.




perawat melayani 1000 Angka ini masih lebih tinggi dari | 2. Peningkatan angka
penduduk angka ini lebih angka ideal dimana setiap 1 rumah kematian Ilbu (AKIl),
tinggi dari target dimana 1 sakit minimal melayani 100.000 Angka Kematian Bayi
perawat melayani 1000 jiwa. (AKB), Stunting dan
penduduk. Ketersediaan Jumlah  puskesmas di Kota tuberculosis

perawat kesehatan terutama Makassar adalah sebanyak 47 merupakan

mereka yang terampil puskesmas yang jika dirata-ratakan permasalahan-—
merupakan kekuatan buat artinya setiap 3 puskesmas permasalahan  yang
Kota Makassar, hal ini jika melayani 1 kecamatan. harus dapat
dikombinasikan dengan Berdasarkan data jumiah diselesaikan oleh
dokter dan fasilitas puskesmas saja itu sudah diatas dinas kesehatan’
pelayanan kesehatan yang angka ideal dimana minimal setiap | 3. Kerjasama lintas
ada di Kota Makassar akan 1 kecamatan dilayani oleh 1 sektor sangat

sangat membantu dalam
mengatasi permasalahan

puskesmas. Jumlah puskesmas,

poliklinik dan pustu yang berjumlah

dibutuhkan untuk

dapat menurunkan

kesehatan. 288 jika dibandingkan dengan
jumlah penduduk Kota Makassar

angka — angka yang

ada pada point 2
tahun 2024 vyang sebanyak diatas.
1.458.725 jiwa, artinya setiap 1
puskesmas, poliklinik dan pustu
melayani 5.056 penduduk

4. Rasio dari fasilitas pelayanan
kesehatan merupak keuntungan
serta peluang vyang musti di
manfaatkan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota
Makassar bermitra dengan pihak lain baik itu sesama perangkat daerah
maupun organisasi diluar pemerintah daerah. Berikut adalah mitra Dinas
Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Tabel.2.27
Mitra Dinas Kesehatan

No Mitranla’:rr::gkat ' _ Jepi_s Layanan Dukungan Kinerja
-1 -2 -3 -4

el I



Mitra Perangkat
Daerah

Jenis Layanan

Dukungan Kinerja

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Perjanjian terkait akses data
kependudukan

Mendukung terkait upaya
penurunan AKI / AKB

RSUP DR. Wahidin

PKS dan Mou terkait

2 SudiroHusodo pemeriksanaan Bayi Baru Lahir BAGHIC i AF0A St BARLLEG
3 Etfr?l? e Gan Layanan Imunisasi Meningkatkan Cakupan Imunisasi
4 f::)a(;rggsnﬁ:m Pemeriksaan Sampel / Terlaksananya pemeriksaan sampel
Kesehatan Masyarakat Spesimen / spesimen (ada hasil laboratorium)
Balai Besar ; Meningkatkan upaya Deteksi Dini
5 | Kekarantinaan ﬁgmjgzzﬁa; g;ﬁihﬁ;aszs B untuk mencegah Penyakit Potensial
Kesehatan (BBKK) "l Kejadian Luar Biasa (KLB)
Meningkatkan kualitas ketersediaan
6 | BPOM Pengawasan obat dan makanan shatdan mkaran SNRUHEE
' .| Meningkatkan efektivitas dan
7 | Kiinik d“gg:g’zgz';?;‘up:'ae’;?;f‘;ii:"e"’s efisiensi operasional klinik dalam
P memberikan pelayanan kesehatan
Meningkatkan pelayanan yang
Melibatkan pemenuhan ramah, berorientasi pada kebutuhan
8 | Apotek permintaan obat dari dokter, E:ﬁ;ﬁzgpeﬁgﬁga:hmdt-‘;nndtrennagn?r u
sementara layanan non-resep an peanggan. Eme
menjawab/memberi solusi pada
pertanyaan/masalah pelanggan
Penjualan obat bebas dan obat | Memastikan toko obat beroperasi
9 | Toko Obat bebas terbatas, serta produk secara legal, efisien, dan
kesehatan lainnya seperti alat memberikan pelayanan terbaik
kesehatan dan kosmetik kepada masyarakat.
Menyediakan layanan yang
10 | PTSP berkaitan dengan administrasi Meningkatkan efektivitas dan
perkara perdata, pidana, dan efisiensi pelayanan publik
lainnya
Konsultasi usaha, promosi dan
pemasaran produk, informasi .
harga kebutuhan pokok, Meningkatkan perencanaan dgn
11 | Dinas perdagangan rekomendasi perizinan pelaksanaan kebijakan, pembinaan

perdagangan, pengelolaan
pasar, hingga tera dan tera
ulang metrologi legal.

pelaku usaha, hingga promosi
produk unggulan daerah




Mitra Perangkat

No | Baaras Jenis Layanan Dukungan Kinerja
Meningkatkan dan memastikan
Mencakup produksi barang dan produk aman dan berkualitas, serta
. . memudahkan akses ke
12 Industri Rumah jasa, dengan fokt_Js pada pasar. Bantuan pemasaran dan
Tangga kebutuhan sehari-hari atau ofiaiian K —
konsumsi rumah tangga PENTINHC ARG KIUSHL S
membantu industri rumah tangga
berkembang
Meningkatkan penerapan Cara
Pembuatan sediaan-sediaan Pembuatan Obat Tradisional yang
13 | uMOT tersebut, tidak termasuk bentuk | Baik (CPOTB). Selain itu, dukungan
sediaan lain seperti tablet atau | juga dapat diberikan melalui
efervesen. penyederhanaan proses perizinan
dan pemberian sertifikat standar.
Peningkatan sistem atau alat yang
Menawarkan berbagai macam | TEUIOCUER BT
14 | Swalayan zgocit:k, termasuk kebutuhan sendiri, tanpa perlu bantuan
9 langsung dari agen layanan
pelanggan
Mencakup kebutuhan sehari- Meningkatkan fungsi dan peran
15 | Pasar Tradisional hari, bahan makanan, pakaian, | pasar tradisional dalam
dan barang rumah tangga perekonomian
Pengembangan dan pembinaan
E;?:ﬁ;ﬁﬁg?ﬁg;ﬂ;:gones'a' Meningkatkan cakupan berbagai
penyelenggaraan ujia‘r)1 aspek untuk memastikan anggota
16 | Organisasi IAl sertifikasi, pendidikan IAI i e i e
profesional berkelanjutan, presssionakeme;yang tngo, soia
penyusunan kode etik dan berkontribusi positif bagi
standar profesi, serta masyarakat dan perekonomian
penegakan disiplin anggota
Mencakup pendidikan dan ; -
pelatihan, sertifiasi, kegiatan | Mmoo T<an dukungan kinerja
o sosial dan pengabdian melalui berbagai upaya,'termasuk
17 | Organisasi PAFI masyarakat, serta berperan pemngkgtan Isompetensx anggota,
dalam menetapkan standar advpkasn kebijakan, dan . .
profesi. peningkatan standar praktik farmasi.
18 RS Pendidikan Konsultasi hasil pembacaan Meningkatkan kualitas mutu

UNHAS

Telemedicine : EKG, USG

pelayanan kesehatan




Mitra Perangkat

No Paacslh J_GFIS Layanan Dukungan Kinerja _
Meningkatkan efektivitas dan
R T—— efisiensi operasional klinik dalam
19 | Klinik y T memberikan pelayanan kesehatan, (
dasar dan/atau spesialistik SI0. REGISTRASI FASYANKES
ASPAK, INM)
20 RS Pendidikan Kerjasama dalam Pelatihan Meningkatan Mutu pelayanan
UNHAS Tenaga Kesehatan Kesehatan
91 UNIVERSITAS Kerjasama sebagai wahana Memaksimalkan Tri Darma
HASANUDDIN pendidikan/ praktik profesi Perguruan Tinggi
A Meningkatkan pelayanan publik :
Menygdlakan My RTER yang Penerbitan Surat 1zin Operasional /
22 | PTSP berkaitan dengan administrasi . .
(SLF Puskesmas) Serfifikat Laik Fungsi (SLF)
Puskesmas
Meningkatkan mutu
pelayananKesehatan, Kemitraan
dalam perencanaan dan
pelaksanaan Program Kesehatan,
Peningkatan akses dan kualitas
pelayanan, Sosialisasi dan
23 | BPJS yrﬁ;:]ﬁ:eéfg:gz?:n?;g?; edukasi,Sinkronisasi data dan
kebijakan. Menyelenggarakan
Jaminan Kesehaatnn bagi pekerja
Buan penerima Upah (PBPU), dan
Bukan Pekerja (BP) yang
didaftarkan oleh Pemerintah Kota
Makassar
24 | BBPK MAKASSAR Menyelenggarakan program Meningkatkan mutu dan kualitas
pelatihan SDMK pelayanan kesehatan
. Meningkatkan mutu dan kualitas
25 | KOMINFO g‘::g :dﬁl;an apanan Gal pelayanan kesehatan, layanan
Homecare Dottoro'ta
PT. AWAL BROS Aarsi =
MEDICAL CENTRE - . s enlngkatk?n elayanan .
26 (Rumah Sakit Primaya elayanan Kesehatan FK ﬁeseh?t?ré : Layanan Obstetri dan
Hertasning) eonatal Emergency
Menyediakan Aplikasi ;
ATENSI ( - Meningkatkan Pelayanan
27 | Perkumpulan Aliansi Pengembangan Telemedicine Kesehatan,

Telemedika Indonesia)

(Dottoro'ta) di Dinas Kesehatan
Kota Makassar

Telemedicine/Homecare/ Dottoro'ta

e




No Mitranrﬂr::gkat : Jenis Layanan Dukungan Kinerja
Meningkatkan Mutu pelayanan
BPAFK ( Balai Menyediakan Jasa kesehatan di Puskesmas melalui
28 | Pengamanan Alat Pengujian/Kalibrasi Peralatan kalibrasi (pengujian) alat kesehatan
Fasilitas Kesehatan) Kesehatan di puskesmas secara
berkala/periodik.
Menyiapkan Pelaksanaan Meningkatkan Mutu pelayanan,
Program Penanggulangan Penanggulangan penyakit
. penyakit Tuberkulosis (P2 TB) | Tuberkulosis (P2 TB) dengan
29 hREL‘ZS(;iTe”na Bk dengan Strategi Dots dan Strategi Dots dan Pelayanan
Pelayanan Rujukan Puskesmas | Rujukan Puskesmas mampu
mampu Pelayanan Obstetri Pelayanan Obstetri Neonatal
Neonatal Emergensi Dasar Emergensi Dasar
binbversiwn Kerjasama sebagai wahana Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
30 | Muhammadiyah s I ; £ Sl R
Makisssar: pendidikan/ praktik profesi Tinggi

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

2.2Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 |dentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan bertugas menyelenggarakan urusan dibidang
kesehatan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas kesehatan
mempunyai fungsi melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan
yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan
penyehatan  lingkungan, bina kesehatan masyarakat serta
pengembangan sumber daya kesehatan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dan telah berhasil dicapai
beberapa indikator kinerja, namun masih ditemukan adanya beberapa
permasalahan spesifik.
Pembangunan bidang kesehatan terutama diarahkan untuk
pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada

seluruh masyarakat, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi

— U



pemberi pelayanan dalam hal ini Dinas Kesehatan. Selain itu Angka
Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan status gizi
masyarakat masih berfluktuasi mengalami peningkatan dan penurunan
dan masih ada yang belum mencapai target.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, seluruh indikator
ditargetkan mencapai 100% dengan kata lain seluruh masyarakat
diharapkan mendaptkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Selain itu
bidang kesehatan memegang peran penting dalam pencapaian indikator
Millenium Development Goals (MDGs) yang kemudian berlanjut dengan
Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen
dunia secara global terkait agenda pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, angka kesakitan akibat penyakit menular dapat
diturunkan namun penyakit infeksi dan penyakit menular khususnya
ATM (AIDS/HIV, TBC dan Malaria) masih tinggi terutama penyakit tbc
yang masih belum optimal dan memerlukan upaya yang lebih serius
untuk menyelesaikannya.

Permasalahan lain adalah masih tingginya angka kematian ibu.
Peningkatan angka kematian ibu ini juga berkaitan dengan bagaimana
pemerintah kota melalui dinas kesehatan mengedukasi warga
masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali
selama masa kehamilan serta bagaimana meningkatkan kapasitas
petugas kesehatan dalam menangani pasien.

Peningkatan angka prevalensi stunting juga masih menjadi
permasalahan terutama karena prevalensi stunting sangat berhubungan
dengan kasus gizi buruk dan gizi kurang yang mana kedua hal ini
sangat berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya angka prevalensi
stunting.

Permasalahan lain yang juga masih sangat perlu untuk
diperhatikan adalah terkait kepersertaan jaminan kesehatan nasional

bagi penduduk kota Makassar. Kepesertaan JKN sampai dengan

N



selesainya rencana strategis dinas kesehatan masih berfluktuasi dan
jika di rata-ratakan masih belum mencapai 100%. Hal ini pastinya
berpengaruh pada bagaimana masyarakat dalam memeriksakan
penyakit atau kondisi kesehatannya ke fasilitas kesehatan. Jika
peningkatan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk kota makassar
dapat ditingkatkan sampai dengan 100% maka permasalahan terkait
penyakit menular, angka kematian ibu ataupun prevalensi stunting dapat
lebih ringan untuk ditangani.
2.2.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi pembangunan daerah merupakan rumusan umum mengenai
kondisi masa depan Kota Makassar yang ingin dicapai pada akhir
periode 2025 - 2029. Visi Misi Kepala Daerah kemudian di
teriemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah /
DPRD.
Visi Kota Makassar
Pembangunan di Kota Makassar diselenggarakan dalam upaya
mencapai Visi Kota Makassar:
” Makassar Unggul, Inklusif, Aman Dan Berkelanjutan”
Misi Kota Makassar
Untuk mendukung Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Kota
Makassar sebagai berikut :
1. Meningkatkan Daya Saing ekonomi Daerah, dan Penciptaan
Lapangan Kerja.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan
berdaya saing.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota uang
berkeadilan.
4. Mengembangkan pusat inovasi, seni budaya, serta pariwisata.
5. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan

berdaya saing, serta menegakkan ketertiban umum.




6. Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan,
anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan
kepemudaan dan olahraga.

7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta mitigasi bencana.
Dari ketujuh rumusan misi, Dinas Kesehatan terutama berkaitan
dengan misi kedua.

Dalam pelaksanaannya pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah
terpilih, Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menetapkan program —
program yang menjadi prioritas selama menjalankan pemerintahan.
Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab
membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam
bidang kesehatan bertanggung jawab pada 3 program prioritas dari
Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

1. Penyediaan Ambulans Gratis

Program penyediaan ambulans gratis adalah kegiatan penyediaan

ambulans secara gratis bagi warga kota Makassar baik yang tinggal

di darat ataupun yang tinggal di pulau — pulau. Kegiatan ini terbagi

atas 2 bagian pertama penyediaan ambulans laut agar penduduk

kota Makassar yang tinggal di pulau — pulau dapat terlayani dalam
hal pelayanan kesehatan. Selain itu penguatan pada ambulans darat
yang selama ini beroperasi juga akan dilakukan.

Program ini selanjutnya akan menjamin bahwa seluruh penduduk

kota Makassar baik itu yang tinggal di darat ataupun mereka yang

tinggal dipulau di wilayah pemerintah kota Makassar dapat terjamin
dalam pelayanan kesehatan.
2. Penambahan Insentif Nakes pada fasilitas kesehatan pemerintah di
pulau-pulau.
Program penambahan insentif tenaga kerja kesehatan baik itu
tenaga medis maupun tenaga paramedic yang bekerja di fasilitas
kesehatan pemerintah dipulau adalah bentuk apresiasi pemerintah

kota. Penambahan insentif ini selain sebagai betuk apresiasi juga




agar dengan penambahan ini pelayanan kesehatan di pulau — pulau
dapat dioptimalkan.

3. Penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat
pesisir dan pulau

Program penyediaan pusat layanan kesehtan terpadu bagi
masyarakat pesisir dan pulau adalah bentuk kegiatan dimana setiap
tahunnya akan dilaksanakan pelayanan kesehatan terpadu.
Pelayanan kesehatan ini akan dilaksanakan sebayak 4 kali dalam
setahun. Penyediaan layanan terpadu ini kedepannya akan lebih
banyak melibatkan dokter -~ dokter spesialis dengan
mempertimbangkan kebutuhan layanan dipulau.

Pelaksanaan layanan terpadu ini sebelumnya dilaksanakan
sebanyak 2 kali dalam setahun, akan tetapi karena pelayanan
terpadu ini menjadi program prioritas walikota maka jumlah layanan
akan di tingkatkan serta jumlah tenaga medis yang akan dilibatkan
juga akan di tambah. Dengan melaksanakan program ini diharapkan
kedepannya pelayanan kesehatan dipulau dapat lebih maksimal dan

tepat sasaran.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat
daerah terhadap Visi dan Misi dan program prioritas Kepala daerah dan
Wakil Kepala daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.28
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat
daerah terhadap Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala

daerah
VISI : Makassar Unggul, Inklusif, Aman Dan Berkelanjutan
PROGRAN KN | PERMASALAHAN FAKTOR
NO PELAYANAN
DAN WAKIL KDH SKPD PENGHAMBAT | PENDORONG
TERPILIH _
1 2 3 4 5
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VISI : Makassar Unggul, Inklusif, Aman Dan Berkelanjutan

MiSI DAN PERMASALAHAN FAKTOR
No | PROGRAMKDH | * pp) oy anaN
DAN WAKIL KDH | SKPD PENGHAMBAT | PENDORONG
TERPILIH : 1
1 2 3 - 5
Misi 2:
Meningkatkan
Kualitas dan
Pemerataan
Layanan Dasar
Bidang
Pendidikan dan
Kesehatan
Ketersediaan
Penguatan pada - ambulans laut
jumlah armada T Koo yang dapat
ambulans laut geografis dua melayani
1 di puskesmas di y
imana perlu wilavah penduduk kota
adanya K yl Makassar yang
16. P . pengadaan o berdomisili di
. Penyediaan anbilans laul dengan wilayah | K
ambulance secara . kerja mencakup pulau akan
: sebanyak 2 unit sangat
gratis sl d pulau-pulau
gga dapat kecil-sahinnga membantu
menjangkau pulau ek 99 penduduk
- pulau terluar dari 2:22—2& ;;:n terutama mereka
wilayah s yang tinggal di
pemerintah kota tersengiri pulau terluar dari
Makassar ' wilayah Kota
Makassar
Dibutuhkan
regulasi yang ::]zgig;%aahg?n
mengatgr tenaga
pemberian
17. Penambahan | penambahan insentif tenaga Keuslitan yang
Insentif Nakes insentif pada tim kesehatan serta bertugas di pulau
pada fasilitas medis dan Perlunya ok .
kesehatan paramedis yang adanya data membﬁrlkan
pemerintah di bertugas di pulau - | yang jelas ik
pulau-pulau pulau terkait tenaga Sapangat st
medis dan ke e
paramedis yang ke§eha}tan untuk
bertugas di lebih glat.da!am
pulau bekerja di pulau.

N o




VISI : Makassar Unggul, Inklusif, Aman Dan Berkelanjutan

MISI DAN PERMASALAHAN FAKTOR
NO PROGRAM KDH PELAYANAN _
DAN WAKIL KDH 'SKPD 'PENGHAMBAT | PENDORONG
TERPILIH _ ' ’
1 2 3 4 5
| Kondisi medan | D€ngan

peningkatan dirnaniadan merencanakan
jumlah kunjungan menambah
tim dr spesialis ke pEEeNICaTin jumlah

19. Penyediaan
pusat pelayanan
kesehatan terpadu
bagi masyarakat
pesisir dan pulau

pulau dari yang
sebelumnya 2 kali
dalam setahun
menjadi 4 kali
dalam setahun.
Selain
peningkatan
kunjungan jumlah
dokter spesialis
akan di tambah
dan disesuaikan
dengan kebutuhan
pulau yang akan
dikunjungi.

4kali kunjungan
itu kondisi laut
tidak dapat di
prediksi
sehingga hal ini
menjadi faktor
yang
menghambat
para dokter
dalam
melakukan
kunjungan ke
pulau - pulau
terutama pulau
terluar.

kunjungan dari 2
kali menjadi 4
kali, akan sangat
membantu
pelayanan
kesehatan di
pulau apalagi
jika jumlah
dokter spesialis
yang diturunkan
juga disesuaikan
dengan kondisi
kebutuhan
pelayanan yang
ada di pulau.

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025




2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada tahun 2025-2029, Kementrian Kesehatan berkomitmen

untuk melanjutkan transformasi kesehatan, dimana hal ini mencakup :

1.

o o bW N

Transformasi Layanan Primer.

Transformasi Layanan Lanjutan

Transformas Ketahanan Kesehatan

Transformasi Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan
Trasnfoormasi SDM Kesehatan

Transformasi Teknologi Kesehatan

Terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus dari

Kementrian Kesehatan adalah :

1. Angka kematian ibu dan Angka Kematian Balita
Prevalensi stunting

Cakupan penerima pemeriksaan gratis
Prevalensi depresi di umur 2 15 tahun

;i N

Persentase Kabupaten/Kota yang mebncapai target

kekebalan kelompok

6. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular dan Penyakit
Menular

7. Persentase Penduduk dengan literasi kesehatan

8. Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup

9. Prevalensi Obesitas

10.Persentase Kab/Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan
sesuai standar

11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan
kesehatan sesuai standar

12. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna

13. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan

14.Persentase belanja kesehatan

15.Persentase Masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan
aktif




16.Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap jumlah
populasi

17.Proporsi jumlah obat yang dapat di produksi dalam negeri

18. Proporsi jumlah alkes yang dapat di produksi dalam negeri

19.Indek Alat Kesehatan memenuhi standar

20. Nilai Kapasitas IHR dalam JEE

21.Kab/Kota memenui syarat kualitas kesehatan lingkungan

22.Persentase Propinsi dan Kab/Kota yang menyelaraskan
perencanaan pembangunan dan mencapai mencapai target
tahunan pembangunan

23.Pengeluaran kesehatan total per Kapita

24.Skala investasi di sektor kesehatan

25.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam
Sistem Informasi Kesehatan Nasional

26.Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui
SIKN

27.Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi
yang diimplemaentasikan

28. Peningkatan kapabilitas Uji klinik di Indonesia

29. Nilai Reformasi Birokrasi Kementrian Kesehatan.

Berdasarkan indikator sasaran dari Rencana Strategis
Kementrian Kesehatan tahun 2025-2029 ada beberapa indikator yang
kemudian bisa ditarik menjadi isu/permasalahan yang ada di Kota
Makassar, isu/permaslahan itu diantaranya Angka Kematian Ibu,
Prevalensi Stunting dan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional. Selain
itu pelayanan kesehatan bergerak untuk daerah yang sulit untuk diakses
juga menjadi perhatian dari Walikota dan wakil Walikota terpilih dan
menjadi program prioritas Walikota dan Wakil Walikota.

Selain isu/permasalahan di Kementrian Kesehatan Isu — Isu
Strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Selatan juga menjadi faktor yang perlu untuk dipertimbangkan
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dalam penentuan isu/permasalahan dalam Rencana Strategis Dinas
Kesehatan tahun 2025-2029. Isu - Isu Strategis dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan adalah
sebagai berikut :

1. Tingginya Angka Kematian lbu
Tingginya Angka Kematian Bayi
Penurunan Prevalensi Stunting
Tingginya beban Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
Belum optimalnya upaya Promotif dan Preventif
Pelayanan Kesehatan pada Daerah Terpencil dan Kepulauan
Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

@ N OOk N

Pemenuhan Sarana Prasana pada Fasilitas Kesehatan

Jika mencermati isu — isu strategis dari Renstra Propinsi Sulawesi
Selatan dimana ada beberapa poin yang juga menjadi permasalahan
yang ada di Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar diantaranya,
masih tingginya Angka Kematian Ibu, Prevalensi Stunting, Penyakit
Menular dan tidak menular, dan juga program prioritas Walikota dan
Wakil Walikota Makassar yaitu peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan,
Pelayanan Kesehatan pada Daerah Terpencil dan Kepulauan serta
peningkatan Sarana Prasarana pada Fasilitas Kesehatan.

2.2.4 Penentuan Isu - Isu Strategis

Penentuan isu — is strategis daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.29
Penentuan Isu — Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah Yang

Menjadi Kewenangan Permasalahan Perangkat daerah B Isu Sktr?tggls .
Perangkat Daerah erangkat Daera

(1) (2) (3)
Masih rendahnya pengetahuan ibu, keluarga dan
masyarakat terkait dengan kesehatan ibu dan anak
Pelayanan Kesehatan khususnya terkait dengan kehamilan,persalinan, ibu Masih Tingginya

Dasar dan rujukannya nifas serta tumbuh kembang anak,masih adanya | Angka Kematian Ibu
pendapat terkait permasalahan kesehatan ibu dan
anak itu hanya merupakan urusan perempuan,

e e



Potensi Daerah Yang
Menjadi Kewenangan
Perangkat Daerah

Permasalahan Perangkat daerah

Isu Strategis
Perangkat Daerah

(1)

(2)

3)

pemanfaatan buku KIA sebagai media KIE,
pencatatan kesehatan Ibu dan Anak belum berjalan
dengan optimal serta scrining kasus komplikasi masih
perlu  ditingkatkan, ditandai dengan adanya
pendarahan, infeksi serta hipertensi selama masa
kehamilan, persalinan dan nifas.

Pencegahan dan
pengendalian penyakit

Adanya ketimpangan pada akses layanan kesehatan
dimana terdapat wilayah-wilayah tertentu akses
layanannya padat sedangkan ada wilayah tertentu
dimana fasilitas kesehatan aksesnya tidak terlalu
padat. Hal ini terutama terjadi pada daerah — daerah
yang padat penduduk. Masih perlunya dukungan dari
seluruh lintas sector dan lintas program terkait untuk
melakukan pencegahan dan penanganan stuting
sejak dini.

Prevalensi Stunting

Pengembangan SDM
dan Fasilitas
Kesehatan

Lingkungan kesehatan yang tidak sehat terutama
daerah pinggiran dengan kondisi sanitasi yang buruk.
Buruknya sanitasi lingkungan mengakibatkan penyakit
— penyakit menjadi lebih gampang untuk berkembang.
Masih kurangnya keinginan masyarakat untuk
melakukan skrining awal penyakit dikarenakan masih
tingginya stigma dan diskriminasi masyarakat
terhadap pasien penderita TB

Prevalensi Tb

Cakupan Jaminan
Kesehatan Nasional

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang
belum 100%, masyarakat yang tidak memiliki JKN
mengalami kesulitan dalam melakukan pengobatan,
ada warga yang mengalami kesulitan terkait JKN
karena tunggakan pembayaran yang di akibatkan
permasalahan ekonomi sehingga kemudian mereka
mengalami kesulitan dalam mengakses pengobatan
gratis.

Cakupan JKN yang
belum 100%

Kepuasan Masyarakat
Terkait Pelayanan
Kesehatan

Ketersediaan Cakupan Jaminan Kesehatan akan
berpengaruh pada layanan fasilitas kesehatan
terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama,
peningkatan pelayanan Puskesmas juga masih perlu
untuk ditingkatkan terutama respon terhadap program
homecare sehingga pelayanan kesehatan bagi
penduduk dapat lebih di perluas jangkauannya.

Kepuasan Masyarakat
terhadap Layanan
Puskesmas dan RSUD

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025
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TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT
DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kota Makassar mendukung program prioritas Kota
Makassar sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025 — 2029 pada poin
ketiga yaitu : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang tinggi dan
berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan
dan kesehatan pada tujuan 2.1 yaitu : Terwujudnya Sumber Daya Manusia
yang berkualitas dan berdaya saing dan pada sasaran 2.1.2 vyaitu
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya menjadi
dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota
Makassar.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Kesehatan

adalah sebagai berikut :




Tabel 3.1

Pormoerintamn Kota Malcas o oar

Tujuan Dan Sasaran Jangka NMenegah Pelayanan Perangkat daerah

Dinas Kesehatan Kota Makassar

Tahun 2025 - 2029
. Indikator Tujuan/indikator Baseline Target Tahun
No Tujuan Sasaran Ket
J Sasaran 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Meningkatnya
Kualitas Usia Harapan Hidu 75,33 7551 | 7566 | 7581 | 7596 | 7642 | 7627
Kesehatan p ! ! ' ! ’ i =
Masyarakat
Meningkatkan - - -
LS Nilai Akuntabilitas Kinerja 79,9 80,00
Kinerja Dinas 79,85 4 79,95(BB : 80,05(A) | 80,1(A) | 80,15(A
Kes efdatan Pera_ngkat Daerah (BB) (BB) (A (A) (A) ")
Meningkatkan
Kualitas Cakupan Jaminan
Pelayanan Kesehatan Nasional 99,10% 99% 99% 99% 100% 100% 100%
Kesehatan
Indeks Kepuasan ‘
Masyarakat terhadap
Layanan Puskesmas dan 86,26 87,01 87,75 88,49 89,23 89,97 a
RSUD
Meningkatkan
Kualitas Angka Kematian bu 71,53 69 6665 | 64,21 | 6177 | 59,33 | 56,89
Kesehatan Ibu g ' ' ! ! ’ ! ’
dan Anak -
Persentase Persalinan Di
Fasilitas Kesehatan 100 100 100 | 100 100 100 100

Fifkan

~ o —



Parmearimtahh Kota Malcoasosar

: Indikator Tujuan/indikator | Baseline Target Tahun
No Tujuan Sas : Ket
jua aran Sasaran 2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Prevalensi Stunting -25,60% 18,80% | 17,90% | 17,50% | 16,90% 16,20% | 15,50%
' I\PA:: uar::i?kan Cakupan Penemuan dan 92 82 | 8281 | 8363 | 84 46 853 | 86,15
M en&;l ar pengobatan TB ' ! ! ! ’
Angka Keberhasilan - ; Vo
Pengobatan TB 82 83 83,5 84 | | 84 84,5 a5

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025
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Tujuan

Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan

berdaya-guna dalam rangka mewujudkan Makassar Unggul, Inklusif, Aman

dan berkelanjutan, diarahkan untuk satu tujuan pembangunan kesehatan di

Kota Makassar yaitu: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.

Sasaran

Sasaran disusun berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan melalui

penetapan isu-isu strategis, sasaran yang di tetapkan berdasarkan tujuan

Mewujudkan Kota Makassar Dengan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang

Tinggi Dan Berdaya Saing Global adalah :

7
2.
3.
4.

Meningkatkan Kinerja Dinas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak

Menurunkan Penyakit Menular

Sasaran ini memiliki beberapa indikator sasaran yaitu :

1.

2.

Usia Harapan Hidup (UHH)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Angka Kematian Ibu

Persentase Persalinan Di Fasilitas Kesehatan

Prevalensi Stunting

Cakupan Penemuan dan pengobatan TB

Angka Keberhasilan Pengobatan TB




3.2 Strategi dan Arah Kebjakan Perangkat Daerah

Strategi diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
khususnya dalam pembangunan di bidang kesehatan. Strategi merupakan
ilmu, seni atau wawasan yang diperlukan dalam mengatur/ dalam upaya
manajemen setiap program dan kegiatan dengan merintis cara, langkah
atau tahapan untuk mencapai tujuan.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di
Kota Makassar, strategi yang disusun juga dijabarkan dalam arah kebijakan
yang menjadi prioritas sehingga mendukung perwujudan visi dan misi
secara keseluruhan. Strategi dan arah kebijakan pada Renstra juga
mengacu pada strategi dan Kebijakan sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun
2025 - 2029.

Rumusan terkait strategi dan arah kebijakan dari dinas kesehatan
dapat dilihat dari tebel berikut :

Tabel 3.2

Penahapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Tahun 2025 - 2029

2026 2027 2028 2029 2030
Penguatan Pemenuhan Sarana | Penguatan Regulasi | Pembiayaan Peningkatan
Pemetaan dan dan Prasarana terkait Layanan Kesehatan Penggunaan
Integrasi Data Serta | Serta Penguatan Kesehatan Berkelanjutan, Teknologi Tepat
Optimalisasi SDM Perorangan dan Pemenuhan Guna dalam
Pencatataan dan Masyarakat Kemitraan dan peningktan Layanan
Pelaporan Kerjasama Jejaring | Kesehatan

Kegiatan dengan
Fasilitas Kesehatan
Swasta dan Pihak
lainnya
Sumber Dinas Kesehatan Tahun 2025
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Strategi dalam mencapai sasaran dari dinas kesehatan kota Makassar
terdiri dari :
1. Penguatan dan Komitmen dari level Pimpinan sampai dengan
Staf
Penguatan layanan kesehatan perorangan dan masyarakat.
Peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan ibu dan
anak.
4. Peningkatan cakupan deteksi dini dan diagnosis (Penemuan
kasus).
Arah kebijakan yang dilakukan dalam mencapai strategi adalah
sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
2. Peningkatan kualitas layanan di Puskesmas dan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD).
3. Pembudayaan perilaku hidup sehat serta pemberdayaan
masyarakat.
4. Pemenuhan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan
inklusif

5. Percepatan eliminasi penyakit dan penerapan kebijakan

promotif preventif
Tabel .3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Penguatan dan Komitmen dari Peningkatan Perencanaan Kinerja,
Kinerja Dinas level Pimpinan sampai dengan Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja
Kesehatan Staf dan Evaluasi Kinerja
Meningkatnya Penguatan layanan kesehatan Peningkatan kualitas layanan di
Kualitas Pelayanan | perorangan dan masyarakat Puskesmas dan Rumah Sakit Umum
Meningkatnya Kesehatan Daerah (RSUD).
Kualitas
Kesehatan Meningkatnya Peningkatan mutu dan akses Pembudayaan perilaku hidup sehat serta
Masyarakat Kualitas Kesehatan | layanan kesehatan ibu dan anak | pemberdayaan masyarakat
Ibu dan Anak
Menurunnya Peningkatan cakupan deteksi dini | Pemenuhan akses pelayanan kesehatan
Penyakit Menular dan diagnosis (Penemuan kasus) | berkualitas dan inklusif
Percepatan eliminasi penyakit dan
penerapan kebijakan promotif preventif

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2025
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PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025 —
2029, Dinas Kesehatan telah menetapkan 5 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan
Minuman

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Selain itu sesuai struktur Dinas Kesehatan Kota Makassar
berdasarkan Peraturan Daerah  Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan
Walikota Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan serta
mengacu pada nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019, yang
memungkinan terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh dua
seksi.

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2025 - 2029 Dinas Kesehatan Kota Makassar
sebagaimana penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Pemerintah Kota Makassar disusun dengan memperhatikan
visi, misi dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi
Pemerintah Kota Makassar. Program prioritas walikota dan wakil

walikota juga terjabar sesuai nomenklatur pada masing-masing

program dan kegiatan.
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Tabel 4.1
Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan
?
2025 - 2030
E T . Urusan/Bidangisub |~ J_;_;.‘ Bas — a ; N T -
Tujuzn Sasaran Indikator Kode 'Pe?r::fi:si‘a :::j::‘og In dikito r egn Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran ram/Meglatan dan | 1IMeHa | 295 i _ —T
. _ Subkoglatan 4 2026 2027 2028 : 2020 2030
| Meningka ' ) ‘| URUSAN ‘ :
tnya Moninakatk o PEMERINTAHAN ‘ _ _ ‘
Kualitas | " mn‘;da . | wauB YanG 642.854, 1 €54.751. 654.839. | 7ro4.8a 704,785,
Kesohata | pi” 7% | nilaisaxip |1 | : BERKAITAN 052.360, 576.060, 695,980, 1 0.344.9 . 198,380,
aa svarak | Kesehatan | ggrg‘:\:ﬂ A 00 00 00 80,00 60
{ at .| DASAR
Moningicatk ' | vrusaN ‘ . : :
; 642,854, 654.751. 654.839. 704.84 704.785.
?,:,':;':,':;s Soxupan 142 P CEINTAHAN 062360, | | 576.060, 695,980, 0.344.9 198.340,
Kesehatan {1 KESEHATAN oo 00 a0 80,00. 00
| km ‘ - | s42.854. 654.751. 654.839. | 704,84 704.785.
Puskesmas 112 Dinas Kesehatan ] 062.360, 576.060, | 695.980, 0.344.9 198.380,
dan RSUD ' 00 00 o0 80,00 00
Persentas . -
e
PROGRAM ketersedi
an ) , . | .
z:ug:;m_s dokumen | .| 10 | 44s.657. | 10 | ases21. | . | aenmet. | o1 as0ss| 00| assset. |
1.]21]1 PEMERINTAHAN perencan o | 0328903, | 0] 385043, 5, | 885043, [ o | 1.8850 o, | 885.043,
DAERAH aandan "1 % 00| % 00 o 00 ° 43,00 ° o
; pelaporan
KABUPATENIKOTA | [C°H-
] Perangkat
Daerah

ri;r—l Firmeil
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Urusan/Bldang/Sub Bas i
Bidang Urusan elin Target Kiner]Ja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sdsaran | ';:;':’:;:: Kode " Pemierintahan/Prog ":“:"‘;}:r e : ) a j ‘
- . ramiKegiatan dan vneHa | 202 T —T -
e Subkegiatan 4 . '2026 ‘ 2027 ) . 2028 . 2029 2030
Persentas ’ i : )
e
Outcom é -ketersedi
‘ . aan 1 .anl . : . .
;_g:ﬁ:f”ya administr | 100 13 13 100 | 100 160
-] ' [} 0, 0,
Kesekretariatan ::;:::ran ‘ w1y % Y » .k
Perangkat Daerah Keuangan
Perangkat
Daerah
Persentas
e
ketersedi . : Lo |
aan o feow| P s 80% 90% | s0%
dan '
prasarana
aparatur
Tersusun
nya ‘
Keg. Perencanaan PD::::::;: ‘ ’ 10 . 10‘ _
11214 2. Pénganggaran dan aan dan 100 ° 54.020.2 0 54,020.2 | 100 | 54.020.2 | 100] 54.020. 100 | 54,020.2
. 01 } | Evaluasi Kinerja evaluasi % o, 00,00 o - 00,00 % 00,00 | % | 200,00 % 00,00
. Perangkat Daerah kinerja
’ perangkat
daerah
: Subkeg. .EJL::nI:m]en 7 [ 7 7 7
2 ’ Penyusunan P D Do 2 Do 8 n
1lz14 | 1 | Dokumen erencana | Dok ku 5.002.0 Ku 25.002.0 | Dok } 25.002.0 | Dok | 25.002. Doku 25.002.0
. 01 Perencanaan an ume m 00,00 m 00,00 { ume 00,00 | ume | 000,00 men 00,00
Perangkat Daerah gsgargﬁkat n en | en | n '
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‘Urusan/Bldang/Sub Bas -
Bidang Urusan Indikator elln “Target KinerJa Program dan Kerangka Pendanaan

Kode Pemerintahan/Prog Kineria L
ram/Kegiatan dan Hia 202 ' ' ]

Subkeglatan ) 4 2026 .. 2027 2028 2029 2030

Jumlah 1

Dokumen

RKA-

‘ SKPD dan 1 1

Subkeg, Koardinas! | Laporan | 1 Do Do :

2 " Hasil Dok Kt 4,005.90 u 4.005.90 | Dok | 4.005.90 | Dok | 4.005.9 | 4.005.90

2 | danPenyusunan ‘
Koordinast | ume 0,00 0,00 | ume 0,00 | ume 00,00 0,00
Dokumen RKASKPD Penyusun | n n n men

en
“an en

Dokumen
RKA-

SKPD

Jumiah
‘Dokumen
Perubaha
n RKA-
SKPD.dan 1 1
Subkeg. Koordinasi Laporan 1 Do Do
2. 3 dan Penyusunan Hasil Dok ku 4.005.90 ku 400590 | Dok | 4.005.80 | Dok .| 4.005.9 Doku 4.005.90
‘Dokumen Perubahan | Koordinasi | ume 0,00 0,00 1 ume 0,00 | ume 00,00 0,060
RKASKPD Penyusun | n ' - n n men

an en en .

Dokumen
Perubaha
{ n RKA-

SKPD

Jumlah

Dokumen
DPA-

SKPD dan 1 1 ) .
" Laporan 1 1 1

Subkeg, Koordinast | oy Dok | 2°] 400190 | P° | 400100 | Dok | 4.001.90 | Dok | 40019 | L

4 gil}\Pglggtgunan Koordinasi { ume ku 0,00 0,00 { ume 0,00 | ume 00,00 men

Penyusun | n - n n
an en en

Dokumen
'| DPA-

- ) SKFD

Indikator

Tujuan Sasaran Sasaran

4.001.90
0,00

. N
) AShnkews T T

C 'ﬂmzﬂ%ﬂ-




FRPermarintainh Kotos Malkoss ar

I S N R |.Urusan/Bidang/Sub | S %7 Bas : T « e e ) o o
EEE , WV S ‘Bidang Urusan- - 2o | oelin |- o * "Target Kinerja Program'dan Kerangka Pendarniaan "
Tojuan [ Sasaran [~ igMECT Kode * - | PemerintataniProg. | ‘finene’ | o k- o o T N *

T : e - rémfKegiatandan | - .| 202 N . _ T
AL B CIILI R g e ‘Subkeglatan . |. -~ "4 | ' 2026 1. 2027 - <F " 2028 .| .. 2029... © " 2030
) a 1 Co Jumlah 1 ) oo '
Dokumen
Perubaha .
"nDPA- .
- SKPD dan 1 1
Subkeg. Koordinasi Laporan 1 Do | oo . 1 1 ' 1
11211 2. 5 dan Penyusunan Hasil Dok |, 1 4003504 o 4.003.50 | Dokt 4.003.50 | Dok | 4.0035 | . | 400350
01 Perubahan DPA | Koordinasi | ume 0,00 0,00 { ume |- 0,00 | ume’] 0000 0,00
SKPD Penyusun || n m m n n. | men
" an en en | . .
Dokumen
Penibaha
| nDPA-
— . ) | SKPD
O B . Jumlah ; .
| Subkeg. Evaluasi Laporan | , Eé A 2 2 2}
‘ 2, . ' Evaluasi 13.001.0 - 13.001.0 13.001.0 .1 13.001. . " 13.001.0
11211 7 | Kineda Perangkat . Lap | po po Lapo. Lap ~ | Lapo
01. Daerah —ﬁlnerja oman |, 00,00 “ra 00,00 ran | 00,00 oran | 000,00 ran 00,00
erangkat | ‘ :
Daerah, n. n
. Terpenuhi.
: R nya ) B ) . : ' _ ‘
2, Keg. Mmiplsha$i ‘| penyelen 100" 10 '202399_.' 10 | 202.898. 100 - 202,959. | 100‘ 202.95- 100 202,959,
1121 02 Keuangan' -| ggaraan | ", 0| 211.751, | 0| 997.751, | o . A497.751, | ‘g . 9.497.7 o 497.751,
- ‘Perangkat Daerah | administr |l | ° o0] % 00 “ 1 00 ° 51,00 “1 o0
asl .
keuangan _ )
] 2 2
1 Jumlah 38 38
! ' Orang 2317 7 " 2ag7 2 23
N Subkeg: Penyédiaan '{ yang 87 | Or | 200.532. | 'Or |.200,532, ' Gran 200.592. | .387 200.59 | 87 - 200,592,
11211 Oé 1 | Gajidan Tunjangan Menerima | Ora | an | 146.951, | an | 147.151, foul - 647,151, | Ora 2.647.1 1 Oran | 647.151,
ASN . Gaji dan nab | of 0|4q 00| @ an | 00 | ngb | 51,001 ofbul 00
: Tunjangan | ulan | bu . ‘bu ulan - | an :
ASN la . a .
n n




Pemerintain Kota Malkassar

e = n = -

Urusan/Bidang/Sub " |, Bas ‘ S .
) : Bidang Urusan Indika(c;r elin | * 'Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan -
Kode: " | Pemerintahan/Prog: Kinerja e © s i C .
. ‘ ram/Keglatan din 202 - 3 SR S - -
Stibkegiatan . . T 4 |- 2026 _ | 2027 - | . 2028- ' 3 " 2029 . _|. 2030 _
Jumlah v 1 I ' . . ’
Dokumen . : .
Hasil ‘ 1 11 ’ ' 1
Subkeg. Penyediaan | Penyediaa 12 2 12 ] 12 |2 19587 | 12
1balql o | Administrasi n. Dok | Do | 1.959.95% Do | 1.959.74 { Dok | 1.959.74 | o\ | o oon | noy | 1:958.74
| ' 02 Pelaksanaan Tugas. | Administra | ume | ku | 8.200,0 { ku | 4.000,00 | ume | 4.00000 } ' | “"“55 | nen | #000.00
. ASN si 1n m - m | n n
’ Pelaksana | en en
an Tugas .
. ASN
dJumlah
Laporan
| Keuangan
Akhir
| Tahun
1 | SKPD dan - 1. 1
‘| Subkeg. Koordinast Laporan 1 : o
dan Panyusunan Hasil | s La | 407.106. | La { 407.106:
.] Laporan Keuangan Koordinasi P po 600,0 | po 600,00
Akhir Tahun SKPD Penyusun ]
an ) n . n
‘Laporan ¢ '
Keuangan
Akhir
| Tahun
SKPD .
Terlaksan .
anya
administr :
Keg. Administrasl 1 asl 10 '10 ‘ - _ :
{1213 Barang WKk barang 100 | "5 | 336.000. | o[ 336000, | 197 | 336000, | 190 336:00 | 1007 5qp g0,
acrah pada milik %1 % | ooo00| % |oo000” [ *]ooogo [ *[00000°1 % |.pog00
- .Perangkat Daerah -{ daerah ° ' o T O : 0 !
pada
perangkat
daerah

Indikator. . .
Sasaran

L]

Sasaran
o

Tuj u;n' ;

1 1.| 40710 1
Lapo | 407105 | Lap | 6.600,0 | Lapo
ran’ ! oran 0] ran

407.106. |

oran 600,00 :




Permerimrtah Kot Mo icasosome

=] S R s Urusan/Bldang/Sub :| Bas ST T s B . K s “
. . : N ) Bldang Urusan i elin | 5 Target KinerJa Progrim dan Kerangka Pendanaan )
Tujuan =| Sasaran lg:;l;ar:: " Kode Pemerintahan/Prog l'&?::;ar}gr e ' i u . L
. - ram/Kegiatan dan. - - 202 - i ] 1. ‘ : i i
L, . . ] . Subkegiatan 4 | 2026 1+ 2027 i .. .2028 + 2029, - 2030
) ) T Jumlah o : ) B i i ‘ o
Laporan.
-Hasil ~
Pembinaa _
Subkeg. Pefnbinaan | n, ) 12 12 :
‘ 2 | Pengawasan dan Pengawas | 12 [ La La 12 | 12 336.00 12
11211 Ué' 4 | Pengendalian an, danr ‘Lap | po | 336.000. | po | 336.000. | Lapo | 336.000. | Lap _00060 "Lapo | 336.000.
Barang Milik Daerah | Pengendal | oran | ra 000,00 | ra 000,00 ran 000,00 | oran : '0 ran 000,00
pada SKPD ian Barang n n
Milik -
Daerah
| pada . .
1 SKPD ! 1 .
Terlaksan |
anya )
. administr ' .
dalal 2 ::g;:::';;‘a'ﬁ"as' ash 100 10| s7e.e00. | "9 | 571,800, 100°| s71.800; | 100 6’353‘{3 100 | 571,800,
05 Perangkat Daerah :cae:egawa % | o | 00000f o | 000,00 % 000,00 % 0 % | 000,00 |
perangkat
daerah
1 Jumlzh’
Subkeg, Péngatian | Pakek 1o 19
ubkeg. Pengadaan *akaian | ) ; A
+lals] 2| 5 | Pakeian Dinas Dinas o0 | 2 | 133500 | 5, | 133500, } 1994 433500, [ 199 [ 13380 ) 180} 433500,
as beserta Atribut beserta 1 et ke 000,00 ke 000,00 ot 000,00 et ) ’D‘ t 000,00
Kelengkapannya' Atribut 1+ t )
Kelangkap
an ‘
1 Jumlah
| Pegawai
Berdasark
Subkeg. Pendidikan | an Tugas 52 - 152 1
otz ]s fean elatihan dan 2 | or | 438.300. | Or { 438.300. | . 52 | 438300, | 32 | 438300 52 458 300,
05 egawai Fungsi | O | 25 t “000,00 | an | 000,00 | ™" | “ooo,00 | Or@ | 00000 | Oran | Ta56 00
Berdasarkan Tugas yang ng ! . ' g * ng 0 9 !
dan Fungsi "Mengikuti g 9
Pendidika ‘
n dan
Pelatihan




Permerimntabh ota Makoassar

‘Urusan/Bidang/Sub ‘ Bas e : . )
. v Bldang Urusan . - elin “Targe? Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran I;:;':::‘r Kodo | Pemerintahan/Prog Irll‘lll:‘lza:;:r L:] L ) )
- | ram/Kegiatandan | - 202 T . i
) - Subkegiatan . 4 . 2026 .- .2027. . 2028 . 2029 . 2030
Terlaksan o : ’ ’
] Keg. Administrasi | 22 . 10 10 ' 831.03
1f214 2. Uimum Perangkat administr 100 0 990.825. 0 994.038. | 100 | 991.038. | 100 8.460.0 | 100 |"991.038.
06 | paerah asi pmum % o 400,00 % 460,00 Y% 460,00 % ’0 Ya 460,00
1 perangkat ° ° .
daerah
Jumizh
Paket
. Komponen -
Subkeg. Penyediaan ‘:.I?:::Egen 5 2 21 2 2 _—
1lz211 2, 1 Komponen Instalasi erangan Pak | Pa | 35431.0 | Pa | 35.646.0 Pak 35.646.0 Pak 35.646. Pake 35.646.0
06 ListrikPenerangan Bangunan | et ke 00,00 | ke 00,00 | . et 00,00 et 000,00 t 00,00
Bangunan Kantor ‘Kantor - t t
yang
Disediaka -
n
Jumlah !
Paket
. Peralatan
. dan 2 2. .
- Subkeg. Penyediaan ' : 2 .2 ‘ 2
1t2|1] Z | 2 | Peratatandan E:r’:e”gka Pak [Pal 742515 | 2| 742515 | Pak | 742515 | Pak | 74251, | Pake | 742515
Perengkapan Kantor Kantor ' t 00 St 00 et | 00 et | 500 t| 00
yang
Disediaka |
n
Jumlah
Paket
- . Peralatan 1 - 1 ;
Subkeq. Penyediaan | . 1 1 14 477.38 1. ‘
2. i Rumah Pa | 477.384. | Pa | 477.380. 477.380. r - 477.380.
11211 06 3 ;_I;eralatanRumah Tangga Pak ke 700,00 | ke 860,00 Pak 960,00 Pak | 0.960,0 | Pake 960,00
angga et - . et . et Q t
: yang : t . t :
Disediaka :
n . .
Subk Jumnlah ) 14 14 4
ubkeg, Penyediaan | Paket 14 : ‘ 14 14 25088 [ 1
11211 026 5 | Barang Cetakandan | Barang Pak Eea 2520687086 ig 253638006 Pak 25(%%8(?6 Pak | 0.000,0 | Pake 25(?6380%'
Penggandaan | Cetakan et t * 1 e et | * et 0]t '
‘ dan -

~ i e —

Ltk




Permoerimntah ota Molkassoar

T Urusan/Bldang/Sub ' | Bas L . ‘
. p . - | . Bidang Urusan’ ;elin | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendariaan
Tujuan -| Sasaran I;dlkator Kode Pemerintahan/Prog Illz‘g:ikatp i P - .
) A asaran : ramiKegiatan dan | KIPe2 | 205 1= — T I — .
T L ) ) L N "-Subkegiatan - - N - 2026 . 2027 . . 2028 . 2029 - | 2030 - . ¢
' ) Penggand - a 1 ’ ‘ ) .
X < . |-aanyang - : P A N
B Disediaka : ) |
n
s e Barradl | 4 4
ubkeg, Penyediaan - 4 Do | oo 4 . 4 4
11214 2. '8 Bahan Bacaan dan Dok. oy 20.880.0 ku 20.880.0 Dok | 20.880.0 | Dok{ 20.880. Doku 20.880.0
. 08 Peraturan | ume 00,00 00,00 | ume 00,00 | ume | -000,00. 00,00
Perundangundangan . al M1 m n f - men
. en . en
' Jumiah ) .
| Laporan . ‘ ‘
Subkeg. ] Penyeleng | ;0 ;0 ) . ?
L { ‘Penyelenggaraan- garaan 105 1 105 105 | " 132.00 | 105
1121+ gé 8 | Rapat Koordinasi Repat . [Llap | L2 | 132000 fLla (132000 % tapo | 13200 | Lap | 0.0000 | Lapo | 132000
-dan Konsultasi Koordinasi | oran | P ! P ' ‘ran ! oran 0] ran :
- SKRPD dan ra ra :
Konsultasi n n
SKPD
Terlaksan
.| nya
. n ¥ pengadaa
Key: Pensﬁglaan- n barang ) ) : ) .
‘ 2 Barang Milik milik 100 | 19 |10 100 1 100 |: 100 .
11211 ‘0'} ‘Daerah Penunjang daerah o 0 0,0 0 | 500.000. '_,,/ 500,000, o, " 500.00 | o 500.000. |
Urusan Pemerintah - °1 %. % [ 000,00 * | ooo,00 0.000 000
.Daerah penunjan . ) '
: ‘1 g urusan
pemerinta
h daerah .
Jumiah. .
T Unit ‘ ;
X Kendaraa
Subkeg, Pengadaan | n . _
2 Kendaraan | Peroranga 0 0 0 o B
11211 0.} 1 | Perorangan Dinas nDinas | Unit | Un. 0] Un 0 Unit 0 Unit 0 unt | .0
: atau Kendaraan atau it it ) T .
Dinas Jabatan Kendaraa
n Dinas
Jabatan
yang
. ) N

R

res .




FPermeaerintal Kota Mo bcons s

. | Urusan/Bidang/Sub Bas - o
' : : g Bldang Urusan elin. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan | Sasaran ';:;l;ar:: Kode | Pemerintahan/Prog. I;z::;a';:r ] 7 . L
., ram/Kegiatan dan 202 ] T o i S
A P A L . |- ‘Subkegiatan - | ; .4 |. 2026 2027 | . 2028 --. | . 2029 . 2030
1 ' ‘ , ) Disediaka il : o .
n
| Jumiah
Unit
. Kendaraa
- i Subkeg. Pengadaan | nDinas 0 : 0
2, Kendaraan Dinas Operasion .} ' 0 g 0o 10
1121 o7 '-2_ Operasional atau al atau Unit [lt"n #n 200'0&% Unit 200'000& Unit - zgoogg Unit 200.0{;)5)6.
: Lapangan Lapangan | X T ': .
: | vang
oo Disediaka
- . n
1 Jumlzh
Unit
Peralatan 22 :
) Subkeg. Pengadaan . 22 ) : ‘
t]2] 115 | & | Peralatan dan Mesin | danMesin | 222 12 0y2 |200000. [ 22| z00.000 {222 | 20000 | 222 | 200000,
: Lainnya yahgy el ol | Un - 000 _ 000 | 0.000 000
Disediaka ' 1 :
n
Keg. Penyediaan ;:;zz:ian
sl 2 =3 Penunjang penunfan | 100 | 0 | 300002 | 10| 3.000.92 | 100 [ 30992 [ 100 | 39939 | 100 | 309902
- 1] g urusan % | o | 5.120,00 5.120,00 % | 5.120,00 % -y % | 5.120,00
: Pemerintahan pemerinta % % : 00 . :
Daerah : hdaer;ah
' ﬂ:‘r;"’?:" ; - B 1z | 2 o 12
ilal4 2. 1 Subkeg. Penyediaan | Penyediaa | Lap o 18.000.0 o . 18.000.0 Lapo 18.000.0 La 18:000. Lapo - 18.000.0
08 Jasa Surat Menyurat | nJasa oran | P 00,00 | P 00,00 | "1 o000 | *| 000,00 pe 00,00
Surat ra ra ran oran ran
Menyurat n n

~e N A

[ALE L1




Permarintan Kota IViakossar

) < Urusan/Bidang/Sub " | Bas ]
Yojuan Sasaran Indikator i(ode ;'e?l::?ll:\ga :::‘s;:::og Indikator e::n .- Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
] Sasaran | TEE ram/Kegiatan dan Klnerja 202 e i — . i =
e Subkegiatan . .4 4 | 2026 . 2027 2028 2029 2030,
Jumlah nT o
laporan
“Penyediaa
: . Jasa 112 12 ¢
Subkeg. Penyediaan n : - -
italql 2| 5 | desa kominiasi ;"gﬁ;‘f’;:r lip 'F':) 729,680, '52 729.680. La;i 729.680. |1.§p Jﬁgé‘g |1_§po 720.680.
08 g:;nlt-nlt;:rlnj(aya Alr t Daya Alr oran | ra 000.00 ra +000,00 ran 000,00 oran 0] ran 000,00
’ dan Listrik n n
yang
Disediaka
n _
Jumlah
Laporan
Penyediaa
nJasa {3 3
... | Peralatan . ; :
- 2, Subkeg. Penyediaan | """ a0 |18 | qagaos | L3 | 434424 | 3| 434424, |3 | 134423 134.424. |
11211 3 | Jasa Peralatan dan {po po p Lapo. Lap | 4.100,0 ] Lapo
0B Perlengkapan Kantor Eeriengka coran | o 100,00 ra 100,00 ran 100,00 oran o | ran 100,00 |
‘ pan .
Kantor n n
yang
" Disediaka .
n_ . 'A
Jumlah
Laporan- "
Penyediaa 12 12
nJasa ' . . - _ :
ol 2] o | ubkes Ponvediaan | poayanan | 12 |18 | 221782 | 2 | 22t782 | 2] 221782 | 2| 22079 2 | 221782
08 yanan Umum 2p | po | Yoan.00 | PO | 1.020,00 | L8P0 | 71i020,00 [ L2P | 21.020. | Lapo | yig50 09
Umum Kantor Kantor oran | ra e - ra e ran T oran Q0 | ran S
| yang n n
Disediaka
n .
Keg. Pemeliharaan :e“:ksa“
Barang Milik emetinar | .| 10 - 10 e | 17787 '
11211 2. Daerah Penunjang gan 100 0 1.774.74 0 1.774.78 100 | 1.774.78 | 100 8.8 OOE) 100 | 1.774.78
09 Urusan barang % | o | 100000 . | 8.000,00 % | 8.000,00 % o0 % | 8.000,00
Pemerintahan milik ‘
daerah




Permerintatn Kotoa Malcassoar

R - 77+ 7 Vrusan/Bidang/Sub | . '} Bas T oL ‘
e | P i - _ Bidang Urusan S elin o Target Kinerja Program dar Kerangka Pendanaan
Tujuan | Sasaran | E:;:?:: 1 = Kode |. Pémierintatian/Prog 'I'l‘"::‘:ar}g" i e | Co T L g
"- ¢ | .ramegiatangan |. *I"eH9. [ o202 T — T .
. S N .. = - Subkeglatan - ‘1.4 |° 2026 "] - 2027 ..1° 2028 . . . 2028 .. 2030 . ..
Co ' - | penunjan : ’ :
g urusan
pemerinta |-
‘| han
Jumlah
Kendaraa
n .
Subkeg. Penyadiaan sgﬁlrggga 1 .
‘Jasa Pemeliharaan atau D
) Biaya Pemeliharaan Kendaraa 1 1 ’ g - o
11211 2. 4 | dan Pajak . nDinas 1 Un 42,6500 Un 42.650.0 1] 426500 | 1 42650, | 1 42.650.0
09 Kendara‘an Jabatan: - Unit it 00,0 it 00,00 | Unit 00,00 } Unit. [ 000,00 | Unit 00,00
’ - Perorangan Dinas . :
atau Kendaraan . ‘Isai‘gaihara '
Dinas Jabatan dan
dibayarka
n
-Pajaknya
Jurhlah,
Kendaraa
A n Dinas
Subkeg. Penyediaan | S%et:jston ] v
‘ Jgsa Pemelil:iaraan Lapangan 28 28 e
il2l1]2 ] 2 | Palk e earonan | yana 286 | ‘6| 100271} 6 | 1.00271 | 286 | 100271 [ 286 | 10027 I'ag5 | 1.002.71
. ' {09 Kendaraan Dinas - Dipelihara | Unit | Un | 0.000,00-| Un | 0.000,00 | - Unit | 0.000,00 | Unit | "0 | Unit 0.000,00 |
Operasional atau g%n Ha | 1 n -
Lapangan cibayarka. -
. n Pajak
) dan
| Perizinann
va

~ e —

itk




Permerimnrtahn Kota Mol o s s o e

NE — I e It :l._lru‘shnj'nldang!sm';j - Bas T e T - — e
ST i ' s . - Bidang Urusan o | oeline | “ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendaniaan o )
“Tijuan | Sasaran | 'fdikator, Kode ° - | PemérintahaniProg. ""“:::‘:r}:’ et T S o -
R Y ) " | ram/Kegiatandan { T < 202 o . N R ] SN
£t R PEE LRI SO S . Subkeglatanﬁ‘ . oot 4 k. 2026 oo.2027 .| - 72028 . *2029 ¢ " |. *2030° . -}
| . -} Jumlah ' b A
Subkeg. . Peralatan | 20, “l20- ) 1 528521 - _
ilali 2. 6 " Pemeliharaan . dan Mesin | 207 7| 528.524. | 7 | 528.524. 207 | 528.524. | 207 40060 1207 528.524.
09 .Peralatan dan Mesin | Lainnya Unit. | Un 000,00 |'Un 000,00 | Unit | 000,00 | Unit : ’0 Unit | 000,00 |
Lainnya 3 yang’ it it . ‘
: ‘ Dipelihara .
Jumlah
Gedt_mg
Subkeg. ‘E::tor . ' : . . ‘
ol 2| [ pemelharaanRehabi | pangunan {3 | 3| 200857, | 3 | 200904 | 3| 200904 |15 | 20098 o 200904,
09 d 9. ‘Lainnya Unit | ., 000,00 | . ‘000,00 Unit | 000,00 | Unit R 1 Unit ‘000,00
an Bangunan | yang . | L it s 0
Lainnya Dipelihara/
| pirenabiltt -
asi L
43 | 48 48 48 | '
, o U | 238930. | U | 238.930. | - | 238930, | U 238,93 48 | 238.930. |
if2f1]2 heg- Peninglaton nit | 815512, | nit | 815.512, :g‘r} 815512, :::; 0.815.5 | umit | 815512,
: . ey . Ke|® © 00| Ke oo [ 7% oo *0 [ 12,00 [ Kerja 00.
‘ ria ra | - . i . )
Ju'mlah
BLUD
yang | | ¥ 47 - 47 1 47
) Subkeg. Pelayanan Menyediak- Unit Un | 238.930. 4 Un | 238.930. Unit 238.930. Unit 238.93 47 | 238.930.
11211 16 1 | dan Penunjang an Keri it | 815.512, it | 815.512, Ke'l"j: 815.512, Kari 0.815.5 Unit | 815.512,
Pelayanan BLUD Pelayanan g Ke |. 00.| Ke 00 a 00 2 . 12,00 | Kerja 00
: | dan . rja rna ‘ :
Penunjang |
_ _ Pelayanan ’
PROGRAM Jumiah
‘Meningkatk - PEMENUHAN ibir hamil _
an Kualitas UPAYA yang . 10| 193.335. | 10 | 193.786. - 193.808. 243,80 ' 243.808.
Kosohatan [ Angke |4 12]2 KESEHATAN | mencapat | 192 1" ‘o | 207.587, | o [ e705%; [ T | 150677, | ) | a.7308 '"1}’ . 670.877;
Ibu.dan PERORANGAN ‘kan 1 % 00 % ‘00 ’ 00 °1 oo 00
Anak DAN UPAYA pelayana
. KESEHATAN n




Femoerimntah Kota Moalcoassoanr

Urusan/Bidang/Sub . | Bas | : o '
Bldang Urusan Indikator elin ) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode Pemerintahan/Prog Kinerja e . L e -
ram/Keglatan.dan 202 : i - A " =
. -Subkegiatan _ | 4 . 202" - 2027 . » 2028 . 2029 . 2030
MASYARAKAT kesehata |- 1 ‘ :
. n

Indikator

Tujuan | Sasaran ;
/ asarar Sasaran

Outcome Jumlah
:Meningkatnya ibu
kualjtas pelayanan bersalin
Persentase ) - kesehatan yang | 40 10 ‘
Persallnan ] perorangan dan mendapat | 100 o a 100 1 100 100
Di Fasllitas ) . masyarakat kan. % % | %. % % %
Kesehatan ‘ | pelayana | -
kesehata
]

| Jumlah
bayl bare.
Jahlr yang- !
mendapat | g9 | 10 10 | 100 100 100

kan 0 0
pelayana % % % . % %o %

n
kesehata
‘ n
Jumlah
balita
: yang _ |
Prevalensi ; mendapat | 4,4 1 10 10 100 | 100 100

‘ kan o | - 0 0
Stunting pelayana. % o o % % %

n
kesehata
n
Jumlah
Cakupan- anak

Menurunka | Penemuan pada usia’ - 10 10

n Penyakit | dan ' | pendidina { 19| o 0 e A% e
Menular pengobatan ndasar o ° ° -
TB N | yang
mendapat

% %




Permorimntahn Kota Makassoare

‘Urusan/Bldang/Sub’ Bas | ' _ B i .
Indikator’ ‘ Bidang Urusan Indikator | ©li" Target Kinerja Program dan Kerarigka Pendanaan
Sasaran Kode :Pemerintahan/Proy Kinefja e | ) e —
‘ ) RoSgran ‘ | ramiegiatandan § - 202 T 1

BTN EES T L | Subkegiatan _ | 4 | w26 | 2027 0 | 2028 | ¢ 2020 | 2030 . |
. : ‘ e — = — - ‘ -

pelayana
n -
"kesohata
n

Tujuan | _,'$asamn

Angka Jumlah .
Keberhasian Warga | 10 10 100 | 100 100
Pefigobatan Regara' o % % | % %
B . usia ° ° . )
N produktif
1 yang | 828
mendapat | 8%
kan
- pelayana
n
kesehata
n
Jumlah
‘| Warga
| Negara
usia, :
lanjut ‘ ) . i
ying ‘036 | 10 " 100 100 | 100
‘| 'mendapat | 1% % by % % %
kan ° ?
pelayana

In
4 kesehata
In
Jumlah
Warga
‘Negara
penderita ' )
hipertensl { 83.5 | 12 10

100 100 100

usia 15 6% o o % % %
tahun ke % % |

atas yang
mendapat
kan

hreitikeul

‘d{[ S



Pemerintah Kota Malkoassoae

| ‘Urusan/Bidang/Sub - | Bas® ) )

Indikator K‘ Bidang Urusan IndiXator ~elin | - . Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran ode Pemerintahan/Prog Kinerja |

: o ram/Kegiatan dan | 202 - i .
R LI | L . _*_Subkegiatan ‘ 4 | 2026 - 2027 . . . 2028 . 2029 .. 2030
- i ) ; ‘pelayana ‘ :

n
kesehata
n

Tujuan' | Sasaran

Jumlah )
| Warga 1] b 100 100 100
i egara . o, .0 o,
‘ ~perg|derita % % % %
diabetes : :
. melitus
usla 15
tahun ke 12}1
atas yang °
mendapat
kan:
pelayana
n
kesehata
In
Jumlah
Warga
Negara
‘dengan
{ gangguan
{:::g"“’“' 100 | 3 " 100 100 100
mendapat % % " % % . % %
kan ’ '
pelayana
n
kesehata




Pemeaerimntah Koto Maoakoassar

. T i o ) | RS oo - <UmsanI-B!7dangSub- C " | Bas o . T

' Indikator " . ‘Bidany ‘:n:jari A Indikator | elin |- ‘Target Kinerja Program dan Kefangka Pendanaan .
Sagaran Kode Pemerintahan/Prog Kinerja ' : an
L, : o . ram/Kegiatan dan '
S . | " . 2| - - : Sihkeglatan

T4 4 2026 | 202y . 2028 2029, _2030

Tufuan | h Sasaran

Jumiah
Warga
Negara

'| terduga
tuberkulo : .
sis yang 100 13 13 , i0¢ .| 100 100
mendapat || % o o%.- "% % %
‘kan ° o o

pelayana-

n
) keschata
; . ) n .
Jumiah
Warga -
‘Negara .
| demgan - )
risiko
terinféksl |
vitus : . . ) 1
yang . ' .
melemah . )

kan daya '
tahan | . .
tubuh . 100
manusia | %
(Human |
Immunod
eficiency
Virus)

1 yang

' mendapat
kan_
pelayana
n
kesehata
n

10 |1 100 100 | 100
s, o | -% - % %
% 1 % '

L




Premearimtoh Kotoa Malkoass e

Urusan/Bldang/Sub "] Bas | . R e
) ‘Bldang Urusan . elin | - ’ Target Kinerja Program dan Kerargka Pendanaan
Tujuan | ‘Sasaran l;:;';?_;‘: Kode. Pemerintahan/Prog. ""('::::‘:,}:r‘ e | . ' L .
w . - ram/Kegiatan dan - 202 7 ] - - o ‘ j
) P .. Subkegiatan L 4 | 2026 . -2027 - 2028 2029 2030 .
) Tersedian : 1 o
.ya
Fasilitas
‘ Keg. Penyediaan Pelayana
: Fasllitas Pelayanan | n ' : _
2 Kesehatan untuk Kesehata 100 { 10 | 47.001.7 | 10 | 47.001.7 100 47.001.7 100 97.001. 100 97.001.7
112]2 ‘oi UKM dan UKP n untuk ey 0| 95.277,0| 0| 95.277,0 o . 85.2717,6 % 795.27 | o 95.277,0
: Kewenangan UKM dan 1 % 0| % [ ° 0 *} 700 ? 0
Daerah UKP .
KabupatenKota Kewenan
gan
| Daerah
_ | KabiKota
Jumlah
Pusat ]
Kesehatan T
: Subkeg. 4 15.739.8 | 1 15.739.8 ' :
2 : Masyarak | 4 . 1 15.739.8 | 1 40.739, | 1 -40.739.8
1121201 2 Eﬁ;’,‘(‘;i’;?::a“ at onit | U7 75267-3 i‘lJ“ 782670 | Unit | 76267.0 | Unit | 875.26 [ unit | 752670
‘ (Puskesm 0 7,00 0|
as) yang ' ' '
- Dibangun
Jumlah
Sarana,
Prasarana
dan Alat
Kesehatan
Subkeg. Rehabiftast | 3279 5 |3 647,565
2. .dan Pemeliharaan : - . ‘ 647.569. | 4 647.569. | 2 . 3 647.569.
1122 o1 | ' [ Fasitas Kesehatan | Diakukan | Unit -Un | 647.869. | Un § “450,00 | Uit | 150,00 | Unit 91500 1 gt | 150,00
Lainnya lehabl]lta it 150,00 | it 0
si dan
Pemelihar
aan oleh
Fasilitas
-Kesehatan
Lainnya
E

Whrribkaner)




Fermeaerintahn Kota Molkkassoar

I — —— UrsanBidangsum | —Tes T _ . — - -
L e Bidang Urusan s o | ellm |7 ; " Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan -| Sasaran: Ig:;:‘:::: Kode - Pemerintahan/Prog ~I';":qulgr e | . CF T ) . L
5, g | ram/Keglatan.dan nerj: 202- PR I B : X T s N
P ) S : “Subkegiatan. . 4 |- 2026 ). . 2027 " | .- 2028, _ = 2029 . = 2030 ..
! . Jumlah o ' ' o
Alat
Kesehatan
Subkeg, Pengadaan ﬁlazhnjang' ‘ . . :
Aalal2 | Qféﬁ:ﬁgmﬂa‘ Medik 25 | > | 290208 5 | 2032085 | 2s3208|2 |[232015 2.932.08
0. Eastli N Fasiltas: | Unit | . 3.800,00 | . 3.800,00 | Unit 3.800,00 | Unit “an | Unit | 3.800,00
“asilitas Pelayanan . it it . 00
Kesehatan Pelayanan
Kesehatan :
yang
Disediaka:
} n
Jumlzah
Alat .
Kesehatan ‘ N
Subkeg. fAlat
Pemeliharaan'Rutin, | Penunjang . '
dan Berkala Alat ‘Medik 127 27 | . 732,77 S
1]2]2 31" 20 | KesehatanAlat Fasiitas [ Unit | Un | 732775 | yn | 732275 | 2T | 722075 | 27 | 50000 | 7. 7362657056
Penunjang Medik Layanan it S it ? i ' 0 "=
Fasilitas Pelayanan Kesehatan :
Kesehatan { yang
“Terpelihar
. a Sesiai
Standar
Jumlah
Rumah
sakit yang
ditingkatka
‘| nsdrana,
~{ prasarana, ‘ . i . -
Subkeg. alat " 1 1 ; :
2. b 1 10.417.6 104176 | 1 104176 | 2 35417. | 2 35417.6
V1212 |01 |22 | Rengembangan | kesehatah |y | Un | g2.600,0 [ 27 |'62600,0 | Unit | 62600,0 | Unit | 66260 | Unit | 62.600,0
umah Sakit dan SDM it . it : p
0 o 0 0,00 ot
agar .
sesuai
| standar
jenis
| pelayanan
rumah

"l

2, I —




FPermerimntahn Kots MMalkassmaer

‘Bas

‘Qrusanlih_langlﬁuﬁ ) . :
elin. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

: Bidang Urisan
. Kode " Pemerintahan/Prog | I'I-'('::‘k;:;:r
‘ ram/Kegiatan'dan : | 202 N _ . ) T
Subkegiatan 4 | 2026 / 2027 < | 2028 2029 . 2030
sakit i . : '
-berdasark
ankelas - |
 rumah .
sakit yang.
memenuhi
rasio
tempat
tidur
' terhadap
jumlah
penduduk
minimal
1:1000
dan/atau
dalam
rangka
‘peningkat
an
kapasitas
pelayanan
{ rumah
-sakit
Jumlah
Obat,
Bahan
Habis
Pakai,
Subkeg. Pengadaan | Bahan
Qbat Bahan Habis Medis
| Pakai Bahan Medis Habis & 16.351.9
23 | Habis Pakai Vaksin Pakai, . | Pak . 41.100,0
1 Makanan dan VakKsin, et 0
Minuman di Fasilitas | Makanan
Kesehatan dan
Minuman
1 di Fasilitas
Kesehatan
yanhg .
| disediakan

Indikater

Tujuan -| Sasaran Sasaran

163519 |6 | 163519 |6 | 16351.]8 | 163518
41.100,0 | Pak | 41.100,0 | Pak | 941.10 | Pake | 41.100,0 |
: o] et 0| et 0,00 | t 0




Pemarimtath Kota Moaloms sanr

. n _ — T Urisan/Bidang/5ub T Bas T e e —
P : ' t . Bidang Urusan : elin Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan - Sasaran, - }. I;:;l;::;r Kode | Pemerintahan/Prog. I-';(-‘::Ik:l;:r. e | s . s L .
o ‘ L e | ram/MKegiatandan |° ™ 202 | j i L . 0 T il ]
L MR PR T o . ] . ‘Subkegiatan, L 4 2026 | 2027 - [ .. 2028 - 2020 . |.. 2030
— - Jamiah ———i - - :
distribusi . -
.A]at : X . s 4.
" Kesehatan 1 ' ’
Suskeg. Distribusi | 5P
Alat Keselgatan Obat Habis :
‘ Bahan Habis Pakai | 47 | - , 47 ‘
' 112tal 2| 5| Baban MedisHabis | F2Kah 14T 1 pg [ 170888, | Pa [ 170888, [ AT | 170.888 | BT | J7T988 (47 | 470888,
01 Pakai Vaksin Madi : ke 360,00'| ke | 360,00 | 360,00 R 360,00
Makanan dan ecis et 1 t ot o et ot ‘
o - Habis i
Minuman ke Fasilitas Pakai . .
Kesehatan 1 vaksin,
‘Makanan
ke
Fasilitas
Kesehatan
Tersedlan
ya
layanan
Heg. Penyediaan | keschata : ,
.| Layanan Kesehatan | n untuk . ) : : o o ‘ . ) k
dafafz| | moiiarae™ |G | o |10 acen | 10} usoo. | igg | o | sgo | fios2 ). s | ot
“lo2| UKP Rujukan - UKPRuju. % | . paii g § *anl %l T T adl %l Cann % " an
s ; % 00| % 00 00 00,00 1]
‘ Tingkat Daerah kan . 1. ™
KabupatenKota Tingkat
Daerah
Kabupate
n Kota
1 Jumlah
) : }l‘:; Hamil o7 27 . ‘
j | subkeg. 3 et | 2717 - 93 2808 282 | pes s | 1396 :
11212 - 2, 1 | Pengelolaan Kan Pal 1254 |6 - 2856.50 | 4 | 289650 | 3 2.856.50 | 22 08.a00. | %9 2.856.50
] 02 Pelayanan ) Pelavanan Ora | Or. 8.800‘00 Or | 8.800,00 | Oran | 8.800,00 | Ora : 00’ OCran | 8.800,00
Kesehatan Ibu Hamil Ke'seyhatan ng an | " an g ng q
| Sesuai 9 g
Standar

Pt

Tl esee et




Pemmerimntan Kota Malkass o

Urusan/Bidang/Sub | ’ Bas .
L Bidang Urusan . " elin Targef Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan’
Tujuan Sasaran ""s':;';?_::: Kode | Pemerintahan/Prog Irl"'::g:;:r e B
. ram/Kegiatan dan 202 ] - i : ] i S ‘
Subkeglatan. - 4 2026 ' 2027 " | 2028 - .- 2029 2030
Jumlah ) : : ' :
Ibu ‘ .
el Bersalin : 25 28 -
| Pongerizan yang | 251851 | &8 2680 269 | 15160 | 1333
11212 2. 2 | Pelayanan Mendapat | 145 | 4 1.916.91 4 1.916.91 6] 1.916.91 | 39 1:‘2606 51 1.916.91
02 Kesehatan lbu | kan Cra | Or 2'600.00 Or | 2.600,00 | Oran | 2.600,00 | Ora . -06 Qran | 2.600,00
Bersalin Pelayanan | ng an e an g ng g
Kesehatan o] g
~ Sesual
' Standar
Jumlzh
Bayi Baru- 25 5
Subkeg. Lahir yang ‘ . o
2 Pengelolaan | Mendapat 16%5 ?5 - 39 - 528,665 255 528,665 20| s2mes | 3370 1 sope05
112]2 Oé 3 | Pelayanan kan * | Ora | Or 528,623, Or 060 Od Oran adooci Ora 5.000,0 Oran 060 06
Kesehatan Bayi Baru | Petayanan i 000,00 ' ol ' 0 ‘ !
Lahir Kesehatan { "9 an an 91 ng 9
Sesual g g '
Standar
Jumlah
-| Balita 11 1 | ‘
- Subkeg. o apat | 9424 25 1127 12 | L, 005638 | ,
11212 2. 4 Pengelolaan kan p 804 81 97.047.8 81 114.666. 81 114.666. | 981 600b0 05 114.666.
02 Pelayanan Pelayanan Ora | Or .UO 6—0 Or 000,00 | Cran 000,00 | Ora : '0 Oran 000,00
Kesehatan Balita Kesehatan | 9 an ’ an ’ g ng g
Sesual 9 g
Standar
“Jumiah
Anak Usia
Subkeg. E%?s'glrka 19|12 19 :
; . - Pengelolaan yang A7 78 -78 1978 197 571.82 8880
1{2]2 n 2. 5 Pelayanan ) Mendapat 9 12 470.136. . 12 | 571.824, 12| 571.824. | 812 | 400'00 60 . 571.824.
02 Kesehatan pada kan Ora Or - 16006 Or | 000,00 | Oran 000,00 | Ora ' '0‘ Oran 000,00 |
ngafandldlkan Petayanan | ng Sn gn g ng g
Kesshatan
Sesuai’ .
Standar.

~ i

PRty




Pemorintabh i ota Moalcassoar

I o Urusan/Bidang/Sub i Bas | . e . ]
' " | - Bldang Urusan elin [ Target Kinerja Program.dan Kerangka Pendanaan =
Tijuan Sasaran ';::;‘::,:: Hodo Pemerintahai/Prog: Ir;(«li:‘lg:;:n e | . ' L . '
- ( = ram/Kegiatandan | 2602 | - | N T i
L . L Subkegiatan . 4 L. 2026 | 2027 - | - 2028 2029 | 2030
: ’ ’ Jumilah ' i ' ]
Penduduk
-| Usia
Subkeg. '| Produktit % | 3% T 9714 { a7 4857
' 2 Pengelofaan yang 923 | 76 76 | 131306 | 76| 131306 476 | 13130 | 380 | 1.313.06
1(2]%]oz| 6 |Felvanan . fMendapat |4 | q [ 12980016 | 4500000 | Oran | 4.000,00 [ Ora | 84%% [ oran | 4:000,00
Kesehatan pada kan Ora an 7.200,00: an e g T ng 00 9 o
Usia Produktif | Pelayanan | ng
Kesehatan 9 g ’
Sesuai
N ’ . Standar
"] Jumlah
T Penduduk
‘Usia
. 15 15 |
2. 22222?""33“ ‘;Zsjgm o o~ o0 | 186000 | 18 | 185000 | 788 | 18600, | 88 | 185000
122 o2| 7 [Foayanan Mendapat 13 | o | 1860004 o ' o500 y oran | 00,00 | Ora | 000,00 | Oran | 00,00
- esehatan pada kan Ora . 0,00 "an n :
Usia Lanjut Pelayanan ‘{ ng an g 9 g
Kesehatan | 9 9 y
Sesuai T '
Standar
i 1 Jumlah
Penderita | ' ‘
Hipertensi | 33 "33 | ‘ i
ggggﬁ%laan yarig 2|38 | 56 | 3375 339 | 1878
11212121 8 | Porvanan Mendapat | ,“° 183 | 4oqia, |62 | 366780 | 68 | 36.678.0 | 366 | 36.678. | 686 | 36.678.0
02 | Kesgﬁatan benderita | ka0 o 197 | o000 | O 00,00 | Oran 00,00 | ra | 000,00 | Gran 00,00
Hipertensi Pelayanan ng' an- ' an g ng g
1 Kesehatan g g .
1 Sesuai
Standar.
. Jumlah
: : Penderita 27 . 27
ke, Diabetes 26 | 23 40 2755 277 1368 |,
112l2 2. 9 Pela%anan Melitus 1710 | 8 30.443.4 1 33.500.0 7 | 33.500.0 | 03 33.500. | 73 33.500.0
02 Kesehatan Penderita | Y29 Ora | Or ‘00‘60. Or 00,00 | Cran 00,00 | Ora 000,00 } Oran | 00,00
Di " Mendapat {1 ng | an ' an . g | ng g
iabetes Melitus kan I .
g g
Pelayanan

~a

itk o




Pemaerintoh Kota Malcassar

-‘-_I.lrusénlﬂ.idangISuB ' Bas — - —

. ’ i Bidang Urusan elin Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan ~ |- Sasaran ?:2;?::: Kode Pemerintahan/Prog "I'(‘::\I:;}:t e .
. - ram/Kegiatan dan | 202 7 T 1 . : T
.- Subkegiatan . 4 | 2026 2027 - | 2028 . " 2029 : 2030
Kesehatan . :
.| Sesuai ' )
Standar | ’
Jumlah
Qrang
yang
| Subkeg. o 35 37 '
Pengelolaan Pelayanan 33 P a5 | 3032 412 ) 1877
1lal2 2. 10 Pelayanan Kesehatan 74 or | sses7s | or 88.987.8 Oran 89878 | 2 88.987. | 1 88,987.8
02 | Kesehatan Crang Oran Cra an ‘0060 an 00,00 | ° a 00,00 | Cra | 800,00 | Oran 00,00
. dengan Gangguan denggn ng g ! g ng lg
Jiwa Berat " Gangguan :
Jiwa Berat
Sesuai
Standar
Jumiah
Orang
Subkeg. | perduga 33 | 28
Pengelalaan Tuberkulo 43 112 43 . 2508 225 1479 N
1122 2. 1 Pelayanan sls yang 19 |2 20.043 5 8 32.253.8 4| 322538 | 47 32.253. ] 37 32.253.9
02 Kesehatan Orang Mer)\rga at Cra | Or '00 60 Or 60,00 | Oran 80,00 | COra 960,00 | Oran 60,00
Terduga ) kan P ng an . ' -an g ng g
Tuberkulosis Pelayanan g g
‘Sesual
Standar
| Jumiah
: Orang. . ‘
Subkeg. Terduga 143 43
Pengelolaan 1 Menderita 42 1 28 28 4328 | 432 373.19 4328
11212 2, 12 Pelayanan HIV yang 475 |7 359,008 7 373.195. 7 373.195. | 87 500b0 7 373.185,
02 Kesehatan Orang Mendapat | Ora | Or " 06006 Cr 000,00 | Oran | 000,00 | Ora : '0 Oran 000,00
dengan Risiko kan ng an ! an g ng g :
Terinfeksi HV Pelayanan . g g :
Sesuai
Standar

~e . —

:-’rlll




Permerintah Kota Moo ssoar

, Urgsaﬂﬁldanglﬁub 1 Bas |- B : o
: Ll { . Bldang Urusan elin. *  Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
3 ‘ Indikator : . . Indikator : -
Tujuan Sasaran Sasaran Koda. Pemerintahan/Prog Kinea |- e _ I —
.| ram/Kegiatan dan ! 202 B ‘ . : ‘ )
) Subkegiatan. | - 4 | 2026 - : 2027 - - 2028 - | . - 2029 E 2030 .
: Jumlah ) - : . - ) T )
Dokumen
Hasil
Pengelola
an
Subkeg. 3 . ‘ :
Pengelolaan : Eelay:r;an 3 53 | 53 1 53 53 .
| Pelayanan bag | Dok | B Do | 50.046.0 | Dok | 20.046.0 | Dok | 20.046. | 22, | 20.046.0
t212] 02|13 g:ﬁgﬂgﬁ‘;’aﬁ Penduduk [ ume [ K4 | 20-048.0 T ku 1 “g560 | ume [ * 00,00 | ume | ‘000,00 [ B4 00,00
Kondisi Kejadian "f(ii?iisl' n en en n {"
Luar Biasa KLB Kejadian
‘Luar Biasa
{KLB)
Sesuai
Standar
Jumlah
Dokumen
: Hasil
Subkeg. 6 16
_ ) Pengelola | 6 6 6 ‘ .
ilalad 2| s | engsiclaan “an Dok | D2 5 orese | o0 f 227686 | Dok | 227686 | Dok | 22788 | 8 | 2276.86
| 02 |, Ke séy:atari Gizi Pelayanan | ume m 5'960l00 mn 5.960,00 | ume | 5.960,00 | ume : 0—6 - men £.960,00
Masyarakat .g?zsiehatan " len] en n n . ’
T Masyarak '
at. .
Jumlah
Dokumen
Subkeg. 1 Hasil 7 7 7 7 "7
Pengelolaan | Pengeldla | ; Do Do o 34529 | 7 ‘
1|2 2] % | 16 | Pelayanan an Dok | ku | 345200, | ku [ 349.299. | Dok | 345299 | Dok  ga50,0 | poky | 349293,
: Kesehatan Kerjadan | Pelayanan | m 300,00 | m ! T 1a ‘ 0 .| men S
: Olahraga . ‘| Kesehatan en en .
- Kerja dan .
Qlahraga
kY

Y E—

creifticnnl

-




FPermerintah Mots Malkassar

‘Urusan/Bidang/Sub | Bas e 0
‘ Bidang Urusan elin Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran ‘ I;:;ﬁ:: Kode Pemerintahan/Prog ||:(‘:::‘::;:T I L A )
. B . ‘Yam/Kegiatan dan 202 o i T - T )
. . ) ) Subkegiatan 4 2026 ‘ 2027 . | 2028 2029 - 2030
] - Jumtah B 1 S
o Dokumen ’ i
h gmke?'l hevgeicta 16 15 . 6 6 241.90 | 6 :
engelolaan Pengelola 1 Do o = R ‘
1|2|2| % | 7 | pelayanan an Dok 1 ku | 241.908. |k [ 2200 | Dok |- 248808 | DOK 1 6.000,0 | Doku 241908,
Kesehatan Pelayanan n |m 000,00 | m = n ' n 0] men !
Lingkungan Kesshalan | en en
Lingkunga
n
Jumlah
Dokumen PR ¢ 1 :
Subkeg. J Hasil 1 | Do Do 1 1 1 24006 F1 _
1]212 2 18 "Pengelolaan Pengelola | Dok ke | 240964 | ku 240.964. | Dok | 240.964. | Dok 430b0 Doku 240,964,
i 02 ‘Pelayanan Promosi an ume m 360 06 m 300,00 | ume | 300,00 | ume ) '0 men 300,00
Kesehatan Pelayanan | n en 4 en n In - i :
Promosi ; :
Kesehatan
Jumlah
Dokumen
Hasil ]
Subkeg. Pengelola
Pengelofaan o ' :
Pelayanan Eg?g;:;?‘ 12 %0 %0 ’ 2 2 2
1l212 2, 19 ‘Kesehatan | Tradisiona Dok w | 884559 | ku 88.455.9 | Dok | 88.455.9 | Dok | 88.455. Doku 88.455.9
02 Tradisional I ume '00,60 m 00,00 1 ume 00,00 | ume | 900,00 men 00,00.
-Akupuntur Asuhan: }'\ku t n ! n n
Mandiri dan puntur, en en
. . Asuhan
Tradisional Lainnya Mandiri
dan
Tradisiona: |
I Lainnya
Jumlah . ‘
Subkeg. Pokumen 1g |8 - - Y 8 o res0n |
| P 2 Pengelolaan Dok k 56.035.1 Dok | 77.690.0 | Dok 77.690. . S 77,6900 T
11212/ g2 | 2| survellans Pengelola | yme [kt | 5108121 1 50,00 | ume | 40,00 [ ume | 040,00 Dok 1 " an,00 |
Kesehatan Surveilans { " en en n n
Kesehatan

A E—

Were U e




Permarimtoabh Kota Malkass ar

Urusan/Bidang/Sub Bas
1 Bidang Urusan : " | elin Target Kinerja Programdan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran l;:;';:ta‘: Kode Pemerintahan/Prog Ir;:il:ato d e . ‘ : . . :
' . ramfKegiatan dan nerja 202 | T i e ) i R
Subkegiatan __ ~ .4 )] ' 2026 _ | 2027 P 2028 . 2029 2030 .
Jumlah h :
Qrang
Subkeg. dengan
Pengelolaan Masalah 24 24
Pelayanan KeJiwaan 240 | O 0 240 240 240
1]2|2|Z |21 | kesehatanorang | (oDMK) [ ora [ or | 421850 | or | 421700 | oran [ 42700 | ora | 4270 f oran | 424700
) dengan Masalah ‘] vang ng an 00,00 | an ! g - ng ! g '
Kesehatan Jiwa 1 Mendapat g g
ODMK kan
. Pelayanan
Kesehatan
Jumtah )
Penyalahg
_Subke?. nna ) 3 33 . ‘
Pengelolaan APZA 54 ' : 35 ; 37 39
112]2 gz 22 | Pelayanan yang Ora grl; 52,293.6 aor: 52‘33668 Qran | 52%3%3 COra %20‘390% Oran 52.%3663
Kesehatan Jiwa dan | Mendapat | ng 00,00 ' g ! ng ' g !
NAPZA kan g §
Pelayanan :
Kesehatan .
Jumlah ) i ) o o
Dokumen
. Hasil
Subkeg. Pengelola | g I 3
Pengelolaan Upaya an Upaya 3 Do Do 3 3 15
! 1]212 2. 24 Pengurangan Risko | Penguran | Dok w | 21.053.2 | ku 21.053.2 | Dok | 21.053.2 | Dok | 21.053. Doku 21.053.2
: 02 Krisis Kesehatan dan | gan.Risiko | ume hrs | 00,00 | ume 00,00 | ume | 200,00 00,00
Pasca Krisis Krisis n m 00,00 | m n n men
Kesehatan 1 Kesehatan en‘_ en
dan Pasca
Krisis
Kesehatan
Jumlah
Dokumen ’ 10 | 10 } _
Subkeg. Pelayanan | Hasil 10 Do | Do 10 10 28982 | 50
11212 2. 25 Kesehatan Penyakit | Pelayanan | Dok ke | 261274 | ku 2896.23 | Dok | 2.897.79 } Dok 35 526 Dokuy | 2:898.23
02 Menular dan Tidak Kesehatan | ume PPy 3.520,00 | ume | 8.520,00 | ume Baiety 3.520,00.
' Menular Penyakit n M 1.960,00 | m n n 00 | men
Menular en en :
dan Tidak

Tl

har ity




FPemoerintah Kota iMalcass e

“ Urusan/Bidang/Sub ) | Bas : o
. . . Bidang Urusamn _ | elln "~ Target Kinerja Program dan Kerangka.Pendanaan
Tujuar " | . Sasaran "s'.:ggz‘:l: Kode _ Pemerintahan/Prog |- l';(':::;:r e . -
' ' : - ram/Kegiatandan | - 202 [~ — AR A T —
ERN ; o . I . -Subkeglatan - 3 4 o 2026 C 2027 . .. 2028 . 2029 2030
T ‘ Menular j ‘
| Jumilah
. Dokumen )
Hasil 1 1
Subkeg. : 1 _ . 1 1 . .
2 Pengelolaan IPenga!ola Dok Do 118.863. Do | 118.863. Dok 118.863. . Dok 118.86 | 1 118.863.
11212 02 26 Jami an ) ku ku | 128.800, 128.800, 3.128.8 | Doku | 128.800,
. . Jaminan Kesehatan Jarit ume 128.800, oo | ume a0 1 “me “ao00 00
Masyarakat | waminan n m . oo™ n n d men
; )| Kesehatan en en
' Masyarak
at
Jumlah
Orang *
yang
Meanerima
| Layanan
- Subkeg. Deteksi Dini | DEteks! 1 1
o Penyalahgunaan 110 |0 . ]0 10 110 110
12| 2| % |27 | napzadi Penvalahg | ora | or | 16.8435 | or "6-33363 Oran | 168338 | orp 136634036 Oran '16'33363
’ Fasyankes dan~ . | ng an 00,00} an A B g 7 ng o g T
Sekolah NARZA di g g
- Fasilitas
Pelayanan
Kesshatan
(Fasyanke
4 s).dan
] Sekolah
Jumlah
Subkeg. Spesimen
: gengambilan dan 'Eenyak;itl ‘50 - 50
engiriman | Potensia 50 50 50 150
t|2|2| 2 | 28 | SpesimenPenyakit | Kejadian | Pax | P2 | 870240 | P8 [ 879400} pg | 886300 | by | 89320 by, | 886300
Potensial KLB ke Luar Biasa | et t 0,00 t ? ot ! et i t : ! '
Laboratorium (KLB) ke :
RujukanNaslonal Laboratori
um

R e e o B

~e ) 2

keiticaal -




FPemarimtain Kota Viakoassaae

T - | . .- [ UrusanBidang/Sub J Bas T R R

" Indinator Kode - l;ﬁid:nga!dﬂﬁgn | Indikator: || &0 " Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan .
Sasaran Rode: emesintahan’Prog | pononn . . . . , e

. , vasaen ., | ramiKegiatan dan :

NEVSEIELY (NIt B - i .t | . Subkegiatan -

Tuj;_lgnf | -sasaran _
4 | . 2026 “p oo 2027 ~o. 2028 - |.- 2029 ) 2030

Rujukan/N
asional
yang

| Didistribus
1 ikan

Jumlah L .
] Dokumen s | 15 .
" | Subkeg. Hasil 15 1o Do 156 ) 15 543.34 | 15
2. 29 _Penyelenggaraan Penyeleng | Dok ke | 543348, | ku 543,348. | Dok | 543.348. | Dok 8'7060- Doku 543.348.
" | KabupatenKota | garaan "ume 'm‘: 76006. m 700,00 | "ume 700,00 | ume ’ ’0 men 700,00,
. Sehat ‘Kabupaten | n en S en
- fKota
- Sehat
Jumlah
Fasilitas
Petayanan
Kesehatan
(Fasyanke :
| siyang - { - ' .
Melayani : .
Konsultasi
1 Jarak
Subkeg. Penyediaan | Jauhantar . 47 47
Telemedicine di - Fasyankes | 47 un | 247208 ‘Un
Fasilitas Pelayanan Melalui Unit it 4'220'00- it
Kesehatan | Pelayanan i |
1 Telemedici
| ne untuk
Mendapat ‘ )
kan Akses | -
Pelayanan
Kesehatan
yang |
‘Berkualita.
1s :

247398 | 47| 247308147 | 24739 147 | 247398

440000 | Unit | 4.40000 | unit | 849G ) unit | 4.400,00

30




Pormaorintoah ota Moalkcassaoae

» ey, | i,

‘ PN N =T ":yrusankaidangfsuﬁj i [ Bas | - T © - ]
Toun | Swwn | BHGS|wose | pemetniompr | e | | TOUTRRIRRIREERTION
’ Y A o : . | ramKegiatandan |. vnet2 | a02 i N R A ; T =
LRy - A I Sulikeglatan'. . 4 | - 2026° L2027 .} T 2028 2029 | 2030. .
) ‘ : - .| Jumlah B | ' ; )
| Dokumen - 47 47 14 o . a7 | 47 | .
A2 | .. | Subkeg. Operasional [ Operasion |y, | Do Do I'7099.93 | Dok | 7.099.93 | Dok | 20999147 1 709903
11212 02 33 |- Pelayanan al ume ku | 7.099.93 | ku 200000 | ume | 200000 ume 32.0Q0, | Doku 2.000.00
Puskesmas Pelayanan n m 200000 f m | =7 n e n " 00 | men 5
1 Puskesma. ‘en en B
Ts
Jumlah
Dokumen’ 4 1
Operasion | 1 i 1 1 non |
2. | ., | Sudkeg. Operasional |, Dok |Po ], Do | 00204 | Dok | 2.002.04 | Dok | 29020 11} 2 002,04
112}2 02 34 | Pelayanan Fasilitas Petavanan | ume ku ] 2:002.04 | ku 0.00000] ume | 000000 | ume 40.000, '| Doku - 0.000 00
- Kesehatan Lainnya 'F'asil'!rtaS' - m- { 0.000,00 f.m | Y b I o 00| men [ 7%
“ ’ Kesehiatan | en e :
Lainnya. T .. :
Jumnlah
. Fasilitas
Subkeqg. 1. .
: Kesehatan : s .
falal2]as f\:::’é?taa';?ggsmtas yang a7 [ | sosest f;f‘ 203.831. | 47 | 203.831. | 47 fggfg 47 | 203.831.
1 102 ‘Kesehatan di | Terakredit | Unit it 960 06 it 900,00 | Unit |. 900,00 | Unit ) !O Unit 800,00 .
: asidi ‘ ' -1 R . . ‘
KabupatenKota Kabupaten 1 . o0 .
} Kota ‘ - ' . . .
“Jumlah . -
Laporan ,
Hasil
Subkeg. Investigasi K\\;Z‘SIIQESI
- Awal Kejadian Tidak Kejadian | 12 12 , ' ' ‘
alal 2] mﬂ'mgka“’(ejad'-a”- Tidak | 1% | La L2t onas70 |, 12 224670 12, | 22503 [ 12 | 225430
212 | 02| 36| lkutan Pasca Diharapka | D3P { PO | 224768 [ po | "on00 | L3P0 od00 | B3 | ooo,00 [ ¥P° | 00,00
; Imunisasi dan q oran | ra - 00,00 | ra T man- | oran . - ran !
;Z?:aﬁnan Obat (Kejadian n - n :
| Ikutan . ’
] Pasca , - ] : . -c.
Imunisasi ‘

| dan

il



FPormorimtah Kota WMoalcoasssonr

« = 5.0 | Urusan/Bidang/Sub | " | Bas ST s s L
indikator : & . | _ Bidang Urusan- . Indikafor elin o " Target Kinerja Program dan Kerangka Peridanaan .
Sasdran Kode . | Pemerintahan/Prog |- oy 0o - B ———i e e — i — -
P ; : : ram/Kegiatandan | T «| 202 N N ' o i
I AT S S | Subkegiatan. _{ 4_|. 2036 { 2027 {2028 |- 2020 |  zoso_ .
T - Pemberan |~ | T | i ; ' -

Obat
-Massal)

Tujuan 1 Sasaran

| Jumilah

. Dokumen
N Hasil : )

- Subkeg. Pelaksana | 52 | 22 2 52 _ 52 e - ‘
Pelaksanaan an ] Dok w | 211400 | ku 21.140.0 | Dok { 21.140.0 | Dok | 21.140. | o | 21.140.0
Kewaspadaan Dini Kewaspad | ume m 1 '0060 m I 00,00 | ume 00,00 | ume 000,00 - men 00,00 |
dan'Respon Wabah | aan Dini n 1. ! . n n

dan : }en en : i
Respon
Wabah

Jumlah .
Public ' , 1
Safety ‘
Center.
(PSC 119)
- Tersediaa .
n,
Subkeg. Penyediaan | Terkelolaa : ,
dan Pengelolaan n dgn_ i 0 0 0 . 0 0 '
38 | Sistem Penanganan | Terintegra { Unit | Un Un | o Unit 0 " Unit- 0i Unit 0

37

Gawat Darurat - si Dengan it. it
Terpadu SPGDT | Rumah.
| Sakit
Dalam
Satu
Sistem
Penangan
“an Gawat -
Darurat




Pemaorintah Kota Malkassoare

Bas [,

o ‘Urusan/Bidang/Sub- | ~ o . ST ‘ .
. . Ll _ " Bidang Ufusan [ - elin " Target:Kinerja Program dan Kerangka Pendangan
" Tujuan | ‘Sasaran , | [ndlkator Kode Pemmerintahan/Prog ":(‘ff"‘e“r}:’ e - .
T ? - : -ram/Kegiatan dan. | . . 202 T I . ' i B
Subkeglatan - & 2026 2027 . 2028 2029 . .. 2030 .
’ v .| Terpadu N " .
{SPGDT)
Jumlah
orang
dengan
Subkeg. Tuberkulo 148 79 79 798
Pengelolaan sis yang 85 85 7985 7985
2| 2 [ 40 | pelayanan mendapat | oo { Or | 35,0402 | or | 390402 g | 30040212 - f 3504 | oran | 350902
: kesehalan crang kan n an 00,00 | an ! g ' n ! g '
dengan Tuberkulosis | pelayanan g g g g
kesehatan
sesuai
standar
Jumlah
orang
| dengan
' g:hke?'l Fg\éH'V) 101 . gz gz 925 | 925 | 23113 {928 | .,
: ngelolaan : .
2| 2 | 41] petayanan vang | o | O | 23136 | or | 8188 | oan | 22115 1 ora | 6.000.0 [ Oran | 231135
kesehatan orang I kan: P ng an 000,00 | an ' gl ! ng 0]g !
dengan HIV CDHIV. | pelayanan g q
; kesehatan
sesuyaj }
standar -




Permerintabh Kota Moalkassar

T [UrmanBiangem | T B —— — T
ERF LI i ; ) -Bldang'Urusan elln " " Targét KinerJa'Program dan Kerangka Pendanaan .
Tujuan. Sasaran ';:Lg:: Kode . .| Pemerintahan/Prog »";‘-‘:;?r;:r 8’ L 8 ‘ l'__. ) A
" | asaran "o+ | ramiKegiatandan® | 202 [ —— - T 1. N
T ... -, Subkegiatan . | . - 4 2026 2027 . |- .2008 0 | 2028 "~ | © 2030 ..
; ' .| Jumilzah R o . ‘ ' )
- | oreng e | | 20 :
T V-1, 1 | Subkeg. yang 1199 {6 : 6 | . " 296 206 | 206 | e
T 5 2. _| Pengelolaan mendapat o d '39.155.0 38.155.0 | & 39.155. |} 39.155.0
1122402 | 42| pelayanan kan. [ ora [Orf 891980 L Or] Tongo [ 02" | oo00 [ O | oooco [ 2" | o000 |
. kesehatan Malaria pelayanan 9 ’ it g g 9
| kesehatan, - g g
malaria ) ‘ ‘
Jumiah - |
. tatanan .
Qi kawasan 3 3
: Subkeg: tanpa |3 | Ta T4 , 3 3 15495 | 3 -
- 1]2|2]2 {43 ﬁ:&%ﬁ:\a&:ﬁa '} rokok Tata | ta | 154953, {ta | 194383 | rapg | 194893 | 7orn | 519200 [ Tata | 154253
. rokok ' yangtidak | nan | na | 520,00 ] na 1 pan |© 77T nan 0| nan o
ditemukan n N
akfifitas -
merokok .
Jumlah
; dokumen |
2 gg:gz%'aa“ Denacicla | Dok, - 0o | 2o 123120, | Dok | 123120, | ook | 12392 |8 | 125420,
1|2]2] g | 44| Pelayanan | penselia | o8 Tk | 128020, [k | 55 e | o | o000 | uoe | ©:000.0 | Doku [ T4ces
: Kesehatan an UME 000,00:| m LY | -ume ! amet o | men o
Reproduksi - pelayanan | n | o, lend{ - n n no
= o kesehatan ’ .
‘ reproduksi-
Jumlah
dokumen
hasil
Koordinasi ‘ .
‘ Subkeg. Koordinasi, dan 4 4 ' 4 : 4 4
dan Sinkronisasi ‘| Sinkronisa’ | { Do Do : ; . ; 4 e
1]2f2 gé 45 | Penerapan SPM i Erz’;. ku | 9.399.00 | ku 9'393'83 En‘:'; 9,393_'88 5’;’; g'gggdg Doku 9'393'331'
y - Bidang Kesehatan . Penerapa m 000 | m_ ! B I ! men - T
- KabupatenKota n SPM " Ten. | en n n -
Bidang -
| Kesehatan
Kabupaten
fKota ’

~ gl

v itikmn



Paermarimntaln Kota Moalcaosssoar

Urusan/Bidang/Sub Bas
Bidang Urusan elin Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran g‘:;:‘::: Kode Pemerintahan/Prog l':;::‘k:!gr e )
ram/Kegiatan dan ‘ n 202 i i ] :
Subkegiatan 4 2026 : 2027 2028 2029 2030
' Jumlah
-dokumen 1 1
) Subkeg. hasil Dok | Do Do 1 ) 1 1
11212 2. 46 Pengelolaan upaya pengelola ume Vku | 362080 | ko 36.208.0 | Dok | 36.208.0 | Dok | 36.208. Doku 36.208.0
02 kesehatan Ibu dan an upaya n m '0060 m 00,00 | ume 00,00 | ume 000,00 men 00,00
Anak }Leuszl;ztan en en n n
anak
Jumlah
dokumen 0 0
Subkeg. hasil ook | Do Do 0 0 0
1225 |4 ﬁggﬁgﬁfﬁ” -gﬁ"geb'a ume | ku s o Dok o [ Dok 0. | Doku 0
Kelanjutusizan pelayanan n 2}1 ?n n n men
kelanjutusi
aan
Jumlah
Dokumen 12 12 12 12 12 2
‘Subkeg. Hasil Do Do
1}2|2]Z | 48| Pengelolaan Pengeléla [ D% |y | 22.007.0 | ku [ 220070 Dok f 22.007.0 f Dok § 22607 | poy | 220070
Layanan Imunisasi an n m 0000 | m ' n ' n ' men !
Layanan en .en .
Imunisasi
Jumlah
Dokumen
hasil .
Pengelola 0 0
Subkeg. an ook | Do Do 0 0 a
2. Pengelolaan layanan | layanan ) Dok Dok
122 02 49 rujukan dan rujuk Rujukan ﬁme 'r(: - ::t’ 0 ume 0 ume 0 32?]” 0
balik ‘| dan Rujuk en en n n
Balik di
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan




FPermaerimtahn ota Maicossoanr

3 - - I'Umsan!iiﬂaBQIShﬁ T Bag" ' " - - -;’ - —— -
. | Bidang:Urusan 3 . elin : Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran l;.::;l::::' Kode Pemerintahan/Prog 'r-l"‘::‘:';:r e T S
. " ramfKegiatan dan 202 [ _ ' i ' '
’ : : ! Subkegiatan . 4 2026 1. . 2027 . | 2028 ] - 2029 2030
Jumiah ) '
. dokumen | . :
" Subkeg. hasil a7 - g’; vl 47 | a7 a7
1122 2 50 Pengelolaan Pengelola | Dok w | 245802 | ku 24.580.2 | Dok | 24.580.2'| Dok | 24.580. | 5o 24.580.2
; 021"~ Pelayanan an ume | ‘ '00 60 m 00,00 | ume 00,00 | ume 200,00 men . 00,00
Kesehatan Haji Pelayanan | n én i en n n :
Kesehatan
Haji J
Terseleng
garanya )
' g:g;eienggaraan Sistem | 1 10 10 | . 257.75 '
1l2l2 2| ' Sistem Informasi Informasi 100 0 257.751. 0 -257.751. | 100 | 257.751. | 100 1 0-060 100 | 257.751.
L] - o, ] Al ) i
03 Kesehatan Secara Kesehata | % o 000,00 ™ 000,00 % | 000,00 % 0 % 000,00
Terintegrasl n secara
d Terintegr
asl
| Jumlah
Dokumen | ;. 12 12 12 12
) Subkeg. . Hasil : 1 Do | Do — £ 25775 | 12
11292 33 2 | :Pengelolaan Sistem | Pengelola E:‘Z ku 2%35016 ku 25076-6586 frﬁg 25[;’0;5010 ,E:]Z 1.000,0 | Doku 250765536-
- Informasi Kesehatan |.an Sistem n ‘m ’ m ! n ' n 0 | men *
Informasi en en .
Kesehatan
Jumliah
] perizinan
. Keg. Penerbitan RS Kelas . :
_ - lzin Rumah Sakit- | CdanD _ , : . -
| Kelas C Ddan yang 10 10 . ‘ ) 428.03
112]2| & Fasllitas Pelayanan | mendapat | 190 | o| 4503 [ o R '?;' a20.03n 1 1% | as000 100 | 42803,
Kesehatan Tingkat | kan ‘ | % ' % ! ° ' ° 0 o )
Daerah . pengenda
KabupatenKota Ilan dan
pengawas
an

|

e e —



Pormaerimtah Mota Malkassore

. Urusan/Bidang/Sub " | Bas T :
. ~ Bldang Urusan ., | elln . Target Kinerja Program 'dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran g‘:;'::::-' Kode ‘| Pemerintahan/Prog ’:‘:'lf-r;:r e . L ]
: ram/Keglatan dan 202 | . il j S
Subkegiatan. 4 i 2026 - 2027 - .} . 2028 . 2029 . 2030
Jumlah N 1 '
‘Rumah
Sakit
KelasC,D
Subkeq. dan
Pengendalian dan Fasilitas
Pengawasan serta Pelayanan :
tlal2] 2| 1 | P et ownatan | 28 [ 30| 15.6055 | 30 [ 156955 | 28 [ 156955 28 | 15685 28 | 156968
: .04 Perizinan Rumah Dikendalik Unit it 00,60 it 00,00 | Unit 00,00 | Unit 500,00 | Unit 00,00‘
SakitKelasC Ddan | an,
Fasilitas Pelayanan Diawasi
Kesehatan Lainnya dan
Ditindakla
njuti
Perizinann :
va
Jumlah
Rumah
Sakit dan
.| Fasilitas
SubKeg. ) { -Pelayanan
Peningkatan Tata | Kesehatan :
Kelola Rumah Sakit Tingkat 28 | 58 ) o .
11212 -2, 2 dan Fasilitas Daerah’ 28 Un 32.492.8 Un 32.492.8 28 | 324928 | 28 32492. 1 28 32.492.8
04 Pelayanan Kabupaten | Unit Ut 00:00 it 00,00 | Unit 00,00 | Unit 800,00 1 Unit . 00,00
Kesehatan Tingkat {Kota yang ‘ :
Daerah Melakukan
KabupatenKota Peningkat
an Tata.
Kelola
Sesuai
Standar

~ e —

hritikou




Unmnmmw:ﬂsw Bas ] : i ;
i . _ Bidang n elin Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran m::: Kode Pemerintahan/Prog ”‘.(‘:*ml e i ;
: ; : - ram/Kegiatan dan 202 : .
; ; ; . Subkegiatan ; 4 2026 08T 2028 : 2029 2030
Jumlah
Fasilitas
Kesehatan
yang
Subkeg. Dilakukan 28 28 300.79
11212 2. 3 Peningkatan Mutu Pengukura 28 Un 309.795. Un 309.795. 28 | 309.795. | 28 590'00 28 309.795.
04 Pelayanan Fasilitas n Indikator Unit it 900,00 it 900,00 Unit 900,00 | Unit ' '0 Unit 900,00
Kesehatan Nasional
Mutu
(INM)
Pelayanan
kesehatan
Jumlah
Dokumen
Hasil
Subkeg. Penyiapan Penyiapan 1 1 1 1 1
2 Poiumusarn den Perumusa | o [ Do | 760501 | PO | 70.050.1 | Dok | 70.050.1 | Dok | 70.050. | ! 70.050.1
U] 212 1ge | % || Fetseaanas okt ume | ¥4 | o000 | KU 00,00 | ume 00,00 | ume | 100,00 | P4 | " 00,00
Pelayanan Pelaksana m ' m ! ! : men '
Kesehatan Rujukan an "1 en en n "
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
PROGRAM
PENINGKATAN
s1xla KAPASITAS Persentas o5 | 3a4.365. | 0 | 344.317. | 100 | 344317 | 100 | 20 | 100 | 344317,
SUMBER DAYA % 760,00 160,00 % 160,00 % B % 160,00
MANUSIA Peningkat % 0
KESEHATAN - 100
Outcome ::I';%e:le %
:Meningkatnya Bidang
mutu dan
pemerataan :esehata
distribusi tenaga
kesehatan




Pemarintahn  oto Moalcassonr

Urusan/Bidang/Sub | ~ - "| Bas s S .
. : * Bidang Urusan oo | elin Target Kinerja Program dan Keérangka Pendanaan
Tujuan .| Sasaran .I;:;I;all’::.r Kode Pemerintahan/Prog I';":l"k;jl-:r e ‘ o )
. : ‘ . ] ram/Kegiatan dan 202 o I i i
. ._Subkegiatan | 4 2026 v L2027, | 2028 ) 2029 - 2030
Persentas | : . o _
(-]
| -perizinan . )
. - _praktek
Keg. Pembérian tenaga )
| 2 tzin Praktik Tenaga | kesehata | yq4 [ 10 | 430960, | 10| 439.260. | 100 | t39.260. [ 100 [ 13925 | 400 | 120.260.
1213101 Kesehatan di nyang I Ty | Ol “yeo00| 9| T1e000| o | tec00| o | 01990 [ o | 460,00
Wilayah mendapat % % ! ¢ bl ° 0 ° !
KabupatenKota kan :
pengenda
lian dan
pengawas
an :
Jumlah
Dokumen 4
’ Hasil 0 o
Subkeg. ‘ Pengendal | Dok Do Do 0 0 10
1(2]3]|Z |1 | bengendatan  lian ume | ku 0| ku o | Dok o | Dok 0 | Doku 0
erizinan Praktik Pertizinan n m m ume ume men
‘Tenaga Kesehatan Praktik en en In n
Tenaga
Kesehatan
Jumlah
Dokumen
Hasil
Pembinaa .
dan ‘ ) :
Subkeg. Pembinaan n ‘
danPengawasan | Z0ORRSS |4 | F Bo 4 1 4 13926 {4 |
11213 2. 9 Tenaga Kesehatan . Kesehatgn Dok ku 139.260. kU 139.260. 1 Dok [ 139.260. | Dok | ,%z6's | pogy | 139:260-
o1 serta Tindak Lanjut _ume 160,00 160,00 | ume 160,00 | ume | — T 160,00 -
Perizinan Praktik sgrta n 1m m n n 0 | men
Tindak fen } en
Tenaga Kesehatan Lanjut
Perizinan
Praktik
Tenaga
Kesshatan

~-C e

Ak iticeal




Paemorimntabh Kota Moaokassar

‘Urusan/Bidani/Sub " . Bas
. . . Bidang Urusan | elin Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran g::;?:: Kode Pemerintahan/Prog I;‘:::;Er;:r‘ e . . .
o ram/Kegiatan dan - 202 R ' " . i i €
L Subkeglatan . . 4 I 2026 . 2027 2028 . . 2029 2030
Jumlah B T - r
Keg. Perencanaan pembinaa
- Kebutuhan dan ndan | 10 10 : 10
Pendayagunaan pengawas ’ )
il213l2 Sumber Daya an :"’l Ke | 113661, :Ie 113.613, [ 10 | 113.613. | Keg a6l :&gi 113.613,
02 Manusla Kesehatan | sumber al?n gt 600,00 at 000,00 atas:i 000,00 | iata - 'IJ atan 000,00
untuk UKP dan’ daya : an an n
UKM dI Wilayah manusia
1 KabupatenKota kesehata
n
Jumlah
Dokumen
Hasil
Subkeg. A::r;::a " 0 o |
| Perencanaandan | piie | pok | Do Do 0. i 0 o |
1|2]3]| 2% | 1 | Dstribusisena serta ‘ume | ku 0|ku | 0 Dok 0 Dok - 0 1 Doku 0
02 Pemerataan Sumber Pemerata n m m ume -ume men
Daya Manusia n n
Kesehatan an en ‘ en.
Sumber
Daya
{ Manusia
Kesehatan
Jumlah
{ Sumber
Daya
Manusia
‘ Subkeg. Pemanuhan | Kesehatan
2 Kebutuhan Sumber yang oa | or or lo 0 | 0 ‘
11213 Oé 2 | Daya Manusia Memenuhi n an 0 an 0 | Oran 0| Ora 0| Oran - 0
Kesehatan Sesuai | Standardi | @ | 2 : g ng g
Standar Fasilitas g g )
Pelayanan
Kesehatan
| {Fasyanke
) ]




fPemaerintan Kota Malcassoar

T oo - ‘ — . - I.lrusan!BidaftQISub — - ﬁas ﬂ:"’ T T = AN 0
. 1l ! i ¢ o - ‘Bldang Urusan : élin Target Kinerja Program dan Kerangka Pendacaarn
Tujuan - | = Sasaran I;g;l;?';o“r Kode Pemerintahan/Prog. | Irg::tj:r | L . Lo .
’ ‘ <+ | ram/Kegiatandan ‘202 T o . R
w ) : HE ; Subkegiatan LI N o .2026 | 2027} . 2028 ... 2029 2030
. ' | Jumlah - k ) ' ) . R
Dokumen
Hasil. .
: ; . " Pembinaa 12 - 2 . . . - '
Subkeg. Pembinaan i 2 : 2 : ;
ilalsl 2| 5 |sanpPengawasan | Bdan Dok 4 B0} 44351 | PO 113613 | Dok | 113613, | Dok | 13397 2 | 113812
' 02 Sumber Daya | ume el s0000 [ | o000 | ume | 000,00 [ ume | S| DO | 000,00
1 Manusia ‘Kesehalan | surber en en n n ;
Daya
Manusia . :
Kesehatan . . .. i N
1 Persentas ) e ) ’
y . e sumber
‘geg. daya
 Pengembangan i .
Mutu dan manusia :
| Peningkatan kesehata | 10, i0 "
1|23 2. Kompetens! Teknts | ™ ¥2n9 100 0 91.444.0 0 91.444.0 100 | 91.443.0 | 100 | 91.444. 100 | 91.444.0
' 03| wwgﬂ paya :aendapap % | o 00,00 | o, | oogo| % 00,00 | % | 000,00 % 00,00
y an .
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah paningkat
KabupatenKota kompeten -
) si -
Jumlah
| Sumber
Daya
Subkeg.
Pengembangan - ananusla
esehatan : ‘
: Mutu dan Tingkat .21 21 )
: Peningkatan ‘ 162 | 9 9 219 218 219 | ol
11213 53 1 | Kompetensi Teknis E:g?gten Ora | Or 91'3346g Or -91'33468 " Qran "91'33%8 Ora . 901634046 Oran 91'33463
Sumber Daya !Kntapan ng an ' an o gl ' ng ’ g9 !
Manusia Kesehatan - Ditin lfa'lkg [+ g
| Tingkat Daerah “an M%m- ’ ‘
Kabupatenkota dan
Kompeten
| sinya




Pemaerimtah Kota Moalkass e

— T T T [ UrisonBideng/Sib | - —TEs | - — . - -
e ) ] oL S Bidahg Urusan . ;. élin | " : Target Kinerja Program:dan: Kerangka Pend:inaan . 5
Tujuan’, Sasaran - ';:;';ar::lf Kode ) Pemeﬂntahanu’rog '-;'g:‘:r}:r e | s S S ;

o . TR . ‘ ram/Kegiatan dan R 202 ] PR § T .

L BT EE . L. E Subkeﬁlatan Cbeo. . ] o4 | 20260 0 - 2027.. |-.." 2028 .- I . 2030 . °
- PROGRAM - ‘Persentas | = ‘ Tl - ' . .
: SEDIRAN 1e. 1], 10 g oo | 83200 .00 .
i12l4 FARMASI, ALAT Cakupan |- o | 517110 | " | s25.604. | 100 | 531935 [ 100 [ e | 100 | 476.926. .
‘ KESEHATAN DAN | Sediaan o 080,00 o% 480,00- % ! 480,00 % * '0 % 880,00
. MAKANAN Farmasf, : ‘
MINUMAN aat | oo
Outcome Kesehtan - 1.',/
:Meningkatnya ddn °
, | kualitas dan = Makanan
distribusi sediaan - | Minuman .
_ farmasl, alat )
-kesehatan, dan . - . .
. makananminum | i . . N R | . o )
— - “TFoemae | 1~ - - —
e apotik,,
| toke chat,.
' toko
Keg. Pemberian
| | einApotextono | Shes 2" ,
slatal 2 g::g:;‘r’lﬂ':l: serta 100 10| -123.687. [ 10 | 125438, | 400 | 131.760. 100 ;_';‘;;:: 100 | 123924,
01 Optikal Usaha umor | % o f 70000 .| o000} % | oo000]| % | % | o000
| Mikro Obat . Y tanat R | : |
Tradisional uioT pncapa ' ,
n
pengawas
an/peman
tauan.izin
) o Jumiah
Subkeg. | Dokumen
Pengendaliandan, | Hasil
Pengawasan serta- . ‘| Pengendal
;indakLahjut : _En dan’ 8 - SD 6 6 6 k 6
“| Pengawasan _. . °| Pengawas : o ; Do : ] 13368 ; )
11214 §1 1 | Perizinan Apotek 1 an serta E;';' ku 137368%% ku -13.?688076 -En?: 13%3%70 Er?:; 7.700,0 | Doku 137%380% ]
| Toko Obat Toko Alat | Tindak n m ' m ! n ! n 0l 'men | R |
Kesehatan dan Lanjut ) en en .
Optikal Usaha Mikro | Pengawas ‘
CObat Tradisional ‘an
UMOT Perizinan
' Apotek,

S I




Permarinmntah Kota MMakassoar

‘ B ‘Urusan/Bidang/Sub | = Bas B ’ o Ny i
! - " Bidang Urusan : elin . Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan :
Indikator ol Indikater. .
Tujuan Sasaran & Kode Pemerintahan/Prog : e ) ;. . . )
Sasaran " ram/Kegiatan dan Kinerja 202 | - o e — - —
Subkegiatan 4 -] 2026 2027 ... | . 2028 ) - 2029 2030
. Toko ! ’
Obat,
Toko Alat
Kesehatan
, dan
Qptikal,
Usaha
Mikro
Obat
Tradisiona
1 {UMOT)
Persentas
e
‘Pemberia
n
Sertifikat
Produksi .
unfuk
‘Keg. Pemberian g?;:.:laksi
Sertifikat Produksi Alat
untuk Sarana
Produksi Alat :ﬁ":i::h
Kesehatan Kelas tertenty | . 10l 10 ' ) ) o
1l21a - 2. tertentu dan dan 100 0 86.862.0 0 86,862,0 | 100 | 86.862.0 | 100 | 86.862, 100 0.00
02 Perbekalan Perbekala % o 00,00 o, 00,00 % 00,00 % | 000,00 % '
Kesehatan Rumah ‘ :
n
;angga Kelas Kesehata
ertentu n Rumah
Perusahaan Rumah Tangga
Tangga Kelas ) ' ‘ -
Tertentu :
| Perusaha
an Rumah
Tangga
Yang
Terlaksan
a

~ A —

P




FPermerimntal Kot Molkans=soar

Urusan-IBl-dangISub o " | Bas . ‘
Yujuan Sasaran I;:ls::::: Kodo R Pe?!::‘:i?\?é uh;ﬁ;:og I?(‘:H:;; :r el;n Ta_trget Kinerja Program .dan Kerangka Pendanaan
‘ ram/Kegiatan dan 202. ' R T T
Subkeglalan . . 4 2026 : 2027 . - 2028 2029 . 20309
: Jumlah ; :
Dokumen
-] Pengendal
fan dan
Pengawas
an serta
Subkeg. .
Pengendalian dan I'a"nqﬁ:‘
Pengawasan sérta Penj e
Tindak Lanjut e 5 2 2 5 2
: Pengawasan’ . - | bo Do ‘ 2 _
1124 2. 1 | Sertifikat Produkei S_ertlﬁka! Dok ku 86.862.0 ku . 86.862.0 | Dok 86.862.0 | Dok 86.862. Doku 0
02 Alat Kesehatan Produksi ume | 00,00 m . 00,00 | ume 00,00 | ume | 000,00 men
N : Ke[as'Tenentudan ‘Qfstehatan n. en en . n - n :
PKRT Kelas Tertentu Kelas 1
Perusahaan Rumah Tertentu
{ Tangga dan PKRT
Kelas 1
Tertentu
Perusahaa
n Rumah
{ Tangga
Persentas
e 1 : . v
Keg, Penerbitan :enerhita '
Sertifikat Produks!
Pangan Industri gfﬁzkk::
Rumah Tangga dan Panaan
Nomor PIRT - | i , : .
ilalal 2 Sebagalzin | Rumah 100 | *0 | 187,504, | "0 | 187.322.1 100 | 167322, [ 100 | 7321 400 | 227.021.
03 Produk Makanan Tangga %| o | 580,00| o | 60000 % | - 600,00 % "o % | ooo,00
' Minuman Tertentu | :i:‘ or ’ : )
yanrg Dapat PIRT
Diproduksi oleh sebagai
' Industri Rumah 1zIn 9
Tangga Produksi
untuk
Produk




Poemerimtaln Kota Moalkcaos s oare

Urusan/Bidang/Sub Bas
Bldang Urusan Indikator alin Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode . Pemerintahan/Prog | " da i ,
ram/Kegiatan dan 202 ] i ] T I
Subkegiatan 4 2026 2027 .. 2028 2029 2030
Makanan ’ |
Minuman
Tertentu
yang
Papat
| Diproduk
sl oleh
Industrl
Rumah
Tangga
yang
Terlaksan.
a

Indikator

Tujuan Sasaran Sasaran

Wgrr Lk e,

‘U[I\Pmldif




Permerintan ot Malcassar

BT ) s oo | ‘Urusan/Bidang/Sub - “i-Bas | ‘ T ' -
st o : _ . Bidang Urusan Cl ] elin ‘  Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan - Sasaran ';::;?:: Kode Pemerintahan/Prog ";(':::;.al.;;r‘ i e g L ’ . ) ”
. - > _ , fam/Keglatan.dan 17N O — T AR |
LY N .1 " -Subkegiatan . a4 2026 - - L2027 0 ). 7 2028 - 2028 . - 2030
- : .| Jumlah N . 47 - . ’
Dokumen
Hasil
Pengendal
jan dan’
Pengawas
an.serta
Tindak
Lanjut
Subkeg. ] ' :rt]engawas. :
Pengendalian dan .
| Pengawasan serta ﬁfggﬁﬁ:
_'ﬁnda](-_l-.ahjut Pangén
Pengawasan . Industrl -
Sertifikat Produksi R - : o A
. umah 4 4 ‘ . .
Pangan [ndustri Tangga 4 Do Do 4 4 17508 | 4 -
1' o4 2, 1 Rumah Tangga dan. dang Dok ku 187.594. Ku - 187.594. | Dok | 187.594, | Dok 45560 Doku 187.594.
03 Nomor PIRT sebagat Noror | . ume ‘580,00 580,00 | ume | . 580,00 | ume i 580,00
. . omor P- m m 0 | men
Izin Produksi untuk IRT n en en n n
 Produk Makanan sebagai
Minuman Terteritu zin g
yang Dapat | .
Diproduksi dleh Proclikst -
Industri Rumah - :rr]otrliuk
Tangga - .| Makanan
Minuman
Tertentu
yang
| bapat
4 Diproduksi
oleh
Industri
Rumah
Tangga




Poermerintah Kota Makassoar

| VUrusan/Bidang/Sub | " | Bas ' o
) Bidang Urusan ‘ elln Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tijuan Sasaran ";:;:?:: Kode Pemerintahan/Prog 'rl'(':::?r}:" | e _ . 2 . P
. : ram/Kegiatan dan ; ‘ 202 | - B ‘ il - " T
A Subkegiatan 4 2026 2027 | 20268 . 2029 2030
o Persentas o : ! ’ . ) ) .
e
Penerbita .
‘n
Sertifikat
Laik
Higlene
Keg. Penerhitan ?:::tas;l
Serfifilcit Laik Poneelola
Higiene Sanitasi [ =19
. ;empalt’ an - Makanan 10 | : 10 ' : .
ilzla] 2 M‘:}?‘gﬁ:ﬂﬂ;‘m TPM 100 [ '0 | se02a.9] "5 | 72.338.8 | 100.| 723388 | 100 72:338. | 100 | 72:338:8
‘ 04 - ! antara % | o 00,00 | 80,00 % 80,00 | % | 880,00 % 80,00
antara lain Jasa lain Jasa %. % .
Baga Rumah Baga :
MakanRestoran Rumah
dan Depot Alr MakanRe
Minum DAM steran :
dan
Depot Air -
Minum
DAM . . _
Yang . ,
Terlaksan : -
a .
Subkeg. Jumlah
Pengendalian dan Dokumen
" Pengawasan serta Hasil
Tindak Lanjut Pengendal
Pengawasan ian.dan - 12 12 - _
Pernerbitan Sertifikat | Pengawas -} 12 Do Do _ 12 12 112
112l -2 1 1 Laik Higiene Sanitasi | an serta Dok Kku 56.024.9 ku 56.024.9'| Dok } 56.024.9 _Dbk_ 56.024. Doku 56.024.9
04 . Tempat Pengelolaan | Tindak ume 1 | 00,00 m 00,60 | ume 00,00 | ume 800,00 | meh 00,00
Makanan TPM Lanjut n i n n -
antara lain Jasa Pengawas en en
Boga Rumah 1 an
MakanRestoran dan | Penerbitan |
Depot Alr Minum Sertifikat
DAM 1 Laik

~ e —

aritiknul




FPemarintabh Kotas Moalka=ssoar

Urusan/Bidang/Sub ’ Bas | g . :
. i ‘ Bidang Urusan ; elin Target Kinerja Program dan Kerarnigka Pendanaan
Tojuan | Sasaran [ ‘2dikator Kode . | Pemerintahan/Prog ",‘("'I’":’r;:’ e L _ L
’ Y | ram/Kegiatan dan - 202 i N T I
. ‘Subkegiatan . 4 [ 2026 . 2027 . 2028 ] 2029 2030
Higiene ' : .
Sanitasi
Tempat
" Pengelola
an
Makanan
(TPM)
antara lain
Jasa
Boga,
Rumah
| Makan/Re
-| storan dan -
Depot Alr
Minum
{DAM)
Persentas
e
Penerbita
n Stiker
| Pembinaa
Keg. Penerbitan n pada . .
12 Stiker Pembinaan | Makanan | o5 1 90| 359500 | 10| 35.250.0 | 00 | 35.250.0 | 100 | 35.250. { 100 | 35.250.0
1121%] 05 pada Makanan Jajanan 1 To | O o000 0| o000t % | o000| %| ooo00| %| coe0
Jajanan dan Sentra | dan 1 % T % | ’ ° ! ° ' ° T
Makanan Jajanan Sentra :
Makanan
Jajanan
Yang
Terlaksan
‘ a
Subkeg. Jumlah
Pengendalian dan- Dokumnen
Pengawasan sérta Hasil 12 12 ) 12 12 {12
ilalal2 ] | phdak anst Pengendal | poy | DO L 350500 | DO | 35.250.0 | Dok | 35.250.0' | Dok | 35.250. | 12, | 3s.250.0
‘ 05 enerbitan Stker - }iandan | e 1K1 o000 [ K | 00,00 [ ume | 00,00 | ume | 000,00 { PO | 00,00
: Pembinaan pada Pengawas n |m ! m ' n ’ n * men '
Makanan Jajanan an serta en en
dan Sentra Makanan | Tindak -
Jajanan Lanjut

SreiH bk
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: Urusan/Bidang/Sub | ~ " | Bas i : ’ ’
- Bidang Urusan elin | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran Ig:;';::: Kode Pemerintahan/Prog '-':(‘:2‘::;:' ‘e ‘
ram/Kegiatan dan ; 202 [ o ‘ ]
T Subkeglatan ) : 2026 _. 2027 ). . 2028 2020 . 2030
’ ‘ Penerbitan ’ o )
Stiker
Pembinaa
n pada
Makanan
Jajanan
1 dan
Sentra
Makanan
Jajanan
Persentas
: e -
| Pemeriks
aandan *
Tindak
Lanjut
Hastl
Keg. Pemeriksaan Pemerlks
dan Tindak Lanjut aan Post
Hasil Pemeriksaan Market 10 10 : ‘ :
Post Market pada pada o 17.680.9 0 17.690.9 | 100 | 17.690.9 | 100 | 17.690. | 100 | 17.69C.9
Produksi dan Produksl 9 00,00 o 00,00 % | 00,00 % | 900,00 % 00,00 :
Produk Makanan dan N | °
Minuman Industri Produk
Rumah Tangga Makanan
Minuman
Industrl
Rumah
Tangga
Yang
Terlaksan
a:

IR



FPemerintah iKota MoOalcassar

e — T [ UrwanBiaangswm ] T — - - - E ~ ————— ,
. ‘ - ‘ " ‘BldangVUrusan { . ¢ elin.|. . - TargetKinerja Program dan Kerangka Pendanaan .
Sasaran Kodo " | emerinahanProg | Maboter | %' | 1 o TR TR FRAE ﬂ-

. ' . ram/Kegiatan dan LLL . o - Sl o - = T i —
I . L P Subkegiatan - _ | - .. - | 4 | " 2026 ° 2027 - |- - 12028 “° .. ¢ 2029 - " .. 20300 >
) . Jumlah t B i .
Produk : . -
dan. .. | : ) - o '
’| Sarana ‘ '
Produksi
- | Makanan-
Subkeg. 1 Minuman
Pemeriksaan Post Industri
- Market pada Produk | Rumah
) MakananMinuman . Tangga 3 8 ' 1 1 : : ‘
1214 2. - Industri Rumah. Beradar 8 Un 17.690.9 Un 176909 8| 17.6909.|8 " | 17.690. | 8 - 17.690.9-
‘ 06.) " | Tangga yang yang Unit - it 00,0 :it 00,0 | Unit 00,0 | Unit 900,0 | Unit 00,0
Beredar dan Dilakukan . : : : . .
Pengawasan serta Pemeriksa | : '
Tindak Lanjut an Post
Pengawasan Market
: 4 dalam
rangka
Tindak
Lanjut
Pengawas. . , ‘
- . an s ) ; . Ny Tt
PROGRAM - T f — .. _
‘PEMBERDAYAAN ‘ ’ 2| 5% 11,2733 | 11.273.3 100 11,273, 100 11.273.3
MgSYARAKAT | persentas | o © 0,00 o, 98.420,0 | 75% | 98.420,0 o 398.42 o 98.420,0
BIDANG . - (] , ol - 0,00 ‘ 0
@
. gE:E;A:AN Masyarak
1.112]5 :Meningkatnya :IBIl:'ar;g 10%
' dukungan, . n:?:.gaa
hosadarandan | Dlberdaya
| masyarakat 'k_a n
terhadap sethua
objek kesehatan.




Pemerintoah Kota Maliassaoar

Urusan/Bidang/Sub Bas B o
Bldang Urusan i alin Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran !é‘::;';?::: Kode Pemerintahan/Prog I:‘:::ﬁ}:" [:] ‘ ) L
‘ " I ram/Kegiatan dan : 202 S i -
) : Subkogiatan ) 4 2026 ' 2027 X 2028 ' 2029 .. 2030
Persentas
e
Advohkasi
Pemberda
yaan
Kemitraa
Keg. Advokasl "
Pemberdayaan ::'2:?;:‘ ,
Kemitraan .
serta 10 10 | 10.975.3 10.975.3 10.975. 10.975.3
12|52 Poningkatan Peran | aeyara | 190 | o o | 485000 | 190 | asson0 | 10| 34850 | 190 | 485000
yarakat | o0 ion L % e| * ofl *| “qoo| * 0
dan Lintas Sektor Lintas '
Tinkat Daerah Sektor
KabupatenKota Tingkat
Daerah
Kabupate
nfKota.
Yang
Terlaksan
Jumlah
Dokumen
Promosi
Subkeg. Kesehatan 6 8
Peningkatan Upaya , _ B Do Do 6 6 10.975. 6
11215 2 1 Promosi Keseljalan Advqkasi. Dok ku ku 10,9753 | Dok | 109753 | Dok 248.50 | Doku 10.975.3
01 Advokasi Kemitraan | Kemitraan | ume m m 48.500,0 | ume | 48.500,0' | ume 0.0 men 48.500,0
dan Pemberdayaan dan n en en n n !
Masyarakat Pemberda )
yaan
Masyarak
at




Permarimntah Koto Viakassar

Urusan/Bldang/Sub Bas |
: Bidang Urusan - alin. Target KinerJa Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran l;:;lg;o; Kode Pemerintahan/Prog I?“::‘ea';:r -]
: ram/Keglatan dan 202 i
Subkeglatan . 4 2026 2027 2028 2029 2030
Persentas ‘
e
-Pelaksan.
aan Sehat
dalam
Keg. Pelaksanaan rangka
Sehat dalam rangka | Promotif 10 10 298.04
1125 :.", Promotif Preventif Preventif 1?,? 0 0 29:53%‘ 1?,/0 29982'34:6 19,/0 9.920,0 1?,? 29:2'3%
Tingkat Daerah Tingkat |l % % " ° ! ° 0 . !
KabupatenKota Daerah ’
Kabupate
niKota
Yang
Terseleng
gara
Jumlah
Dokumen
Hasil
Penysleng
Subkeg, 12 12 .
R garaan 12 12 12
2. Penyelenggaraan | pooo; | pox | DO Do { 208.049. | Dok | 208.049. | Dok | 22804 1 12 | 595 049,
112502 " |FromosiKesehatan |\ oconatan | ume | <Y ku + 7920,00 | ume | 920,00 | ume | 99208 | Dok 1 a6 00
: dan Gerakan Hidup dan n m m ' n ! n - 0 | men :
Bersih dan Sehat Gerakan en | en
Hidup
Bersih dan
Sehat : , _
654,751, 654.839. 704.84 704.785.
JUMLAH H#REF! 576.060, 695.980, 0.344.9 198.380,
00 00 80,00 00

Sumber : Dinas Kesehatan-tahuﬁ 2025

B EERERee




Tabel. 4.2

Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Makassar

Dinas Kesehatan 2025 - 2029

et SRR | 025 2025°P 20 oy 29
2029 PERANGKAT ‘ :
NO | BERDASARKAN DAERAH/ STRONG POINT WTMMI KET
: ANGGARAN NGGARAN ANGGARA! ANGGARAN ANGGARA! ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KECIATAN /
VISIDANMISI | JMLH [SATUAN]  UNITKERIA P L ¢ P Ll B N lrarcer PR L B N | marcer e L
WAUIKOTADAN ” P ;
WAKIL WALI
(0] () (3) (4) () 6) (@ (8)
m:mmm_m;mmmmnm 2
MISI 2 MENINGKATKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN LAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Penyediaan ambulans E:ztmu UPAYA Penyediaan Layanan
PENYEDIAAN DINAS rujukan dari rumah  [Sudah tersedia 47 KESERATAN Kesehatan untuk UKM oper Peta
1 |AMBULANCE SECARA 1 pasien atau Unit Ambrians d Rp  1.551.000.000 |47 Unit Rp  1.551.000.000 |47 Unit Rp 1550000000 {47 Unit | Rp  1.551.000.000 |47 Unit Rp  1551.000.000 |47 Unit Rp  1.551.000.000 [47 Unit dan UKP Rujukan o
KESEHATAN PERORANGAN DAN Puskesmas
GRATIS puskesmas ke Rumah |Puskesmas Tingkat Daerah
akit UPAYA KESEHATAN Kabupateniota
MASYARAKAT
" IDINAS |Speedboat |Ambulans laut 1 Unit .
2unit 4 EHATAN kil ondisi rusak berat] Rp 1.000.000.000 § 1 Unit Rp 1.000.000.000 | 1 unit
PENAMBAHAN insentif medis mm UPAYA Penyediaan Layanan
INSENTIF NAKES - Tunjingankhusus 2000000, CESEHATAN Kesehatan untuk UKM loper
1 |PADA FASILITAS 1 CESCHATAN tenaga medis dan Insentif paramedis 1638.000.000 (86 0rang |Rp 21.430.000.000 |135 Orang { Rp 3.384.000.000 f135 orang | Rp 3.384.000.000 1350rang |Rp  4.230.000.000 |135 0rang | Rp 4.230.000.000 135 orang PERORANGAN DAN dan UKP Rujukan P
KESEHATAN DI paramedis di pulau  [1.500.000 Darat Medis UPAYA KESEHATAN Tingkat Daerah
PULAU-PULAY 1.000.000 MASYARAKAT Kabupaten/Kota
PENYEDIAAN PUSAT PROGRAM
PELAYANAN ) pemenUHAN UpavA [[oYEdaan Lavara
KesEHATAN binss Repat Rt [rpmg ddter KESEHATAN Kesehatz) untuk UKM | o Pelaynan
3 vk dokter spesialis i |spesialis ke puldu 4x 134000  [2Kegiatan|  70.748.000  |4Kegitan| 74285400  |eKegiatan| 77.999.000  laKegimtan|  BiBggooo  |qKegiatan |  B5004.000  J4 Kegiatan dan UKP Rujuian
TERPADU BAG! [KESEHATAN PERORANGAN DAN Puskesmas
pulau setahun Tingkat Daersh
MASYARAKAT UPAYA KESEHATAN KabupateniKota
PESISIA DAN PULAY MASYARAKAT
Sumbgr : Dinas Kesehatan tahur] 2025




tah Kota Makassar

Adapun Proyeksi Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2025 dan
Proyeksi Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2026 — 2030 adalah

sebesar :




Pemaerinmtah Wotm Wialkoassoare

Tabel 4.3
PPROYEKSI PENDAPATAN DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

. {4 .y TARGET -
NO | KODE REKENING NAMA REKENING - TARG‘;EZI_'AHUN PERUBAHAN %%%#Bﬂéf
L | TAHUN 2025 RAN
1] 1020.000.0001.0000 | Dinas Keschatan 121.430.000.000 | 107.430.000.000 | 14.000.000.000
41 | PENDAPATANASLIDAERAH 121.430.000.000 | 105.430.000.000 | 16.000.000.000
o I Retribusi Dacrah 121.430.000.000 | 105.430.000.000 | 16.000.000:000
| Retribusi Pelayanan Kesehatan (BLUD Puskesmas - RSUD) 121.430.000.000 105.430.000.000 ;6 000.000.000
| Puskesmas Kota Makassar : - | 92.000.000.000 76.000.000.000 | 16.000.000.000
| RSUD Kota Makassar | ) | 20430000000 | 29.430.000.000 |-
I Lain-lainnya PAD yang Sah 2.000.000.000 | 2.000.000.000
Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025 — ) j - -
<




Tabel 4.4
PPROYEKSI PENDAPATAN DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 -2030

FPoemarintah Kota Mokas=sor

9 ) - TARGET TAHUN TARGET TARGET TARGET TARGET
NO| KODE REKENING NAMA REKENING 2026 TAHUN2027 | TAHUN2028 | TAHUN2029 | TAHUN 2030
[ [ [ |
1| 1020.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan (DINKES + RSUD) | 112.086.000.000 | 115.386.000.000 | 115.086.000.000 | 120.786.000.000 _| 123.586.000.000
ol PENDAPATANASLIDAERAH | 112.100.000.000 | 114.500.000.000 | 117.200.000.000 | 119.900.000.000 | 122.700.600.000
e Retribusi Dacrah 112.100.000.000 | 114.500.000.000_| 117.200.000.000 | 119.900.000.000 | 122.700.000.000
Retribusi Pelayanan Keschatan
(BLUD Puskesmas - RSUD) 112.100.000.000 | 114.500.000.000 | 117.200.000.000 | 119.900.000.000 | 122.760.000.000
Puskesmas Kota Makassar 77.100.000.000 | 77.800.000.000 | 78.600.000.000 | 79.400.000.000 | §0.200.000.000
| RSUD KotaMakassar 35.000.000.000 | 36.700.000.000 | 38.600.000.000 _| 40.500.000.000 | 42.500.000.000
o I Lain-lainnya PAD yang Sah 886.000.000 886.000.000 | 886.000.000 | 886.000.000 $86.000.000

Sumber : Dinas Keéehalan tahun 2025




4.2 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat pencapaian pembangunan di Kota Makassar
khususnya di bidang kesehatan yang merupakan tugas Perangkat
Daerah Dinas Kesehatan dapat dilihat melalui pencapaian indikator-
indikator yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan dan
sasaran pembangunan yang ingin dicapai sebagaimana termuat dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berbagai indikator yang ditetapkan antara lain mengacu pada
aturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Kesehatan,
penetapan sasaran yang merupakan hasil analisis atau kajian dari isu-
isu strategis yang telah diidentifikasi serta disesuaikan dengan tujuan
dan sasaran pembangunan daerah.

Penetapan target pencapaian dari tiap indikator didasarkan pada
kondisi awal pencapaian kinerja atau nilai capaian indikator pada tahun
awal periode ditetapkannya RPJMD dan seterusnya ditetapkan
rencana capaian setiap tahunnya hingga tahun akhir periode RPJMD
dengan mempertimbangkan kondisi real sumber daya kesehatan baik
dari segi ketenagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, kondisi
lingkungan dan masyarakat serta faktor-faktor lain yang berkontribusi
pada bidang kesehatan. Sehingga diharapkan pembangunan
kesehatan lebih terarah dan tingkat keberhasilannya dapat terukur.

Arah pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP)
Kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Makassar Tahun 2025 — 2045.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kinerja Utama
Dinas Kesehatan
2025 - 2029




No. | Indikator Sasaran | Satuan i s Ket
. o 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 Usia Harapan Hidup Tahun 7551 75.66 75.81 75.96 76.12
Nilai Akuntabilitas
S o 79.9 79.95 80.05 80.1
2 | Kinerja Perangkat Nilai 80 (BB)
Daerah (BB) (BB) (BB) (BB)
Cakupan Jaminan
3 | Kesehatan Nasional Persen 99% 99% 99% 100% 100%
(JKN)
Indeks Kepuasan
4 |Masyarakatterhadap | po o | 87.01% | 87.75% | 88.49% | 89.23% | 89.97%
Layanan Puskesmas
dan RSUD
5 | Angka Kematian Ibu Persen 69% 66.65% | 64.21% | 61.77% | 59.33%
Persentase Persalinan o o "
6 Ji Fasilitas Kegshatan Persen 100% 100% 100% 100% 100%
7 | Prevalensi Stunting Persen | 18.80% | 17.90% | 17.50% | 16.90% | 16.20%
g | CakupanPenemuan | oo oo | gyo, | 82.81% | 83.63% | 84.46% | 85.30%
dan Pengobatan TB
Angka Keberhasilan % &
9 Pengobatan TB Persen 83% 83.5% 84% 84% 84.5%

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025

Pada table 4.5 terkait indikator — indikator yang menjadi Indikator
Kinerja Utama Dinas Kesehatan itu berdasarkan pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (RPJMD)
tahun 2025 — 2029 pada tabel 4.5 tentang Indikator Kinerja Daerah
Kota Makassar tahun 2025 — 2029 pada aspek kedua yaitu Aspek
Kesejahteraan Masyarakat poin 2.1 yaitu Kesehatan Untuk Semua
dimana semua Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota
Makassar Tahun 2025 — 2029 di diambil dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (RPJMD) tahun 2025 —
2029 pada tabel 4.5 tentang Indikator Kinerja Daerah Kota Makassar
tahun 2025 — 2029 pada aspek kedua terkait Indikator Kinerja Kunci
poin 5.2 tentang Kesehatan. Selain itu indikator ini juga memuat
indikator yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan Rencana Induk Bidang
Kesehatan (RIBK) tahun 2025-2029. Indikator ini dapat dilihat pada
table 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci




Dinas Kesehatan
2025 - 2029

NO | MORMIR (T | e | mm | s | o | 0%
1 Dinas Kesehatan
Persentase orang
dengan resiko
terinfeksi HIV
1 mendapatkan % 100 100 100 100 100 100
pelayanan deteksi
dini HIV sesuai
standar
Persentase orang
terduga TBC .
2 | mendapatkan % 100 100 100 100 100 100 | Indikator
pelayanan TBC I
sesuai standar
Persentase ODGJ
berat yang
3 g:;g:g:;ka” % 100 100 100 100 100 R
kesehatan jiwa
sesuai standar
Persentase
penderita DM yang
4 g‘;gg:ggr‘]ka“ % 100 100 100 100 100 mo; | EER
kesehatan sesuai
standar
Persentase
penderita hipertensi
5 gz?agy;‘?ndapa‘ka” % 100 100 100 100 100 100 | Indikator
kesehatan sesuai
standar
Persentase warga
negara usia 60
6 |t a";gfgﬁ % 100 100 100 100 100 ig | Ml
skrining kesehatan
sesuai standar
Persentase orang
usia 15-29 tahun .
7 | mendapatkan % 100 100 100 100 100 foo; | Idikator
skrining. kesehatan RPJMD
sesuai standar
Persentase anak
usia pendidikan
dasar yang .
8 | mendapatkan % 100 100 100 100 100 o | oeikalar
pelayanan RPJMD
kesehatan sesuai
standar
Cakupan pelayanan ;
9 | kesehatan balita % 100 100 100 100 100 100 | \eikaier
sesuai standar RPJMD
Persentase bayi

Gasl Dedr Indikator

10 mendapatkan % 100 100 100 100 100 1
pelayanan o RPJMD
kesehatan bayi baru

Indikator
RPJMD

- R




TARGET TAHUN

N | MR 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2030 | "°'
lahir
Persentase ibu
bersalin Indikat
11 | mendapatkan % 100 100 100 100 100 100 ;F: J;B’
pelayanan
persalinan
Persentase ibu
hamil mendapatkan 8 Indikator
12 pelayanan % 100 100 100 100 100 100 RPJMD
kesehatan ibu hamil
Persentase RS
Rujukan Tingkat o Indikator
13 kabupaten/kota Yo 100 100 100 100 100 100 RPJMD
yang terakreditasi
Rasio daya
tampung RS 5 . . . . . . Indikator
14 terhadap Jumiah Yo 1:207 1:220 1:220 1:220 1:220 1:220 RPJMD
Penduduk
Cakupan Penerima ‘;ﬂﬁ:‘r
15 Pemeriksaan % 36 46 55 61 70 80 dan
Kesehatan Gratis RIBK
8 per 7 per 7 per 7 per 7 per 7 per Indikator
16 Angka Kematian Angka 1000 1000 1000 1000 1000 1000 RPJMN
Balita Kelahiran | Kelahiran | Kelahiran | Kelahiran | Kelahiran | Kelahiran dan
Hidup Hidup Hidup Hidup Hidup Hidup RIBK
" Indikator
akupan Imunisasi RPJMN
17 Bayi Lengkap % 65 71 77 82 88 92 p
RIBK

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2025
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BAB
\

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan merupakan landasan
pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai dalam 5
tahun mendatang, sehingga Renstra akan menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang dalam pelaksanaan program dan
kegiatannya, selain menggunakan anggaran dari pemerintah Kota Makassar,
juga dapat menggunakan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, hibah/ bantuan dari luar negerii, CSR (Corporate Social
Responsibility), dana bagi hasil cukai/ pajak rokok, maupun swadaya
masyarakat atau sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum.

Pengukuran efektivitas pelaksanaan program kegiatan sebagaimana
tertuang dalam dokumen Renstra yang selanjutnya terjabar dalam Renja serta
konsistensi dengan RPJMD Kota Makassar akan dilakukan melalui mekanisme
pengendalian, monitoring serta evalusi sesuai dengan peraturan yang berlaku
sehingga pencapaian target tahun akhir periode Renstra Dinas Kesehatan juga
lebih terarah dan tingkat keberhasilannya terukur. Kerja sama berbagai pihak
dan kontribusi lintas sektor diharapkan dapat menjadi daya ungkit dalam
pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kota Makassar.

Dalam pelaksanaan dokumen Renstra ditetapkan kaidah - kaidah
pelaksanaan yang mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan,
kerangka pengendalian, dan mekanisme perubahan, sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan
Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan lima tahun yang disusun
oleh perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan harus konsisten dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Konsistensi dari renstra
terhadap RPJMD dan RPJPD terlihat dari penentuan tujuan dan sasaran
dari renstra dimana kedua hal itu harus selaras dengan apa yang ada di
dalam 2 dokumen diatas.
Penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan secara konsisten disusun
berdasarkan dokumen RPJPD dan kemudian dokumen RPJMD Kota
Makassar. Indikator pembangunan utama yang terdapat dalam RPJPD
kemudian diturunkan ke RPJMD kemudian menjadi indikator sasaran

dalam Renstra Dinas Kesehatan.

2. Kerangka Pengendalian

N o



Dalam rangka menjamin ketercapaian Renstra maka sesuai dengan
pengendalian dalam dokumen RPJMD, pengendalian pelaksanaan Renstra
adalah terkait pengendalian jangka menengah itu terkait penjabaran dari
dokumen RPJMD menjadi Renstra dan kemudian dijabarkan lagi menjadi
dokumen Renja Perangkat Daerah. Penjabaran ini mencakup konsistensi
dari penentuan sasaran — sasaran serta konsistensi perencanaan dan

penganggaran yang ada di dalam Renstra.

. Mekanisme Perubahan

Renstra sebagai sebuah dokumen perencanaan selama 5 tahun ke depan
harus mampu beradaptasi dalam perubahan yang akan terjadi. Setiap
perubahan yang mungkin saja terjadi dalam 5 tahun pelaksanaan Renstra
ini harus dapat diadaptasi baik itu melalui perubahan Renstra sendiri atau
pun nanti melalui penjabaran di dalam perencanaan kerja tahunan

perangkat daerah.

. Pedoman Transisi

Dokumen Renstra adalah pedoman perangkat daerah dalam
melaksanakan program kegiatan. Dokumen Renstra sendiri harus menjadi
penjabaran dari dokumen RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahun
yang disusun pada tingkat kota yang juga harus mampu menjabarkan
dokumen RPJPD sebagai dokumen perencanaan kota jangka panjang.

Semua indikator utama pembangunan yang ada di dalam dokumen
RPKPD harus dijabarkan ke dalam dokumen RPJMD yang kemudian di
jabarkan lagi ke dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar.
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